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Kata Pengantar

elain permasalahan Terorisme dan Korupsi, permasalahan

perdagangan gelap narkotika menjadi salah satu hal yang
menakutkan bagi setiap negara di dunia, tidak terkecuali
Indonesia. Perdagangan gelap narkotika yang bersifat
transnasional dan memiliki dampak meluas, menjadi salah
satu landasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan
pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelap
narkotika.

Setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB
tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika tahun 1988 melalui UU No 7 Tahun 1997.
Pemerintah Indonesia kemudiaan mengeluarkan UU No 22
Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika. Namun melalui sidang umum tahun
2002, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No IV tahun 2002,
dan menganggap bahwa UU No 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika tidak dapat mengatasi maraknya dampak buruk
perdagangan narkotika illegal. Terutama ketika fakta lain juga
menunjukkan tidak mudahnya mengatasi serangkaian dampak
sosial, khususnya di bidang kesehatan dan penyebaran HIV di
Indonesia, sehingga dikeluarkanlah UU No 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (UU Narkotika).

Jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia
diperkirakan sebanyak 3,1 juta sampai 3,6 juta orang
atau sekitar 1,99% dari total seluruh penduduk
Indonesia yang beresiko terkena Narkoba di tahun 2008
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(usia 10-59 tahun) atau dengan nilai tengah sebanyak
3.362.527 orang. Dari sejumlah penyalahguna tersebut,
terdistribusi atas 26% coba pakai, 27% teratur pakai,
40% pecandu bukan suntik dan 7% pecandu
suntik.(Tim Datin _IA) - Sumber : Jurnal Data P4GN,
BNN 2009

Adapun  kasus-kasus  HIV-AIDS  setiap
tahunnya meningkat dengan sangat cepat.
kementrian kesehatan RI sampai bulan Juni 2010
mencatat 21770 AIDS, 8789 AIDS/pengguna
narkoba suntik dan 4128 orang sudah meninggal.
(sumber: Data Kementrian Kesehatan).

UU Narkotika menuai kontrovesi, baik sejak penyusunan,
pembahasan, maupun dalam hal pelaksanaan. Salah satunya
disebabkan oleh pola pendekatan yang dipergunakan dalam
penyelesaiaan permasalahan narkotika, di mana kebijakan
lebih ditekankan pada pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dengan pendekatan pemidanaan.

Diberlakukannya pendekatan pemidanaan dalam upaya
pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, dimana memberikan kewenangan yang besar bagi
Negara dengan ketentuan yang sangat multi tafsir, telah
banyak dan/atau setidaknya berpotensi menimbulkan
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Melalui
kewenangan dan kebijakan penyelesaiaan permasalahan
narkotika, deretan korban salah tangkap, rekayasa kasus,
penggunaan kekerasan, korupsi di peradilan, stigmatisasi oleh
masyarakat dan hilangnya akses kesehatan bagi pengguna,
serta berbagai tindakan pelanggaran HAM lainnya, menjadi
sesuatu yang rutin terjadi.

Pengguna narkotika atau pemakai narkotika untuk dirinya
sendiri, merupakan obyek eksploitasi terbesar dari peredaran
gelap narkotika. Mereka tidak hanya tereksploitasi dari segi
ekonomi, sosial dan kesehatan, namun juga menjadi ladang
eksploitasi dari sistem hukum yang lebih menekankan
pemidanaan dibandingkan dengan pemulihan.
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UU Narkotika, memandang pengguna narkotika adalah
pelaku tindak pidana. Bukan sebagai korban dari suatu sistem
perdagangan gelap narkotika yang gagal di kendalikan oleh
negara serta menjadi korban dari tindakan mereka dalam
menggunakan narkotika. Pengguna narkotika seharusnya
diselesaikan melalui pendekatan kesehatan dan sosial. Bukan
melalui pendekatan pemidanaan, yang mengakibatkan
melonjaknya  kapasitas = jumlah  tahanan  sehingga
menimbulkan minimnya akses kesehatan dan maraknya
korupsi dalam sistem peradilan.

Masyarakat yang telanjur menstigmatisasi terhadap
pengguna narkotika, menganggap pengguna narkotika sama
dengan orang yang terlibat dalam perdagangan gelap
narkotika, sehingga perang terhadap narkotika juga termasuk
memerangi pengguna narkotika. Ditambah minimnya
organisasi masyarakat yang perduli dan melakukan
pengawasan terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, mengakibatkan Negara seakan
memiliki legitimasi untuk memberikan kewenangan maksimal
bagi penegak hukum, yang memiliki potensi terjadinya
pelanggaran HAM.

Atas banyaknya dampak buruk dalam pengaturan maupun
pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, Perhimpunan Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bekerjasama dengan HIV
Cooperation Program for Indonesia (HCPI), membuat dan
menerbitkan buku “Membongkar Kebijakan Narkotika, catatan
kritis terhadap beberapa ketentuan dalam UU No 35 Tahun
2009 tentang Narkotika beserta tinjauaan
konstitusionalitasnya”.

Upaya kajian dan penerbitan buku ini tentu hanyalah salah
satu upaya, bahwa agenda untuk merumuskan kebijakan
hingga pengelolaan pelaksanaan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, haruslah
berangkat dari perspektifnya yang selesai atas persoalan
mendasar dari kasus tersebut, sekaligus meluasnya dampak
sosial yang ditimbulkan.
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Di samping itu, gagasan luhur untuk menghindarkan dan
menyelamatkan generasi dari ancaman peredaran gelap
narkotika, beserta seluruh dampak yang ditimbulkannya, atas
nama apapun tidak dibenarkan untuk mengesampingkan hal-
hal yang terkait dengan penghormatan dan jaminan atas hak
asasi manusia. Mulai dari perspektif agenda pemberantasan,
perumusan dan penyusunan seluruh regulasi beserta produk
perundang-undangan, kesiapan aparatur dalam
pelaksanaannya di lapangan, hingga pengawasan masyarakat
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda
pemberantasan.

PBHI berharap kajiaan ini dapat menjadi bahan dalam
melakukan advokasi kebijakan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta referensi
untuk secara integral melihat dampak buruk perdagangan
gelap narkotika di Indonesia. Selebihnya tentu buku ini
merupakan kerja dokumentasi dari kegiatan yang telah,
sedang dan akan terus dilakukan bersama jaringan dan mitra
kerja PBHI.

Angger Jati Wijaya
Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
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Pendahuluan

A. Latar Belakang

idak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari

permasalahan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-
zat adiktif lainnya (napza), terlebih di negara dengan pangsa
pasar yang luas atas peredaran dan perdagangan ilegalnya.
Perjanjian internasional, regional, hingga legislasi peraturan
khusus tentang narkotika dilakukan hampir seluruh negara
untuk menghadapi persoalan yang bersifat transnasional ini.
Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan dua ratus lima
puluh juta penduduk, yang 40% di antaranya merupakan
generasi muda sangat rentan terlibat dalam permasalahan
konsumsi dan peredaran gelap narkotika.

Tersebarnya gerbang negara di berbagai pelosok tanah air
yang tentunya tidak mudah untuk mengawasinya, di
antaranya yaitu 22 bandar udara internasional serta 124
pelabuhan laut termasuk pelabuhan peti kemas ditambah
berbagai pelabuhan gelap, menambah kompleks pengawasan
jalur penyelundupan narkotika dari dan ke Indonesia.

Ditemukannya laboratorium gelap napza yang tersebar di
berbagai wilayah serta meningkatnya jumlah WNI yang
dilaporkan terlibat kasus napza ilegal dalam sepuluh tahun
terakhir menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang
menjadi pasar (konsumen), wilayah transit, sekaligus
produsen komoditas tersebut. Padahal Indonesia awalnya
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hanya menjadi negara transit untuk melayani pasar ilegal di
negara-negara Asia lainnya dan Australia.

Tingkat konsumsi narkotika dan psikotropika ilegal di
Indonesia memang telah mencapai taraf serius dan
memprihatinkan. Tidak ada satu daerahpun di Indonesia yang
terbebas dari pasar gelap narkotika dan psikotropika'. Hasil
penelitian Badan  Narkotika Nasional tahun 2008
menyebutkan bahwa jumlah penyalahguna napza di Indonesia
mencapai 3.6 juta orang. Prevalensi penyalahguna terutama
terjadi di kalangan pelajar/remaja yakni sebesar 5.3%, setara
dengan 32% total populasi penyalahguna®.

Indonesia sebagai pangsa pasar yang besar, produsen,
sekaligus sebagai jalur transit memandang permasalahan
napza lebih kepada adanya produksi napza secara gelap (illicit
drug production), adanya perdagangan gelap napza (illict drug
traficking), dan adanya konsumsi napza ilegal (illicit drug
consumption)’.  Selain berdampak bagi diri pribadi
penggunanya, keluarga, dan masyarakat, permasalahan napza
juga dianggap akan berdampak terhadap bangsa dan negara,
sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
melakukan  upaya  pencegahan dan  pemberantasan
penyalahgunaan serta peredaran gelap napza (P4GN) secara
komprehensif dan multidimensional dengan keterlibatan
masyarakat secara aktif.

Semangat pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap napza seringkali dilakukan tanpa mempedulikan serta

'Lidya Christin Sinaga, Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba lIlegal Global, 2008.
http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/32-lidya-christin-sinaga

2 http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/10/14/brk,20091014-202488,id.html

3 Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya, Makalah BNN pada
Pelatihan Training dan Trainers dalam Pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja Tahun 2003
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mengabaikan hak asasi manusia yang juga melekat pada
pengguna napza. Semangat pemberantasan napza kadang
diartikan sebagai pemberantasan penggunanya dengan cara
dikriminalkan, dianggap sebagai sampah masyarakat,
dikucilkan dan dianggap sebagai pembawa penyakit sosial dan
medis. Stigmatisasi yang melekat pada pengguna napza ilegal
kerap menjadikan hak-haknya sebagai manusia terabaikan.
Para pengguna napza ilegal yang sebenarnya merupakan
korban atas kegagalan negara mengendalikan produksi dan
peredaran napza kembali menjadi korban dari sistem yang
dibuat oleh negara untuk melancarkan perang terhadap napza,
yaitu pemenjaraan — pemberian sanksi pidana.

Sampai saat ini, belum banyak pihak atau lembaga pemberi
bantuan hukum, hak-hak asasi manusia, dan masyarakat pada
umumnya yang sadar dan peduli terhadap permasalahan yang
dihadapi korban kebijakan negara dalam melakukan upaya
pelarangan dan pemberantasan napza. UU No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) sebagai
pengaturan terbaru narkotika pengganti UU No. 22 tahun 1997
tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika Lama)
dan beberapa hal dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika), dirasakan
tidak memberikan perlindungan dan jaminan hukum serta
kesehatan kepada masyarakat, terutama ketika terlibat pasal-
pasal di dalam UU Narkotika. Oleh karena itu Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
bekerjasama dengan HIV Cooperation Program for Indonesia
(HCPI) dengan melibatkan pihak-pihak yang dinilai memiliki
kemampuan di bidangnya, merumuskan Catatan Kritis dan
Tinjauan Konstitusional terhadap UU Narkotika.



MEMBONGKAR KEBIJAKAN NARKOTIKA

B. Sejarah Diberlakukannya Pengaturan Narkotika di
Indonesia

arkotika telah menjadi komoditas yang diatur jauh

sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1926-1927,
Belanda mencatat maraknya warung-warung candu yang
dikelola oleh orang-orang Cina di tanah air. Atas nilai
ekonomisnya, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan
pengaturan atas keberadaan warung-warung candu dan
penggunaan narkotika yang terbatas pada candu mentah,
candu masak, candu obat, candu resi, jitjing (ampas candu),
morfin, ganja, kokain, melalui Eogonine Staatblat Tahun 1927
No. 278, yang diperbaharui dengan Staatblat No. 635 tahun
1927%,

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik
Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut
produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya
(dangerous drugs) dimana kewenangannya diserahkan kepada
Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette No. 419
tahun 1949). Pada tahun 1970-an permasalahan narkotika di
Indonesia mulai meluas dan meningkat yang diduga turut
dipengaruhi oleh perang Vietnam dan revolusi budaya di
Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 1971 melalui Instruksi
Presiden No. 6 Tahun 1971, Indonesia membentuk badan
koordinasi (antar departemen) untuk semua kegiatan
penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan negara,
yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika,
kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan
terhadap orang-orang asing, yang dikenal dengan nama
BAKOLAK INPRES (Badan Koordinasi dan Pelaksana Instruksi
Presiden Nomor 6/71).

4 Narkotika masalah dan bahayanya, Drs. M. Ridha Sale Maroef, , 1976 Penerbit CV Marga
Djaja Jakarta
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Sebagai bentuk komitmen dalam melakukan pengawasan
terhadap perdagangan gelap narkotika yang bersifat
transnasional, maka Pemerintah Indonesia melakukan
pengesahan terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961
beserta Protokol Amandemennya melalui UU No. 8 tahun
1976. Pada tahun yang sama Pemerintah Indonesia juga
mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
dengan tujuan mengatur cara penyediaan dan penggunaan
narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu
pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi
bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan
dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta
rehabilitasi terhadap pecandu. Penjelasan Pasal 33 UU No. 9
Tahun 1976 tentang Narkotika sudah memberikan aturan
mengenai pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan
narkotika dan usaha penanggulangannya, pada ketentuan ini
pengguna narkotika juga dianggap sebagai korban
penyalahgunaan narkotika.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berperan aktif
dalam pergaulan masyarakat dunia dalam mengambil bagian
dari upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika, pada
27 Maret 1989 di Wina Austria Pemerintah Indonesia turut
menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang
kemudian disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1997. Untuk
mendukung pengesahan dua perjanjiaan internasional
mengenai narkotika dan psikotropika tersebut, Indonesia
membedakan pengaturan tentang psikotropika, yakni melalui
UU No. 5 Tahun 1997, dengan UU No. 22 Tahun 1997 yang
mengatur tentang narkotika.

Melalui UU No. 22 tahun 1997 sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 54, pemerintah memandang penting untuk
membentuk lembaga koordinasi untuk menetapkan kebijakan
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nasional di bidang narkotika dalam hal ketersediaan,
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika. Koordinasi tersebut dilaksanakan
oleh Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang
kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN)
melalui Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 2002.

C. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai UU Narkotika Baru
ermasalahan narkotika selain dianggap dapat merusak
masa depan bangsa juga tidak dapat dipisahkan dengan

permasalahan kesehatan khususnya penyebaran HIV dan

virus darah lainnya. Menyadari permasalahan tersebut, MPR

RI pada sidang umum tahun 2002 melalui ketetapan MPR No.

VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan

Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 merekomendasikan

kepada Presiden bersama DPR, untuk merevisi UU No. 22

Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997.

Upaya melakukan revisi UU No. 22 Tahun 1997
dilaksanakan oleh pemerintah melalui surat Presiden RI No.
R. 75/Pres/9/2005 tertanggal 22 September 2005 perihal RUU
tentang Narkotika. Atas dasar surat presiden tersebut, maka
dilaksanakanlah rapat paripurna pada 30 September 2005.
Pembahasan penanganan RUU Narkotika kemudian dibahas
dalam rapat Badan Musyawarah (BAMUS) ke-1 pada masa
sidang II tahun sidang 2005-2006 tertanggal 27 Otober 2005
dimana Komisi IX DPR-RI yang mengurusi permasalahan
kesehatan dan kesejahteraan rakyat diserahkan untuk
membentuk Panitia Khusus (Pansus RUU Narkotika). Namun
putusan mengenai pansus tersebut baru dihasilkan pada 27
Maret 2007.

Secara umum, pendelegasian rapat paripurna DPR-RI
kepada Komisi IX tersebut merupakan langkah maju bagi
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pemenuhan hak kesehatan pecandu sebagai korban dari
perdagangan  gelap  narkotika. Namun di  dalam
perkembangannya, pembahasan RUU Narkotika mengalami
dualisme pemikiran tentang pengguna narkotika. Di satu sisi,
pembuat undang-undang hendak mengubah pendekatan
penanganan pengguna narkotika di Indonesia dari pendekatan
hukum pidana kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Hal
itu dapat dilihat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 UU
Narkotika, dimana pengguna narkotika dikategorikan sebagai
pecandu, yaitu orang yang menggunakan  atau
menyalahgunakan  narkotika ~ dan  dalam  keadaan
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun
psikis dan berhak wuntuk mendapatkan atau mengakses
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun di sisi lain,
pembuat undang-undang hendak mempertahankan pemikiran
tentang pengguna narkotika sebagai seorang kriminal atau
pelaku tindak kejahatan dengan pencantuman kategori
penyalahguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan
narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Dengan
demikian, setiap pengguna narkotika golongan I dan II yang
mendapatkan narkotika tersebut dari pasar gelap dapat
dipidana dan dipenjarakan. Kedua pemikiran itu di dalam
implementasinya akan mengalami persoalan yang besar
karena sebagian besar pengguna narkotika di Indonesia
menggunakan jenis-jenis narkotika yang dilarang, seperti
heroin, shabu, dan ganja. Padahal secara umum, semua
pengguna narkotika, baik yang mendapatkan narkotika dari
pasar gelap maupun dari fasilitas kesehatan — seperti metadon
— seharusnya berhak untuk mendapatkan atau mengakses
program pemulihan atas kecanduannya. Hak atas pemulihan
kesehatan pengguna narkotika dari kecanduannya itu senada
dengan ketentuan World Health Organization (WHO) yang
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mengkategorikan adiksi (ketagihan/kecanduan) sebagai suatu
penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan.
Permasalahan lainnya adalah penggolongan narkotika, dimana
dalam RUU Narkotika diusulkan memasukkan semua jenis
psikotropika golongan I dan II yang tercantum di dalam UU
Psikotropika sebagai narkotika.

Persoalan tarik menarik antara pendekatan kriminal dan
pendekatan  kesehatan =~ masyarakat dalam  melihat
permasalahan narkotika di Indonsia, menimbulkan sulitnya
revisi UU Narkotika Lama. Pada akhir masa kerja DPR RI
periode 2004-2009, DPR baru menyelesaikan pembahasan
RUU Narkotika yang kemudian disahkan oleh Presiden RI
pada 12 Oktober 2009 karena Pemerintah menilai UU No.
22/1997 tentang narkotika sudah tidak relevan lagi untuk
diterapkan guna menghadapi perkembangan peredaran
narkotika ilegal di Indonesia. Sebagai dasar perubahan UU
Narkotika Lama, pemerintah Indonesia mencantumkan empat
tujuan yang hendak dicapai pada UU Narkotika, yaitu: (1)
menjamin  ketersediaan narkotika untuk kepentingan
pelayanan  kesehatan  dan/atau  pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan
menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan
narkotika; (3) memberantas peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika; dan (4) menjamin pengaturan upaya
rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu
narkotika, sebagaimana dinyatakan secara tegas pada Pasal 4
UU Narkotika. Kondisi tersebut yang kemudian membuat
pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah undang-undang
tentang narkotika yang baru, yaitu UU bernomor 35/2009,
pada akhir masa kerja DPR-RI periode 2004-2009, tepatnya
pada 12 Oktober 2009.
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D. Perbedaan UU No. 35 Tahun 2009 dengan UU Narkotika

Sebelumnya

erbeda dengan UU Narkotika Lama, pada UU No. 35
Tahun 2009 (UU Narkotika) dalam ketentuan umumnya
memberikan beberapa pengertian baru yang tidak dimiliki
oleh UU Narkotika Lama, hal tersebut dapat dilihat dalam

tabel berikut:

Kategori

UU Narkotika
Lama

UU Narkotika

Prekursor
Narkotika

Tidak diatur

Zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat
digunakan dalam pembuatan
narkotika yang dibedakan
dalam tabel sebagaimana
terlampir dalam Undang-
Undang ini. (Pasal 1 angka 2)

Korban
Penyalahgunaan
Narkotika

Tidak diatur

“Korban Penyalahgunaan
Narkotika” adalah seseorang
yang tidak sengaja
menggunakan narkotika karena
dibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa, dan/atau diancam
untuk menggunakan narkotika.
(Penjelasan Pasal 54)

Jangka Waktu
Rehabilitasi

Tidak diatur

Pecandu Narkotika yang telah
cukup umur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(2) yang sedang menjalani
rehabilitasi medis 2 (dua) kali
masa perawatan dokter di
rumah sakit dan/atau lembaga
rehabilitasi medis yang
ditunjuk oleh pemerintah tidak
dituntut pidana.

Penambahan
Jenis Narkotika

UU Narkotika Lama
tidak memasukan
Golongan |

Lampiran mengenai jenis
Psikotropika Golongan | dan
Golongan Il sebagaimana
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danGolongan Il tercantum dalam Lampiran
Psikotropika ke Undang-Undang Nomor 5
dalamnya Tahun 1997 tentang

Psikotropika

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3671) yang telah
dipindahkan menjadi Narkotika
Golongan | menurut Undang-
Undang ini. (Pasal 153 huruf b)

Kewenangan Tidak diatur Dalam melakukan penyidikan,
Interdiksi BNN berwenang melakukan
interdiksi terhadap peredaran
gelap narkotika dan prekursor
narkotika di seluruh wilayah
juridiksi nasional; dalam
penjelasannya, interdiksi
adalah mengejar dan/atau
menghentikan seseorang/
kelompok orang, kapal,
pesawat terbang, atau
kendaraan yang diduga
membawa narkotika dan
prekursor narkotika untuk
ditangkap tersangkanya dan
disita barang buktinya. (Pasal
75 huruf h)

Selain penambahan beberapa ketentuan di atas, dalam UU
Narkotika juga terdapat berbagai perubahan dan/atau
penambahan, yang secara umum dan relevan dengan
pembahasan dalam bab-bab berikutnya dalam tulisan ini,
yaitu:

10
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Kategori

UU Narkotika Lama

UU Narkotika

Tujuan Berdasarkan Pasal 3 | Undang-Undang tentang
Pengaturan Pengaturan  narkotika | Narkotika bertujuan:
Narkotika bertujuan untuk: 1. Menjamin

1. Menjamin ketersediaan
ketersediaan narkotika untuk
narkotika untuk kepentingan
kepentingan pelayanan kesehatan
pelayanan dan/atau
kesehatan pengembangan ilmu
dan/atau pengetahuan dan
pengembangan teknologi;
ilmu pengetahuan; | 2. Mencegah,

2. Mencegah melindungi, dan
terjadinya penya- menyelamatkan
lahgunaan bangsa Indonesia
narkotika; dan dari penyalahgunaan

3.  Memberantas narkotika;
peredaran  gelap | 3. Memberantas
narkotika. peredaran gelap

narkotika dan
prekursor narkotika;
dan
4. Menjamin
pengaturan upaya
rehabilitasi medis
dan sosial bagi
penyalahguna dan
pecandu narkotika.
Pecandu Pecandu adalah orang Pecandu Narkotika adalah
Narkotika yang menggunakan, orang yang menggunakan

menyalahgunakan
narkotika dan dalam
keadaan
ketergantungan pada
narkotika, baik secara
fisik maupun psikis.
(Pasal 1 angka 12)

atau menyalahgunakan
narkotika dan dalam
keadaan ketergantungan
pada narkotika, baik
secara fisik maupun psikis.
(Pasal 1 angka 13)

11
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Penyalahguna Penyalahguna adalah
orang yang
menggunakan
narkotika tanpa
sepengetahuan dan
pengawasan dokter.
(Pasal 1 angka 14)

Penyalahguna adalah
orang yang menggunakan
narkotika tanpa hak atau
melawan hokum. (Pasal 1
angka 15)

Ketergantungan Ketergantungan

Narkotika Narkotika adalah gejala
dorongan untuk
menggunakan

narkotika secara terus
menerus, toleransi dan
gejala putus narkotika
apabila penggunaan
dihentikan. (Pasal 1

Ketergantungan Narkotika
adalah kondisi yang
ditandai oleh dorongan
untuk menggunakan
narkotika secara terus-
menerus dengan takaran
yang meningkat agar
menghasilkan efek yang
sama dan apabila

angka 13) penggunaannya dikurangi
dan/atau dihentikan
secara tiba-tiba,
menimbulkan gejala fisik
dan psikis yang khas.
(Pasal 1 angka 14)
Kejahatan Barang siapa tanpa hak | Kejahatan Terorganisasi
Terorganisir / dan melawan hukum adalah kejahatan yang
Terorganisasi mengimpor, dilakukan oleh suatu
mengekspor, kelompok yang terstruktur

menawarkan untuk
dijual, menyalurkan,
menjual, membeli,
menyerahkan,
menerima, menjadi
perantara dalam jual
beli, alat menukar
narkotika Golongan |,
dilakukan secara
terorganisasi, dipidana
dengan pidana mati,
atau pidana penjara
seumur hidup, atau
pidana penjara paling

yang terdiri atas 3 (tiga)
orang atau lebih yang
telah ada untuk suatu
waktu tertentu dan
bertindak bersama
dengan tujuan melakukan
suatu tindak pidana
Narkotika. (Pasal 1 angka
20) Penambahan 1/3
(sepertiga) dari sanksi
pidana yang ditentukan.
(Pasal 132 ayat (2))
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singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp.
500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp.
3.000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah).

Pemufakatan Permufakatan Jahat Permufakatan Jahat
Jahat adalah perbuatan dua adalah perbuatan dua
orang atau lebih orang atau lebih yang
dengan maksud bersekongkol atau
bersepakat untuk bersepakat untuk
melakukan tindak melakukan, melaksanakan,
pidana narkotika (Pasal | membantu, turut serta
1 angka 17) melakukan, menyuruh,
menganjurkan,
memfasilitasi, memberi
konsultasi, menjadi
anggota suatu organisasi
kejahatan narkotika, atau
mengorganisasikan suatu
tindak pidana narkotika.
(Pasal 1 angka 18)
Pengadaan Menteri Kesehatan Menteri menjamin
Narkotika mengupayakan ketersediaan narkotika
tersedianya narkotika untuk kepentingan
untuk kepentingan pelayanan kesehatan
pelayanan kesehatan dan/atau untuk
dan/atau untuk pengembangan ilmu
pengembangan ilmu pengetahuan dan
pengetahuan. (Pasal 6 teknologi. (Pasal 9 ayat (1))
ayat (1))
Kewajiban Orang tua atau wali dari | Pecandu Narkotika atau
Pelaporan pecandu narkotika yang | Orang tua atau Wali dari

belum cukup umur
wajib melaporkannya
kepada pejabat yang
ditunjuk oleh

Pecandu Narkotika yang
belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pusat
kesehatan masyarakat,

13
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Pemerintah untuk
mendapatkan
pengobatan dan/ atau
perawatan. (Pasal 46
ayat (1))

rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi
medis dan rehabilitasi
sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk
mendapatkan
pengobatan dan/atau
perawatan melalui
rehabilitasi medis dan
rehabilitasi social. (Pasal
55 ayat (1))

Pencegahan dan Pemerintah Dalam rangka
Pemberantasan membentuk sebuah pencegahan dan
badan koordinasi pemberantasan
narkotika tingkat penyalahgunaan dan
nasional yang peredaran gelap narkotika
bertanggung jawab dan prekursor narkotika,
langsung kepada dengan Undang-Undang
Presiden. (Pasal 54) ini dibentuk Badan
Narkotika Nasional, yang
selanjutnya disingkat BNN.
(BAB Xl tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan)
Penyidikan Selain Penyidik Pejabat | Penyidik Kepolisian

Polisi Negara Republik
Indonesia sebagaimana
ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana,
kepada Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di
lingkungan
Departemen yang
lingkup tugas dan
tanggung jawabnya
meliputi masalah
narkotika dapat

Negara Republik
Indonesia dan Penyidik
BNN berwenang
melakukan penyidikan
terhadap penyalahgunaan
dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor
narkotika berdasarkan
Undang-Undang ini (Pasal
81) dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil tertentu
sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang
tentang Hukum Acara
Pidana berwenang
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diberikan wewenang melakukan penyidikan
khusus sebagai penyidik | terhadap tindak pidana
tindak pidana narkotika. | narkotika dan prekursor
(Pasal 65 ayat (1)) narkotika.

Khusus tentang ketentuan pidana, UU Narkotika lebih
bersifat punitif dan menekankan pada pemberatan hukuman
pidana dan denda. Pasal 137 UU Narkotika juga secara khusus
memidana setiap orang yang menempatkan, membayarkan,
atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyem-
bunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan,
menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang,
harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak
maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang
berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana
prekursor narkotika. Berdasarkan Pasal 153 UU Narkotika,
ancaman hukuman pidana juga tidak terbatas pada warga
negara tetapi juga dapat dikenakan bagi kepala kejaksaan
negeri dan petugas laboratorium yang secara melawan hukum
tidak melaksanakan tugasnya secara benar. Pada ketentuan
peralihan, UU Narkotika memasukkan beberapa golongan I
dan golongan II dari jenis psikotropika yang diatur dalam UU
Psikotropika menjadi golongan I Narkotika.

E. Tujuan Penulisan

ermasalahan narkotika sebenarnya adalah permasalahan

lama tetapi kurang mendapat perhatiaan khususnya dari
pihak-pihak yang melakukan advokasi terhadap pembaharuan
hukum dan hak asasi manusia. Secara umum masyarakat
masih melihat permasalahan narkotika sebagai penyakit sosial
yang harus diberantas tidak hanya pada zatnya melainkan juga
pada pihak-pihak yang terlibat termasuk pengguna narkotika.
Sehingga menjadi hal yang wajar bila sebagian masyarakat
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berpendapat pengguna narkotika harus dijauhi dan
dihukum/dipidana.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika, terjadi bukan
karena keinginan manusia yang selalu ingin mencoba hal-hal
baru dengan tujuan mencari kebahagiaan, tetapi secara
sistematis permasalahan terjadi karena negara sangat percaya
bahwa kebijakan pelarangan dan pemberantasan dapat
meniadakan peredaran dan konsumsi narkotika atas ancaman
hukuman pidananya. Padahal penerapan kebijakan ini, di
manapun di seluruh dunia, justru melepaskan kendali negara
atas produksi dan peredaran napza ke sendi-sendi pasar gelap
yang dikuasai oleh sindikat kejahatan terorganisir, dimana
demi keuntungan yang sebesar-besarnya komoditas ini
kemudian diedarkan dimana saja, dan dapat diperoleh siapa
saja tanpa kendali.

Proses penghentian perdagangan gelap narkotika dengan
cara menghentikan permintaan melalui pemidanaan pengguna
narkotika bukanlah merupakan cara yang tepat. Pengguna
narkotika tetap mempunyai hak untuk dapat pulih dan
mendapat perlindungan akibat dan/atau dari peredaran gelap
narkotika dengan upaya kesehatan/pemulihan yang wajib
disediakan negara dan bukan sebagai orang yang melakukan
kejahatan yang harus dihukum/dipidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menjadi penting melakukan
kajian dan membuat catatan kritis dan tinjauan konstitusional
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan
korban perdagangan gelap narkotika serta upaya-upaya
pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika.
Diharapkan kertas posisi ini dapat dipergunakan bagi pihak-
pihak yang akan melakukan advokasi kebijakan napza. Selain
itu, bahan kajian dan catatan kritis ini dapat dipergunakan
sebagai bahan bacaan yang relatif dapat memberi manfaat bagi
masyarakat yang ingin memahami permasalahan narkotika
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dari sudut pandang kepastian hukum dan hak-hak manusia
yang juga melekat pada korban napza.

F. Ruang Lingkup Pembahasan
ntuk lebih memfokuskan tinjauan terhadap UU
Narkotika, tim pengkaji akan membagi tulisan ini
menjadi empat bagian, yaitu: (1) permasalahan korban dan
lembaga pelaporan; (2) permasalahan politik penggolongan zat
narkotika; (3) permasalahan hukum pidana dan acara pidana;
serta (4) tinjauan konstitusional UU Narkotika.

G. Metode Penulisan

Tulisan (kertas posisi) ini merupakan deskripsi dari
pelbagai kajian dan literature review/ penelusuran

terhadap berbagai dokumen dan teori-teori terkait. Pelbagai

bahan dan hasil literature review kemudian didalami melalui

diskusi terfokus dan diskusi terbatas dengan pelbagai pihak

yang berkompeten.

PBHI bersama HCPI membentuk tim penyusun yang terdiri
dari orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang hukum,
hak asasi manusia (HAM) dan menguasai permasalahan
narkotika. Tim penyusun kemudian melakukan diskusi
terbatas dan terfokus dengan mengundang dan melibatkan
para nara sumber yang memiliki keahliaan di bidang hukum,
narkotika, para aktivis yang melakukan pendampingan
terhadap pengguna narkotika dan pemangku kepentingan
terhadap UU Narkotika. Tim juga melakukan serangkaian
lokakarya untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari
masyarakat luas dan para pemerhati.
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Bab Il
Masalah Korban dan
Lembaga Pelaporan

A. Pengantar
Dalam berbagai kesempatan curah pendapat mengenai
aspek hukum korban narkotika, ditemukan beberapa
masalah krusial terkait yang sebelumnya tidak terdapat di
dalam UU Narkotika Lama, yakni (1) mengenai rehabilitasi
dan wajib lapor, (2) aspek kesehatan dalam pendekatan
pengurangan dampak buruk, dan (3) penamaan terhadap
korban pengguna narkotika.

Sebetulnya beberapa atensi terhadap korban peredaran
gelap (pengguna narkotika) berusaha diwujudkan di dalam UU
Narkotika Lama. Di dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan
adanya kewajiban bagi pecandu untuk menjalani pengobatan
dan perawatan dan juga jaminan bahwa seorang pengguna
dapat memiliki, menyimpan atau membawa narkotika untuk
kepentingan pengobatan dan perawatan. Ada pula ketentuan
yang menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan atau
menetapkan seorang pecandu untuk menjalani pengobatan
atau perawatan namun dalam prakteknya beberapa ketentuan
ini secara maksimal tidak dilaksanakan.’

> Dalam prakteknya sangat jarang hakim memutuskan seorang pecandu untuk menjalani
pengobatan atau perawatan. Hakim lebih memilih untuk menerapkan ketentuan pidana
yang juga terdapat di dalam UU tersebut. Atas hal tersebut Mahkamah Agung kemudian
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Terkait  peristilahan = atau = penamaan  terhadap
pemakai/pengguna, baik UU Narkotika maupun UU Narkotika
Lama menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan
orang yang menggunakan atau memakai narkotika. Istilah-
istilah  tersebut yakni: Pecandu, yaitu orang yang
menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam
keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik
maupun psikis. Penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan
narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
Sedangkan di dalam Bab IX UU Narkotika tentang Pengobatan
dan  Rehabilitasi menyebutkan: Untuk kepentingan
pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat
memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam
jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada Pasien sesuai
dengan ketentuan ~ peraturan  perundang-undangan..
Dinyatakan juga dalam UU Narkotika Lama bahwa Pecandu
Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
Sementara di Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan Pecandu
Narkotika dan “Korban Penyalaghunaan Narkotika” wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terdapat
setidaknya empat istilah untuk menunjuk orang yang
memakai narkotika yaitu: Pecandu, Pasien, Penyalahguna, dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika. Keberagaman istilah ini
menimbulkan ketidakjelasan baik dalam rumusan ketentuan-

memberikan respon positif dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 7 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti
Terapi dan Rehabilitasi. Di dalam SEMA tersebut MA mengakui kenyataan bahwa
pemakai narkotika adalah orang yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan.
Banyak pihak menganggap SEMA tersebut merupakan langkah awal yang cukup positif
dalam kaitannya dengan reformasi kebijakan narkotika di Indonesia.
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ketentuan yang lain dalam UU ini dan dalam
pelaksanaannya®.

Hal-hal di atas secara umum masih menjadi masalah
potensial jika kita lihat dalam perumusannya dalam UU
Narkotika. Penggunaan istilah yang beragam untuk suatu
subyek pengguna narkotika juga masih sama dalam beberapa
pasal termasuk implikasi bagi mekanisme pelaporan dan
tindakan rehabilitasi dan dampak pidananya serta minimnya
pengaturan mengenai kebijakan. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU
Narkotika dinyatakan Hakim yang memeriksa perkara
pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan,
apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika; atau menetapkan untuk
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Untuk
lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah ini.

B. Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika

Dalam UU Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang
yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik

secara fisik maupun psikis’. Sedangkan Ketergantungan

5 Di dalam Pasal 45 disebutkan yang wajib menjalani pengobatan adalah Pecandu,
sedangkan istilah Pecandu tidak digunakan di dalam pasal 44 yang merupakan pasal
yang penting dalam memberikan perlindungan bagi pemakai narkotika untuk dapat
memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan. Di
dalam pasal 44 tersebut yang digunakan adalah istilah Pengguna yang justru tidak
ditemukan dan tidak diberikan penjelasan di dalam Ketentuan Umum.

7 dr. Al Bachri Husin mengemukakan pendapatnya terkait dengan istilah bagi pemakai
narkotika yaitu bahwa Pecandu (addiction, adiksi) napza adalah bukan istilah
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Narkotika definisididefinisikan sebagai kondisi yang ditandai
oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-
menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan
efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi
dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik
dan psikis yang khas. Sedangkan Penyalahguna® adalah orang
yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan
Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan
narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau
diancam untuk menggunakan narkotika.

Pengertian/definisi definisi dalam UU Narkotika ini hampir
sama dengan pengaturan UU narkotika sebelumnya dimana
akan berpotensi mendeferensiasi antara Pecandu dengan
Penyalahguna narkotika atau Korban Penyalahgunaan
Narkotika. Ketentuan pidana bagi Pecandu dan Penyalahguna
seharusnya berbeda sekalipun dalam prakteknya kedua
subyek ini adalah sama; karena sangat sulit membedakan
siapa Penyalahguna atau Korban Penyalahgunaan Narkotika
yang melanggar hukum dan siapa yang tidak, seperti
dirumuskan dalam kedua UU Narkotika tersebut.

kedokteran dan tidak pernah disebutkan sebagai salah satu diagnosis. Lebih lanjut
beliau menyarankan untuk memakai istilah adiksi sebagai kata untuk menunjukkan
orang yang kecanduan. Adiksi itu sendiri hendaknya dipahami sebagai orang yang
mengalami ketergantungan narkotika dan pemakaian narkotika yang berlebihan,
Penanganan Pengguna dan Pecandu Napza dalam Kaitannya dengan Undang-Undang
Narkotika RI, disampaikan dalam Expert Meeting ICDPR, Maret 2009.

8 Dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai pemakaian yang tidak semestinya, sehingga
penyalahgunaan obat dalam bahasa Inggris disebut sebagai drug abuse. Umumnya
drug abuse ada dua macam, yakni misuse, yaitu mempergunakan obat yang tidak sesuai
dengan fungsinya; dan overuse, yaitu penggunaan obat yang tidak sesuai dengan
aturan atau berlebihan dalam dosis.
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Keberagaman istilah ini juga menimbulkan ketidakjelasan baik
dalam rumusan ketentuan-ketentuan yang lain dalam UU ini
dan dalam pelaksanaannya, serta melahirkan realita yang
berkembang di masyarakat yakni, baik pecandu maupun
penyalahguna, sering mendapat sanksi sosial dan mengalami
stigma dan diskriminasi.

C. Rehabilitasi dan Pelaporan

da 3 jenis tempat rehabilitasi yang ditawarkan oleh UU

Narkotika yakni rehabilitasi medis di rumah sakit dan
rehabilitasi sosial termasuk lembaga rehabilitasi tertentu
(instansi pemerintah atau masyarakat) dengan pendekatan
keagamaan dan tradisional. Pasal 1 angka 16 UU Narkotika
menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan dalam
Pasal 1 angka 17 UU Narkotika menyatakan bahwa
Rehabilitasi Sosial diartikan sebagai suatu proses kegiatan
pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial,
agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di
rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau di lembaga
rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah atau di lembaga masyarakat yang dapat
melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika. Lembaga
masyarakat yang dapat melakukan rehabilitasi medis haruslah
memenuhi prasyarat dan persetujuan dari Menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis,
penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh
instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan
keagamaan dan tradisional yang tata caranya akan diatur
dengan peraturan Menteri. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi
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bekas pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi
pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengaturan rehabilitasi
sosial ini nantinya akan diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

UU Narkotika juga mengatur ulang mengenai wajib lapor.
Adanya lembaga wajib lapor diharapkan bisa menjadi pintu
gerbang proses rehabilitasi nasional. Dengan adanya lembaga
ini, sistem pendataan pecandu bisa dilakukan lebih intensif
dan menyeluruh. Lembaga-lembaga rehabilitasi pecandu milik
lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan lembaga
milik swasta lainnya bisa diintegrasikan. Inilah sebabnya
mekanisme wajib lapor dirumuskan dalam UU ini.

UU ini mengatur bahwa orang tua, atau wali pecandu
narkotika dan penyalahguna narkotika di bawah umur wajib
lapor untuk memperoleh pengobatan atau perawatan.
Demikian pula pecandu narkotika yang sudah cukup umur
wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya
kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial. Seperti yang diatur dalam UU Narkotika Bagian Kedua,
Bab IX tentang Rehabilitasi, dikatakan bahwa pecandu
narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada Pasal 55 ayat (1) UU Narkotika menyatakan orang tua
atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan “belum
cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang
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belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sedangkan bagi
pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan
diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa untuk membantu
pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya
penyalahgunaan narkotika, khususnya wuntuk pecandu
narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali,
masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan
dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Namun peran serta
dari orang tua maupun keluarga pecandu ini, di satu sisi
diberikan kewajiban hukum yang cukup berat. Bagi orang tua
atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja
tidak melapor, diancam dengan pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pelaporan ini akan dikompensasi dengan dilepaskannya
tuntutan pidana bagi pecandu yang bersangkutan. UU
Narkotika menyatakan, bagi pecandu narkotika yang belum
cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya
tidak dituntut pidana. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang
telah cukup umur, (telah berumur 18 tahun) yang telah
melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh orang tuanya tidak
akan dituntut pidana. Dengan syarat sedang menjalani
rehabilitasi medis maksimal 2 (dua) kali masa perawatan
dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis
yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ketentuan wajib lapor yang dihubungkan dengan lepasnya
tuntutan pidana dalam prateknya akan membingungkan dan
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berpotensi untuk membuka celah diskresi yang berlebihan.
Beberapa catatan terhadap masalah ini yakni:

Pertama, persyaratan maksimal dua kali perawatan ini
menjadi krusial karena menjadi ambang batas tidak
dituntutnya para pengguna narkotika. Artinya bagi pecandu
narkotika yang telah cukup umur, yang sudah menjalani
rehabilitasi medis lebih dari 2 (dua) kali masa perawatan
dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis
yang ditunjuk oleh pemerintah, menjadi terbuka atau
berpotensi untuk dituntut pidana bila melaporkan dirinya. Hal
ini mengakibatkan para pecandu narkotika tidak memiliki
alternatif selain menerima tuntutan hukum. Seharusnya
mekanisme  tersebut dilengkapi dengan  mekanisme
pengawasan. Sebagai perbandingan di Singapura misalnya
pecandu harus berada dalam institusi rehabilitasi sampai
enam bulan, ditambah masa pengawasan selama dua tahun.
Selama masa pengawasan, pecandu wajib lapor dua hari
selama satu bulan pertama. Sesudahnya, pecandu dikenai
wajib lapor setiap pekan selama dua tahun. Selama masa
pengawasan, pecandu tidak boleh pindah tempat tinggal,
apalagi melarikan diri. Apabila itu dilakukan, maka ia
dianggap melakukan kejahatan.

Kedua, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis
sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar kesehatan
yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan ini membuka celah
yang menyulitkan bagi para pecandu narkotika karena pada
saat berlakunya UU Narkotika ini tidak seluruh peraturan
yang dimandatkan telah tersedia dan ini akan menjadi celah
yang berpotensi bagi penyalahgunaan UU Narkotika. Bisa saja
wajib lapor untuk tujuan pengobatan dan perawatan justru
berubah menjadi pelaporan untuk pemidanaan, apalagi dalam
hal beberapa prasyarat yang dimandatkan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) maupun hal-hal terkait dengan keputusan
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menteri ternyata belum berjalan sesuai rencana. Hal ini yang
menunjukkan standar ganda, bahwa pembuat UU yang
bersikap mendua, dalam kondisi tertentu pecandu diposisikan
sebagai korban sekaligus pelaku, padahal dalam masukan di
sidang Forum Dunia Menentang Narkotika yang berlangsung
di Stockholm Swedia, telah ditegaskan bahwa pecandu itu
korban dan bukan pelaku.

Ketiga, pengancaman dengan sanksi pidana pada ketentuan
ini dirasakan tidak sesuai dengan tujuan dari wajib lapor itu
sendiri. Walaupun di dalam penjelasan terhadap pasal ini
dinyatakan bahwa tujuan memberikan ancaman pidana
adalah untuk memotivasi masyarakat (orang-orang terdekat
dari pecandu) untuk membawa pecandu mendapatkan
pengobatan sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat,
namun akan menjadi sesuatu yang tidak adil apabila tanggung
jawab untuk melaksanakan kewajiban pecandu untuk
menjalani pengobatan, dialihkan kepada orang lain dalam hal
ini orang tua atau keluarganya, yang mana sebagai akibatnya
orang tua atau keluarga tersebut harus menjalani hukuman
pidana. Alasan yang lain adalah dengan melihat dari sifat dan
tujuan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana hendaknya
diterapkan sebagai "ultimum remedium” atau upaya terakhir
dalam mengatasi atau menghukum sebuah perbuatan. Hukum
pidana (yang berujung/ancamannya adalah perampasan
kemerdekaan) hendaknya diterapkan ketika suatu perbuatan
telah dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan ketika
tidak ada upaya lain yang dianggap efektif untuk mengatasi
perbuatan dimaksud. Hal ini didasari oleh fakta bahwa bentuk
sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dan
denda mampu menimbulkan efek yang cukup signifikan bagi
kehidupan orang yang dijatuhi sanksi pidana. Sehingga
hendaknya pengancaman sanksi pidana harus proporsional
dengan perbuatan yang diatur. Hal tersebut senada dengan

26



BAB Il » MASALAH KORBAN DAN LEMBAGA PELAPORAN

sifat dasar UU Narkotika sebagai UU Administratif,
sebagaimana  judulnya  tentang  Narkotika, = bukan
undangUndang-undang Pidana Narkotika namun di sisi lain
UU Narkotika memberikan sanksi pidana yang berat.

Keempat, pengancaman sanksi pidana kurungan dan denda
terhadap pelanggaran kewajiban untuk melapor yang
dilakukan oleh orang tua atau keluarga pecandu dapat
dikatakan tidak proporsional dan hendaknya digunakan cara
lain untuk memotivasi peran serta orang tua dan keluarga. Sisi
lain yang juga harus dipertimbangkan adalah akibat konkrit
dari pemidanaan orang-orang terdekat pecandu. Dapat
dibayangkan akibat yang mungkin terjadi apabila orang tua
dari pecandu yang masih anak-anak harus menjalani pidana
kurungan, sedangkan si anak tersebut dapat dipastikan
membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang tuanya di
saat dia harus berjuang melawan ketergantungannya. Hal-hal
yang bersifat konkrit dan humanis seperti ini hendaknya
dijadikan pertimbangan dalam melakukan revisi terhadap
pasal ini.

Kelima, ketentuan pidana bagi pengguna narkotika dengan
di sisi lain mewajibkan untuk melaporkan diri merupakan
pelanggaran atas asas non-self incrimination yang dianut
dalam ilmu hukum pidana. Hak untuk tidak menjerumuskan
diri sendiri melarang negara atau pemerintah untuk memaksa
orang untuk memberikan  kesaksian yang  dapat
menjerumuskan dirinya di dalam suatu kasus tindak pidana.
Hak ini membolehkan seorang tersangka untuk menolak
memberikan keterangan/kesaksisan dalam proses pidana dan
“hak istimewa” untuk tidak menjawab pertanyaan resmi yang
diajukan kepadanya di dalam proses hukum lain, baik perdata
maupun pidana, resmi ataupun tidak resmi dimana
jawabannya dapat menjerumuskan ke dalam proses pidana di
masa mendatang. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat
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hak tersebut dimuat dalam the Fifth Amandement to the US
Constitution, di Kanada dijamin dalam Charter of Right and
Freedom, di Inggris diatur dalam ketentuan tentang The right
Right to Silence dalam The Criminal Justice and Public Order
Act 1994, sedangkan di Indonesia hak tersebut tidak secara
eksplisit dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan,
namun dapat ditarik dari ketentuan pasal 66 KUHAP yang
menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani
kewajiban pembuktian®.

D. Minimnya Dukungan terhadap Harm Reduction

aat ini dunia telah mengenal apa yang disebut pendekatan

harm reduction (HR) atau pengurangan dampak buruk
pemakaian narkotika. Melalui pendekatan HR yang
diantaranya menerapkan beberapa metode seperti terapi
substitusi napza dan layanan alat suntik steril diharapkan
akan mampu mencegah penyebaran penyakit menular seperti
HIV & AIDS yang disebabkan oleh pemakaian peralatan suntik
secara bergantian. Prinsip yang mendasari pendekatan yang
dipandang sebagai cara yang efektif dalam mengurangi
dampak buruk pemakaian narkotika ini terdapat dalam
Declaration on The Guiding Principles of Drug Demand
Reduction, yang diadopsi oleh UN General Assembly Special
Session (UNGASS) melalui Resolusi S20/4, yang menyebutkan
bahwa kebijakan narkotika baik pada tingkat nasional maupun
internasional harus bertujuan tidak hanya mencegah
pemakaian narkotika tetapi juga pengurangan dampak buruk
dari pemakaian narkotika. Selanjutnya Decision 74/10,
Flexibility of Treaty Provisions as Regards Harm Reduction
Approaches yang dikeluarkan oleh UN International Narcotics

9 Laporan Prof. DR. Budi Sampurno dalam Lokakarya Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi
Pecandu yang diselenggarakan oleh BNN, Desember 2008, hal. 15
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Control Board menegaskan pentingnya sejumlah aspek HR
sebagai strategi tersier pencegahan untuk tujuan-tujuan
pengurangan permintaan.

Saat ini Indonesia telah memiliki serangkaian kebijakan
mengenai untuk pendekatan HR'™. Namun sayangnya,
kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan secara optimal
karena beberapa hal, antara lain adalah tindakan aparat
kepolisian yang masih melakukan penangkapan terhadap
kelompok-kelompok pendamping yang memberikan layanan
alat suntik steril kepada pemakai narkotika suntik''. Oleh
karena itu, menjadi hal yang penting untuk mengatur dan
menegaskan pengadopsian pendekatan HR untuk menjadi
salah satu norma di dalam UU Narkotika agar menjadi
legitimasi peran serta masyarakat untuk mengurangi dampak
buruk penggunaan narkotika. Paling tidak perkembangan satu-
satunya dalam hal pendekatan HR terdapat pada Pasal 56 ayat
(2) UU Narkotika yang menyatakan bahwa: Lembaga
rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi
medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan
Menteri. Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah”
misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah
Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi
medis bagi pecandu narkotika dengan cara suntik dapat
diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan HIV
serta virus darah lainnya dengan pengawasan ketat
Kementerian Kesehatan. Namun ketentuan inipun tidak

19 Salah satunya adalah Per Menko Kesra No. 2 Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional
Penanggulangan HIV/AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Pemakaian Napza
Suntik.

" Asmin Fransiska, Hak Asasi Manusia dan Hak Atas Kesehatan di Indonesia (Kasus HIV/AIDS
di Indonesia), 2009.
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optimal karena syarat persetujuan Menteri ini dalam
prakteknya berpotensi menyulitkan inisiatif-inisiatif dari
kelompok yang bekerja untuk pendekatan HR.

30



Bab Il
Masalah Politik Penggolongan

Zat Narkotika

A. Pengantar
Persoalan lain yang terdapat dalam UU Narkotika adalah
penggolongan narkotika, dimana semua jenis psikotropika
golongan I dan II yang tercantum di dalam UU Psikotropika
dikategorisasi sebagai narkotika di dalam UU Narkotika. Pasal
153 point b UU Narkotika menyatakan bahwa semenjak
diberlakukan, maka jenis psikotropika golongan I dan
golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-
Undang ini. Padahal secara harfiah, definisi narkotika dan
psikotropika itu berbeda dan tidak dapat dipersamakan satu
dengan yang lainnya.

Narkotika adalah sebuah zat, berasal dari opium, yang
mengurangi rasa sakit, memudahkan tidur, dan dapat
mengubah suasana hati atau perilaku. Kata ini berasal dari
Bahasa Yunani “narkotikos” yang berarti mengebalkan atau
mematirasakan, dan pada awalnya mengacu pada sejumlah zat
yang menyebabkan tidur (keadaan seperti ini disebut
narcosis). Kemudian istilah ini mengacu pada opiat atau
opioid, yang disebut analgesik narkotik.
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Dalam istilah hukum, kata narkotika sering kali digunakan
secara tidak tepat untuk menggambarkan bahan berbahaya
dan ilegal, tanpa mengindahkan farmakologinya. Misalnya,
legislasi pengawasan narkotik di Kanada, AS, dan termasuk
Indonesia menggolongkan kokain dan ganja sebagai
narkotika'* , walaupun secara kimia zat-zat tersebut bukanlah
narkotika'?.

Karena istilah ini telah terlanjur digunakan secara meluas,
tidak tepat, atau secara negatif di luar konteks medis,
kebanyakan profesional di bidang medis lebih memilih untuk
menggunakan kata opioid, sebuah istilah yang lebih spesifik
dan tepat, yang mengacu pada semua zat alami, semi sintetis,
dan sintetis yang beraksi secara farmakologis seperti morfin,
komponen aktif utama dari opium poppy alami.

Di dalam UU Narkotika Lama maupun UU Narkotika,
narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi
sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.'* Jenis-
jenis narkotika yang populer sebagaimana ditentukan oleh UN
Single Convention on Narcotic Drugs (1961) yang diratifikasi
Indonesia melalui UU No. 8 tahun 1976 tentang Pengesahan
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang
Mengubahnya adalah ganja (cannabis), koka, dan opium.
Secara khusus, Konvensi Tunggal 1961 sebagaimana diadopsi
oleh UU No. 22 tahun 1997 membagi jenis-jenis narkotika

12Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Lampiran: Golongan |
13 Single Convention on Narcotic Drugs, Article 1: Definitions. United Nations, 1961

4 Pasal 1 angka 1 UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang tetap dipertahankan dan
pasal 1 point 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
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kedalam empat golongan, yaitu narkotika golongan I, golongan
II, golongan III, dan golongan IV.

Tabel 1. Narkotika Golongan |

Narcotic Name

Acetorphine

Acetyl-alpha-methylfentanyl

Acetylmethadol

Alfentanil

Allylprodine

Alphacetylmethadol

Alphameprodine

Alphamethadol

Alpha-methylfentanyl

Alpha-methylthiofentanyl

Alphaprodine

Anileridine

Chemical Name
3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-
hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
endoetheno-oripavine
N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-
piperidyllacetanilide
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-
diphenylheptane
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-
tetrazol-1-yl)ethyl]-4-
(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine
Alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-
4,4-diphenylheptane
Alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine
Alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-
3-heptanol
N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-
piperidyllpropionanilide
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyllpropionanilide
Alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine
1-para-aminophenethyl-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid

33



MEMBONGKAR KEBIJAKAN NARKOTIKA

Benzethidine

Benzylmorphine

Betacetylmethadol

Beta-hydroxyfentanyl

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl

Betameprodine

Betamethadol

Betaprodine

Bezitramide

Cannabis and Cannabis resin

Clonitazene

Coca leaf

Cocaine

Codoxime

Concentrate of poppy straw

34

ethyl ester

1-(2-benzyloxyethyl)-4-
phenylpiperidine-4-carboxylic acid
ethyl ester

3-O-benzylmorphine

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-
diphenylheptane

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyllpropionanilide

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-
methyl-4-piperidyl]propionanilide

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine

beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
heptanol

beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-
propionoxypiperidine

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-
oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-
piperidine

and EXTRACTS and TICTURES OF
CANNABIS

2-para-chlorbenzyl-1-
diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole

methyl ester of benzoylecgonine

dihydrocodeinone-6-
carboxymethyloxime

the material arising when poppy straw
has entered into a process for the
concentration of its alkaloids when
such material is made available in
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trade
Desomorphine dihydrodeoxymorphine
Dextromoramide (4+)-4-[2-methyl-4-ox0-3,3-diphenyl-4-
(1-pyrrolidinyl)butyl]-morpholine
Diampromide N-[2-(methylphenethylamino)-
propyllpropionanilide
Diethylthiambutene 3-diethylamino-1,1-di-(2"-thienyl)-1-
butene
Difenoxin 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-

phenylisonipecotic acid
Dihydromorphine

Dimenoxadol 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-
diphenylacetate

Tabel 2. Narkotika Golongan Il

Narcotic Name Chemical Name

Acetyldihydrocodeine

Codeine 3-O-methylmorphine
Alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-

Dextropropoxyphene diphenyl-3-methyl-2-butanol
propionate

Dihydrocodeine

Ethylmorphine 3-O-ethylmorphine

Nicocodine 6-nicotinylcodeine

Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodeine

Norcodeine N-demethylcodeine

Pholcodine morpholinylethylmorphine

2o
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Menurut catatan resmi Penjudulan Subyek Medis (Medical
Subject Headings) WHO, obat-obatan psikotropika adalah
sekumpulan obat yang memiliki efek terhadap fungsi
psikologis, meliputi zat antidepresif, halusinogen, dan
penenang. Berasal dari Bahasa Yunani, yaitu: psycho, pikiran;
dan strofi, pengubahan, pembalikkan; jadi psikotropika adalah
sesuatu yang (mampu) mengubah pikiran. Sering juga disebut
sebagai zat psikoaktif atau psikodinamis. Kamus Besar Bahasa
Indonesia mendefinisikannya sebagai berikut: psi-ko-tro-pi-ka
(n) 1: Segala yang dapat mempengaruhi aktivitas pikiran
seperti opium, ganja, obat bius; (Dok) 2: Zat atau obat, baik
alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yang dapat
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan
perilaku; obat yang dapat mempengaruhi atau mengubah cara
berbicara ataupun tingkah laku seseorang.

Dalam UU Psikotropika, sebagaimana tercantum di dalam
Pasal 1 angka 1, psikotropika diartikan sebagai zat atau obat,
baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang
berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku. Penggolongan psikotropika sesuai
dengan UN Convention on Psychotropic Substances (1971)
yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 8
tahun 1996 yang kemudian diadopsi oleh UU Psikotropika,
juga dibagi ke dalam empat golongan.

Tabel 3. Psikotropika Golongan |

Non-proprietar Other Non-
prop y Proprietary or Chemical Name
Name (INN) Trivial Name
BROLAMFETAMINE DOB (x£)-4-bromo-2,5-

dimethoxy-alpha-
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Non-proprietary
Name (INN)

CATHINONE

Not available

Not available

Not available

Not available

Not available

ETICYCLIDINE

ETRYPTAMINE
(+)-LYSERGIDE

Not available

Not available

methcathinone
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Other Non-
Proprietary or
Trivial Name

Chemical Name

methylphenethylamine

(x)-(S)-2-aminopropiophenone

DET

DMA

DMHP

DMT

DOET

PCE

3-[2-
(diethylamino)ethyl]ind
ole

(£)-2,5-dimethoxy-
alpha-
methylphenethylamine
3-(1,2-dimethylheptyl)-
7,8,9,10-tetrahydro-
6,6,9-trimethyl-6H-
dibenzol[b,d]pyran-1-olo
3-[2-
(dimethylamino)ethyllin
dole

(£)-4-ethyl-2,5-
dimethoxy-alpha-
phenethylamine
N-ethyl-1-
phenylcyclohexylamine

3-(2-aminobutyl)indole

LSD, LSD-25

MDMA

mescaline

9,10-didehydro-N,N-
diethyl-6-
methylergoline-8beta-
carboxamide

(£)-N,alpha-dimethyl-
3,4-(methylene-
dioxy)phenethylamine

3,4,5-
trimethoxyphenethylam
ine

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
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Non-proprietary
Name (INN)

Not available

Not available

Not available

Not available

Not available

Not available

Not available

PSILOCYBINE

ROLICYCLIDINE

Not available

TENAMFETAMINE

Other Non-
Proprietary or
Trivial Name

4-
methylamin
orex

MMDA

N-ethyl
MDA

N-hydroxy
MDA

parahexyl

PMA

psilocine,
psilotsin

Chemical Name

()-cis-2-amino-4-
methyl-5-phenyl-2-
oxazoline

2-methoxy-alpha-
methyl-4,5-
(methylenedioxy)phenet
hylamine

(+)-N-ethyl-alpha-
methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenet
hylamine

(+)-N-[alpha-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenet
hyllhydroxylamine

3-hexyl-7,8,9,10-
tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol
p-methoxy-alpha-
methylphenethylamine
3-[2-
(dimethylamino)ethyl]
indol-4-ol

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl
dihydrogen phosphate

PHP, PCPY

STP, DOM

MDA

1-(1-
phenylcyclohexyl)pyrroli
dine

2,5-dimethoxy-alpha,4-
dimethylphenethylamin
e

alpha-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenet



Non-proprietary
Name (INN)

TENOCYCLIDINE

Not available

Not available
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Other Non-
Proprietary or Chemical Name
Trivial Name
hylamine
TCP 1-[1-(2-
thienyl)cyclohexyl]piperi
dine

tetrahydrocannabinol, the following
isomers and their sterochemical
variants: 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]
pyran-1-ol (9R,10aR)-8,9,10,10a-
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)-
6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-
3-pentyl- 6H-dibenzol[b,d]pyran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzol[b,d]pyran -1- ol 6a,7,8,9-
tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzol[b,d] pyran-1-ol (6aR,10aR)-
6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl
9-methylene- 3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol
TMA (£)-3,4,5-trimethoxy-
alpha-
methylphenethylamine

Tabel 4. Psikotropika Golongan Il

Non-Proprietary
Name (INN)

AMFETAMINE

Other Non-
Proprietary or Trivial Chemical Name
Name
amphetamine ()-alpha-
methylphenethyla
mine
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DEXAMFETAMINE

FENETYLLINE

LEVAMFETAMINE

Not available

MECLOQUALONE

METAMFETAMINE

METAMFETAMINE
RACEMATE

METHAQUALONE
METHYLPHENIDATE

PHENCYCLIDINE

PHENMETRAZINE

SECOBARBITAL
DRONABINOL *

dexamphetamine

(+)-alpha-
methylphenethyla
mine

7-[2-[(alpha-methylphenethyl)aminQ]

ethylltheophylline

levamphetamine

levomethamphet
a-mine

(x)-(R)-alpha-
methylphenethyla
mine

(x)-N,alpha-
dimethylphenethyl
amine

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-

quinazolinone

methamphetamin
e

methamphetamin
eracemate

(+)-(5)-N,alpha-
dimethylphenethyl
amine

(+)-N,alpha-
dimethylphenethyl
amine

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

Methyl alpha-phenyl-2-

piperidineacetate
PCP

1-(1-
phenylcyclohexyl)
piperidine

3-methyl-2-phenylmorpholine

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

delta-9-
tetrahydro-
cannabinol and
itsstereochemical
variants

(6aR,10aR)-
6a,7,8,10a-
tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-3-pentyl-
6H-
dibenzo[b,d]pyran-
1-ol
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ZIPEPROL alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-
methoxyphenethyl)-1-
piperazineethanol

B. Penggolongan Narkotika yang baru

ebagaimana dijelaskan di atas, persoalan penggolongan

narkotika dan psikotropika terjadi ketika narkotika dan
psikotropika golongan I dan II disatukan dan didefinisikan
sebagai narkotika golongan I dan II dan dicantumkan dalam
lampiran UU sebagai bagian tak terpisahkan dari UU
Narkotika. Secara detail, penggolongan narkotika di dalam UU
Narkotika adalah sebagai berikut:

Daftar Narkotika Golongan I:

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari
buah tanaman Papaver

3. Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk
pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar
morfinnya

4, Opium masak terdiri dari:

a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui
suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan,
pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan
bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi
suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun
atau bahan lain.

c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

5. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
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6. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau
melalui perubahan kimia.

7. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

8. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

9. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua
bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman
ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

10. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo
kimianya.

11. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

12. Asetorfina: 3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-
endoeteno-oripavina.

13. Acetil - alfa — metil fentanil N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]
asetanilida.

14. Alfa-metilfentanil: N-[1 (a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida

15. Alfa-metiltiofentanil: N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil]
priopionanilida

16. Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]
propionanilida

17. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4
piperidil] propio-nanilida.

18. Desmorfina: Dihidrodeoksimorfina

19. Etorfina: tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-
oripavina

20. Heroina: Diacetilmorfina

21. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina

22. 3-metilfentanil: N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

23. 3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]
propionanilida

24. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)

25. Para-fluorofentanil: 4*-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

26. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
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27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34,

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
BROLAMFETAMINA, nama lain: (+)-4-bromo-2,5-dimetoksi- a -
metilfenetilamin

DOB

DET : 3-[2-(dietilamino )etil] indol

DMA : (+)-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina

DMHP: 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6Hdibenzol[b, d]piran-1-ol

DMT: 3-[2-( dimetilamino )etil] indol

DOET: (+)-4-etil-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilaminaETISIKLIDINA, nama
lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina

ETRIPTAMINA: 3-(2aminobutil) indole

KATINONA: (-)-(S)- 2-aminopropiofenon

(+)-LISERGIDA, nama lain: 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 3
LSD, LSD-25 karboksamida

MDMA: (+)-N, a -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina

Meskalina: 3,4, 5-trimetoksifenetilamina

METKATINONA: 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on

4- metilaminoreks: ()-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
MMDA: 5-metoksi- a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina

N-etil MDA: (+)-N-etil- a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
N-hidroksi MDA: (+)-N-[ a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil] hidroksilamina
Paraheksil: 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]
piran-1-ol

PMA: p-metoksi- a —metilfenetilamina

psilosina, psilotsin: 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol

PSILOSIBINA: 3-[2-(dimetilamino)etillindol-4-il dihidrogen fosfat
ROLISIKLIDINA, nama lain: 7-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina

PHP,PCPY

STP, DOM: 2,5-dimetoksi- a ,4-dimetilfenetilamina

TENAMFETAMINA, nama lain: a -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
MDA

TENOSIKLIDINA, nama lain: 7- [1-(2-tienil) sikloheksillpiperidina

TCP
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.

TMA: (1)-3,4,5-trimetoksi- a -metilfenetilamina

AMFETAMINA: ()- a -metilfenetilamina

DEKSAMFETAMINA: ( +)- a —metilfenetilamina

FENETILINA: 7-[2-[( a -metilfenetil)amino]etil]teofilina
FENMETRAZINA: 3- metil- 2 fenilmorfolin

FENSIKLIDINA, nama lain PCP: 7-( 1- fenilsikloheksil)piperidina
LEVAMFETAMINA, nama lain: (- )-(R)- a —-metilfenetilamina
levamfetamina

Levometamfetamina: ( -)- N, a —dimetilfenetilamina
MEKLOKUALON: 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
METAMFETAMINA: (+ )-(S)-N, a -dimetilfenetilamina
METAKUALON: 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
ZIPEPPROL: a - (a metoksibenzil)-4-( B-metoksifenetil )-1-piperazinetano
Opium Obat

Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan
narkotika

Daftar Narkotika Golongan II:

1.

AN

o

10.
11.
12.
13.
14.
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Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

Alfaprodina: alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-I H-tetrazol-1-il)etil]-4-
(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida

Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

Anileridina: Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat
etil ester

Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
Benzetidin: asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil
ester

Benzilmorfina: 3-benzilmorfina

Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina
Betametadol: beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3—heptanol
Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina
Betasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana



15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.

33.
34,

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Bezitramida: 7 - (3-siano-3,3-difenilpropil) — 4 - (2-okso-3-propionil-1-
benzimidazolinil)-piperidina

Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-
morfolina

Diampromida: N-[2-(metilfenetilamino)-propillpropionanilida
Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di(2"-tienil)-1-butena
Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester

Difenoksin: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
Dihidromorfina

Dimefheptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1, 1-di-(2-tienil)-1-butena
Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat

Dipipanona: 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona

Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-663,14-diol

Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina
dan kokaina.

Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2"-tienil)-1-butena
Etokseridina: asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester

Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimedazol
Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester)

Hidrokodona: dihidrokodeinona

Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-
karboksilat etil ester

Hidromorfinol: 714-hidroksidihidromorfina

Hidromorfona: dihidrimorfinona

Isometadona: 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
Fenadoksona: 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
Fenazosina: 2"-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
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42. Fenoperidina: asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester

43. Fentanil: 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina

44. Klonitazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol

45. Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima

46. Levofenasilmorfan: (7)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan

47. Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]
morfolina

48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan

49. Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

50. Metadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona

51. Metadona intermediate: 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana

52. Metazosina: 2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan

53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deoksimorfina

54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina

55. Metopon: 5-metildihidromorfinona

56. Mirofina: Miristilbenzilmorfina

57. Moramida intermediate: asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana
karboksilat

58. Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil
ester

59. Morfina-N-oksida

60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent
lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya
kodeina-N-oksida

61. Morfina

62. Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorfina

63. Norasimetadol: (+)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana

64. Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan

65. Normetadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona

66. Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina

67. Norpipanona: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona

68. Oksikodona: 74-hidroksidihidrokodeinona

69. Oksimorfona: 14-hidroksidihidromorfinona

70. Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
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71. Petidina intermediat B: asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

72. Petidina intermediat C: Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat

73. Petidina: Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

74. Piminodina: asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-
karboksilat etil ester

75. Piritramida: asam1- (3-siano-3,3-difenilpropil) -4 (1-piperidino) -
piperdina-4-Karbosilat armada

76. Proheptasina: 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana

77. Properidina: asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester

78. Rasemetorfan: (+)-3-metoksi-N-metilmorfinan

79. Rasemoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-
morfolina

80. Rasemorfan: (+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan

81. Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil]
propionanilida

82. Tebaina

83. Tebakon: asetildihidrokodeinona

84. Tilidina: (x)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-
karboksilat

85. Trimeperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

Terdapat setidaknya empat motif penggabungan
psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam narkotika
golongan I dan golongan II. Pertama, yaitu adanya perubahan
yang signifikan dalam peredaran gelap zat-zat psikotropika di
Indonesia. Menjelang abad 21, Indonesia sebenarnya hanyalah
negara konsumen psikotropika. Namun dalam
perkembangannya, saat ini Indonesia justru telah menjadi
negara produsen beberapa zat psikotropika siap pakai yang
cukup besar. Hal itu terungkap dari beberapa kasus
penggerebekan pabrik gelap shabu (crystal methamphetamine)
dan ekstasi (MDMA) di beberapa wilayah Indonesia oleh
pihak kepolisian. Pemerintah berasumsi bahwa perubahan
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tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya peningkatan
konsumen psikotropika di dalam negeri serta sanksi hukum
yang rendah bagi pihak-pihak yang terlibat. Singkatnya, UU
Psikotropika dianggap sudah tidak ampuh lagi wuntuk
mengatasi peredaran gelap psikotropika di Indonesia.

Kedua, setelah DPR-RI dan pemerintah mencermati
ketentuan yang tercantum di dalam UU Psikotropika dan UU
Narkotika Lama, terdapat persamaan yang prinsipil dari kedua
UU tersebut, terutama ketentuan-ketentuan yang menyangkut
tentang tata cara pengadaan, penyaluran, pembinaan dan
pengawasan, peran serta masyarakat, serta pemusnahan
narkotika dan psikotropika. Dari beberapa pertemuan dengan
para anggota Pansus RUU Narkotika DPR-RI — sebelum RUU
Narkotika itu disahkan menjadi UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika — mereka beralasan bahwa di dalam prinsip
hukum, jika semakin sedikit aturan baru yang dibuat oleh
DPR-RI, namun aturan itu dapat mengatasi kedua
permasalahan yang sebelumnya diatur dalam dua aturan yang
berbeda (UU Narkotika dan UU Psikotropika), maka aturan
yang baru itu akan semakin baik. Atas dasar pemikiran inilah
maka pembuat UU Narkotika berpendapat bahwa apabila dari
kedua UU tersebut memiliki persoalan yang sama namun
objeknya berbeda, maka dapat digunakan istilah dan/atau
dimungkinkan penggabungan kedua UU tersebut.

Ketiga, pemerintah ~ menjadikan  faktor  ‘akibat
ketergantungan yang tinggi’ sebagai alasan pemindahan
psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam lampiran
UU Narkotika. Secara medis, narkotika dan psikotropika
memang memiliki kesamaan. Keduanya merupakan zat yang
dapat menimbulkan ketergantungan atau bersifat adiktif
(ketagihan). Kemudian, jika narkotika ataupun psikotropika
disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengawasan
medis secara ketat, maka selain dapat menimbulkan
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ketergantungan, penggunaan zat-zat tersebut juga dapat
menimbulkan kerusakan fungsi otak serta perubahan perilaku
orang-orang yang menyalahgunakannya®.

Keempat, pemerintah beralasan bahwa pemindahan
psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam lampiran
UU Narkotika dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan
dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotropika
golongan I dan golongan II, serta penanggulangan
permasalahan penyalahgunaan zat-zat tersebut'®.

Beberapa catatan terhadap motif-motif tersebut, yaitu:

Untuk motif yang pertama, jika pemerintah ingin
mengubah UU Psikotropika maka akan dibutuhkan waktu
yang cukup lama, sedangkan produksi gelap psikotropika di
Indonesia terus meningkat. Untuk mengatasi permasalahan
itu, maka DPR-RI potong kompas dengan cara memasukkan
psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam lampiran
UU Narkotika.

Walaupun demikian, efek penggunaan =zat-zat tersebut
tentulah berbeda seperti yang telah diutarakan di atas. Terkait
dengan alasan pemerintah itu, yaitu ‘akibat ketergantungan
yang tinggi’, hal itu tentu saja tidak hanya disebabkan oleh
faktor ~zatnya saja, namun juga karena intensitas
pemakaiannya. Oleh karena itu, zat-zat yang memiliki akibat
ketergantungan sedang dan/atau rendah (psikotropika
golongan III dan golongan 1V) jika digunakan dalam intensitas
tinggi, maka zat-zat tersebut juga dapat menimbulkan
ketergantungan yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, muncul
satu pertanyaan mendasar yang hingga kini belum dapat
dijawab oleh pemerintah: “Mengapa psikotropika golongan III
dan golongan IV tidak diikutsertakan ke dalam lampiran UU

> |bid
¢ |bid
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Narkotika, sebagaimana psikotropika golongan I dan golongan
?”

Terkait masalah pengawasan, ternyata UU Narkotika hanya
menitikberatkan pengawasan pada masyarakat yang terlibat
dalam peredaran gelap narkotika ataupun psikotropika,
sedangkan mekanisme pengawasan terhadap aparat negara
yang berfungsi sebagai implementator UU Narkotika, seperti
personil BNN, polisi, jaksa, dan hakim, tidak diatur secara
tegas di dalam UU tersebut. Padahal, jumlah aparat penegak
hukum yang terlibat dalam mata rantai peredaran narkotika
ilegal, seperti ganja, putaw (heroin), dan shabu juga cukup
tinggi. Sebagai contoh, Markas Besar Kepolisian RI mencatat
selama kurun waktu 2006-2008, jumlah kasus tindak pidana
narkotika yang melibatkan anggota Polri sebagai tersangka
berjumlah 475 kasus'’.

C. Implikasi Penggabungan Penggolongan

erdasarkan  pemaparan di atas, ada beberapa

permasalahan serta implikasi yang muncul akibat
pemindahan psikotropika golongan I dan golongan II ke dalam
lampiran UU Narkotika. Implikasi yang secara tegas terlihat
adalah bahwa Indonesia hanya mengakui psikotropika sebagai
zat-zat yang dikategorikan sebagai psikotropika golongan III
dan IV sesuai dengan lampiran UU Psikotropika, sedangkan
pengaturan psikotropika golongan I dan golongan II mengikuti
ketentuan UU Narkotika.

Permasalahan kemudian yang mungkin muncul adalah
mengenai upaya penanganan dan penanggulangan peredaran
gelap psikotropika di Indonesia tidak dapat dilaksanakan
secara maksimal. Hal itu disebabkan karena secara medis

7 Tersedia dan dapat dibaca di http://www.isiindonesia.com/117-polisi-jadi-tersangka-

narkoba.html
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ataupun farmakologis, psikotropika dan narkotika merupakan
dua zat yang berbeda sifatnya, sedangkan dasar filosofis,
sosiologis, dan yuridis tentang psikotropika tidak dimasukkan
ke dalam bagian pertimbangan dikeluarkannya UU Narkotika.
Kemudian, judul UU tersebut adalah UU Narkotika, bukan UU
Narkotika dan Psikotropika, sehingga tidak ada satu pun
klausul yang spesifik tentang psikotropika dalam batang tubuh
UU tersebut, melainkan hanya sebagai lampiran saja yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU Narkotika.
Pemindahan zat psikotropika menjadi narkotika inilah yang
nantinya dapat menimbulkan penafsiran berbeda di antara
institusi penegak hukum maupun institusi kesehatan dalam
mengimplementasikan UU Narkotika yang baru, sementara
UU Psikotropika pun tidak dicabut keberadaannya oleh
pemerintah Indonesia.

Permasalahan lain yang akan muncul adalah
ketidakpastian hukum bagi kasus-kasus tindak pidana
psikotropika yang belum disidangkan di pengadilan ketika UU
Narkotika diundangkan oleh pemerintah (12 Oktober 2009).
Hal itu disebabkan karena proses penyidikan kasus-kasus
seperti itu masih menggunakan ketentuan yang tercantum
dalam UU Psikotropika, sedangkan berdasarkan Pasal 53 ayat
(2) UU Narkotika menyatakan dengan diberlakukannya UU
Narkotika, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I
dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran UU
No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah
dipindahkan menjadi narkotika golongan I UU Narkotika
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga untuk
melaksanakan perintah UU Narkotika yang sudah
diberlakukan dengan mempertimbangkan asas hukum pidana
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sebagaimana diatur dalam KUHP', maka pihak penyidik
kepolisiaan harus mengulang proses penyidikannya sesuai
dengan ketentuan UU Narkotika dengan berbagai resiko yang
dapat terjadi, seperti masa tahanan yang sudah berakhir bagi
para tersangka ~maupun kelengkapan  berkas-berkas
hukumnya. Konsekuensi terburuk bagi kasus-kasus seperti ini
adalah dilepaskannya para tersangka demi hukum karena
pihak penyidik ataupun penuntut umum telah salah
menerapkan hukum, yaitu masih menggunakan ketentuan UU
Psikotropika, = sedangkan  seharusnya  mereka telah
menggunakan UU Narkotika.

18 Pasal 1 KUHP ayat (1) menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali
berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” sedangkan ayat
(2) menyatakan Bilamana ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan
dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan
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Masalah Hukum Pidana
& Acara Pidana

A. Pengantar

alah satu pembaruan regulasi di bidang narkotika dengan

keluarnya UU Narkotika adalah penguatan kewenangan
Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan, hal mana belum diatur dalam UU Narkotika
Lama. Sebelumnya BNN hanya berupa sebuah lembaga non
struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
bertugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan,
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika. Kini BNN ditingkatkan menjadi
lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat
kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki perwakilan di
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal,
yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota. Melihat arah
kebijakan politik hukum pidana dalam UU Narkotika, secara
struktur hukum tata negara, BNN merupakan sentra dari
fungsi penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan
kejahatan narkotika yang nantinya akan diutamakan sebagai
penyidik tunggal.
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Mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, hal tersebut diatur dalam Bab XII Pasal 73
sampai dengan Pasal 103 UU Narkotika. Terdapat beberapa
perbedaan mendasar antara regulasi baru ini dengan UU
Narkotika Lama, dan UU Psikotropika, antara lain:

UU Narkotika Lama
Penyidik:

a. Polri;

b. PNS tertentu

Penangkapan
maksimal 72 jam.

Penyadapan
wewenang penyidik
Polri.

Teknik pembelian
terselubung dan di
bawah pengawasan,
wewenang penyidik
Polri.

Pemusnahan:

e Tanaman
narkotika yang
ditemukan Polri,
paling lama 24
jam wajib
dimusnahkan
oleh penyidik.

e Pemusnahan
dalam tahap
penyelidikan atau
penyidikan,
dilakukan oleh
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UU Psikotropika
Penyidik:
a. Polri;
b. PNS tertentu

Penangkapan
maksimal 24 jam.
(Mengacu pada
KUHAP)

Penyadapan
wewenang penyidik
Polri.

Teknik pembelian
terselubung dan di
bawah pengawasan,
wewenang penyidik
Polri.

Pemusnahan:

e Pemusnahan
psikotropika yang
berhubungan
dengan tindak
pidana, dilakukan
oleh tim yang
terdiri dari pejabat
departemen
kesehatan, Polri
dan kejaksaan.

e Pemusnahan
Golongan |, tujuh

UU Narkotika
Penyidik:
a. BNN;
b. Polri;
C. PNS tertentu.

Penangkapan oleh
Penyidik BNN
maksimal 6 x 24 jam.

Penyadapan
wewenang BNN atau
Polri.

Teknik pembelian
terselubung dan di
bawah pengawasan,
wewenang penyidik
BNN

Pemusnahan:

e Tanaman
narkotika yang
ditemukan
Polri/BNN,
paling lama 48
jam wajib
dimusnahkan
oleh penyidik.

o Kepala
Kejaksaan
Negeri wajib
menetapkan



golongan I,
Narkotika.

Polri dengan
disaksikan pejabat
Kejaksaan,
Depkes, dan
penyidik PNS
yang menguasai
barang sitaan.
Pemusnahan
berdasarkan
putusan hukum
tetap, dilakukan
pejabat Kejaksaan
dengan
disaksikan oleh
pejabat Polri dan
Depkes.

Kepala Kejaksaan
Negeri wajib
menetapkan
status barang
sitaan tujuh hari
sejak
diberitahukan,
dan jika status
pemusnahan
maka 7 hari
setelah
penetapan wajib
dimusnahkan.

BAB IV » MASALAH HUKUM PIDANA & ACARA PIDANA

hari setelah
penyitaan.

Pemusnahan
Golongan I, 111,
dan IV, tujuh hari
setelah putusan
hukum tetap.

status barang
sitaan tujuh hari
sejak
diberitahukan.
Barang sitaan
yang ditetapkan
Kepala
Kejaksaan
Negeri untuk
dimusnahkan, 7
hari setelah
penetapan
dimusnahkan
oleh penyidik
dengan berita
acaranya
ditembuskan
kepada
Kejaksaan
negeri, ketua
pengadilan
negeri, menteri,
dan Kepala
BPOM.

Dengan dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009, maka UU

sebagaimana diatur

No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi, selain itu mengenai jenis psikotropika
golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam
Lampiran UU Psikotropika, dipindahkan menjadi narkotika
dalam Pasal 153 UU
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Dalam UU Narkotika terdapat 30 (tiga puluh) pasal berupa
amanat untuk membuat aturan pelaksanaan dari undang-
undang ini'®. Begitu banyaknya aturan pelaksanaan yang
masih harus dibuat mencerminkan UU ini tidak siap untuk
diberlakukan dan tidak efektif memayungi segala persoalan
hukum terkait kompleksitas kejahatan narkotika. Hal mana
tentunya akan berimplikasi dalam proses penyidikan oleh
aparat sebagai pintu gerbang dalam memberantas kejahatan
narkotika. Masih terdapatnya aturan-aturan yang tidak
memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya, membuka ruang
penafsiran yang luas dan berbeda oleh masing-masing pihak
sehingga rentan bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang
dan pelanggaran HAM.

Secara umum, kriminalisasi tindakan yang berkaitan
dengan narkotika hampir sama dengan undang-undang
sebelumnya. Namun ada beberapa perbedaan, antara lain
melalui UU Narkotika barulah dikenal mengenai prekursor
narkotika, juga dapat dikenakan sanksi pidana, karena
prekursor narkotika juga merupakan zat atau bahan pemula
atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan
narkotika. Dalam UU ini juga dilampirkan mengenai prekursor
narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-
jenis prekursor narkotika.

Berikut ini beberapa unsur perbuatan pidana dalam UU
Narkotika:

19 Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal
12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 32, Pasal 36 ayat (2), Pasal
36 ayat (4), Pasal 37, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal
52, Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), Pasal 72 ayat
(3), Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (4),
Pasal 108 ayat (2).

(
(
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Unsur Perbuatan Pidana

Menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, menyediakan,
memproduksi, mengimpor, mengekspor,
menyalurkan, menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan, membawa, mengirim,
mengangkut, mentransito, menggunakan,
memberikan untuk digunakan orang lain;

Orang tua atau wali pecandu yang tidak
melapor;

Pecandu yang tidak melaporkan dirinya;

Setiap orang yang tidak melaporkan adanya
tindak pidana narkotika;

Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menyuruh, memberi, menjanjikan sesuatu,
memberikan kesempatan, menganjurkan,
memberikan kemudahan, memaksa dengan
ancaman, memaksa dengan kekerasan,
melakukan tipu muslihat, membujuk anak
yang belum cukup umur melakukan tindak
pidana narkotika atau menggunakan tindak
pidana narkotika.

Pengurus Industri Farmasi yang tidak
mencantumkan label kemasan narkotika;

Menempatkan, membayarkan atau
membelanjakan, menitipkan, menukarkan,
menyembunyikan atau menyamarkan,
menginvestasikan, menyimpan,
menghibahkan, mewariskan, dan/atau
mentransfer uang, harta, dan benda atau
aset yang berasal dari tindak pidana
narkotika;

Ketentuan dalam UU
Narkotika

Pasal 111 UU Narkotika

Pasal 128 jo Pasal 55 (1) UU
Narkotika

Pasal 134 jo Pasal 55 (2) UU
Narkotika
Pasal 131 UU Narkotika

Pasal 132 UU Narkotika
Pasal 133 UU Narkotika

Pasal 135 UU Narkotika

Pasal 137 hurufa UU
Narkotika
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Menerima penempatan, pembayaran atau
pembelanjaan, penitipan, penukaran,
penyembunyian atau penyamaran investasi,
simpanan atau transfer, hibah, waris, harta

atau uang, benda atau aset, yang berasal dari

tindak pidana narkotika;

Menghalang-halangi atau mempersulit
penyidikan serta penuntutan dan
pemeriksaan perkara;

Nakhoda atau kapten penerbang yang tidak
mengindahkan ketentuan pengiriman
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU
Narkotika;

Penyidik PNS yang melakukakan penyitaan
terhadap narkotika dan prekusor narkotika,
tidak membuat berita acara penyitaan dan /
atau tidak menyerahkan barang sitaan
tersebut beserta berita acaranya kepada
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat dalam
waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam atau 14 hari jika berkaitan
dengan daerah yang sulit secara geografis
dan transportasi sejak dilakukan penyitaan
dan tembusan berita acaranya disampaikan
kepada kepala kejaksaan negeri setempat,
ketua pengadilan negeri setempat, Menteri,
dan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Penyidik Polri dan BNN yang melakukan
penyitaan terhadap barang bukti narkotika
dan psikotropika tidak melaksanakan Pasal
87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan
ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4);

Kepala Kejaksaan Negeri yang menerima
pemberitahuan tentang penyitaan barang
Narkotika dan Prekursor Narkotika dari
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Pasal 137 huruf b UU
Narkotika

Pasal 138 UU Narkotika

Pasal 139 jo Pasal 27 atau
Pasal 28 UU Narkotika

Pasal 140 ayat (1) jo Pasal
88 jo Pasal 89 UU Narkotika

Pasal 140 ayat (2) jO Pasal
87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal
91 ayat (2), Pasal 91 ayat
(3), Pasal 92 ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4)

Pasal 141 jo Pasal 91 ayat
(1) UU Narkotika
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penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari wajib tidak
menetapkan status barang sitaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika tersebut untuk
kepentingan pembuktian perkara,
kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kepentingan
pendidikan dan pelatihan, dan/atau
dimusnahkan;

Petugas laboratorium yang memalsukan Pasal 142 UU Narkotika
hasil pengujian atau tidak melaksanakan

kewajiban melaporkan hasil pengujiannya

kepada penyidik atau penuntut umum;

Saksi yang memberikan keterangan tidak Pasal 143 UU Narkotika
benar dalam pemeriksaan perkara di muka
sidang pengadilan.

B. Lembaga Pengawasan Khusus untuk BNN

eperti halnya penyidik dari kepolisian yang memiliki

fungsi dan kewenangan untuk melakukan penyidikan
yang disertai dengan upaya paksa, maka hal tersebut tidak
dapat dilepaskan dari pengawasan fungsional yang dilakukan
oleh badan atau lembaga khusus yang dibentuk oleh undang-
undang. Sebagai contoh lembaga pengawasan terhadap
kepolisian, dibentuk suatu Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas) sesuai amanat Pasal 38 huruf ¢ UU No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian yang memiliki tugas diantaranya:
“Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai
kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden”.
Selain itu di tubuh Polri sendiri ada Satuan Inspektorat
Pengawasan Umum (Irwasum) dan Satuan Divisi Profesi dan
Pengamanan (PROPAM) yang berfungsi menindak etika
anggota Polri dalam berprofesi dan menjalankan tugasnya.
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Bila kita telusuri, UU Narkotika ternyata tidak mengatur
adanya suatu struktur kelembagaan yang berfungsi sebagai
“check and balances” terhadap lembaga BNN seperti halnya
Polri. Mengingat pentingnya pengawasan suatu lembaga
dalam suatu negara yang mengedepankan demokrasi sebagai
penggerak konstitusi, maka sudah seharusnya dalam sebuah
lembaga non struktural negara (non departemen) semacam
BNN diperlukan adanya fungsi pengawasan untuk menjaga
profesionalitas kinerja, serta mencegah kesewenang-wenangan
lembaga negara (dalam hal ini BNN) terhadap warga
negaranya. Hal ini diperlukan untuk memproteksi hak-hak
asasi warga negara bila suatu saat ditemukan adanya
kemungkinan pelanggaran oleh BNN atas kewenangannya.
Tanpa adanya pengawasan atau kontrol terhadap suatu
lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan upaya
paksa terhadap warga negara (kewenangan penyelidikan dan
penyidikan), niscaya BNN akan menjadi lembaga yang
superior.

Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik
BNN, lembaga mana yang berwenang melakukan penindakan,
pemulihan dan ganti rugi terhadap korban, mengingat UU
Narkotika tidak merancang adanya suatu badan yang dapat
menampung, menindaklanjuti, dan memproses keluhan
masyarakat, khususnya tersangka? Sejauh mana independensi
BNN dan implementasi kewenangan BNN dapat dipertang-
gungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara
teknik profesi dalam penegakan hak asasi manusia. Bagaimana
bila sewaktu-waktu dalam proses penyidikan, tersangka
mengalami upaya paksa yang tidak sesuai tata hukum acara
yang berlaku serta mengesampingkan asas presumption of
innocence. Apakah mekanisme pengaduan / pelaporan yang
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diatur oleh KUHAP saat ini, semisal Pra Peradilan*, mampu
menjangkau bila terjadi kesalahan penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan dan penyitaan oleh penyidik BNN
mengingat tidak diaturnya eksistensi pra peradilan dalam UU
Narkotika. Lain halnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang secara eksplisit dalam Pasal 63 UU No. 30 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
memberikan hak terhadap seseorang untuk mengajukan
gugatan pra peradilan disertai gugatan rehabilitasi dan/atau
kompensasi. Untuk mensiasati pengawasan atau kontrol
terhadap BNN, maka diperlukan suatu pegawasan internal
yang profesional dan bertanggung jawab, serta pemaknaan dan
pelaksanaan praperadilan bagi pihak-pihak yang dikenakan
upaya paksa dan pelanggaran lainnya oleh BNN.

Mekanisme pengaduan / pelaporan terhadap adanya
kesewenang-wenangan oleh penyidik sangat diperlukan
mengingat begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan
HAM yang menyangkut harkat dan martabat manusia, sebagai
“habeas corpus” yang merupakan substansi HAM. Disamping
itu, sejalan dengan negara Indonesia yang telah telah memiliki
UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

20 Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka

b. Sah atau tidaknya penghentiaan penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

c. Permintaan ganti kerugiaan atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan
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Manusia, sehingga implementasi kewenangan BNN dalam
penyelidikan dan penyidikan harus selaras dengan peraturan-
peraturan tersebut demi terwujudnya asas legalitas sebagai
aktualisasi paradigma supremasi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, BNN sebagai alat negara yang
berfungsi menegakkan supremasi hukum dalam memberantas
dan menanggulangi kejahatan narkotika dengan kewenangan
yang besar, sudah sepantasnya pula dibentuk suatu
badan/lembaga pengawas eksternal, demi terciptanya
perlindungan, rasa aman, dan pemenuhan keadilan bagi
Warga Negara Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

C. Masalah Masa Penangkapan

engenai masa penangkapan, berdasarkan Pasal 75 huruf

g dan Pasal 76 UU Narkotika khusus untuk penyidik,
BNN memiliki kewenangan upaya paksa melakukan
penangkapan setiap orang vyang diduga melakukan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika untuk paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat
penangkapan  diterima  penyidik, dan  penangkapan
sebagaimana dimaksud di atas dapat diperpanjang paling lama
3 X 24 jam.

Alasan yang sering dikemukakan oleh penyidik yang
melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, bahwa jangka
waktu penangkapan maksimal 72 jam tidak cukup untuk
melakukan tes laboratorium untuk narkotika, tes air seni
tersangka, serta untuk mengungkap jaringan pengedar
narkotika (kejahatan terorganisasi)*’, sehingga diperlukan
penambahan kewenangan paksa penangkapan, yang hanya
diperbolehkan bagi Penyidik BNN menjadi maksimal 3 X 24

21 Data tersebut diambil dari wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan monitoring
terhadap pembahasan UU Narkotika
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jam dan diperpanjang tanpa persetujuan siapapun menjadi
maksimal 3 X 24 jam.

Alasan perpanjangan jangka waktu penangkapan di atas
tidaklah dapat dijadikan alasan yang dibenarkan, karena
sekarang untuk melakukan tes air seni dan uji laboratorium
narkotika sudah dapat dilakukan dalam beberapa menit saja.
Selain itu, di daerah terpencilpun sudah memliki peralatan-
peralatan medis tersebut. Sedangkan alasan untuk
mengungkap jaringan narkotika yang lebih besar, alasan ini
sangat tidak logis karena memang tidak mungkin cukup untuk
mengungkap suatu kejahatan terorganisasi narkotika yang
besar hanya dalam masa penangkapan dan dalam waktu
singkat: 6 x 24 jam. Padahal Penyidik BNN dapat memper-
gunakan upaya paksa penahanan bagi tersangka tindak pidana
narkotika.

Selain itu bila dicermati, wewenang maksimal
penangkapan 6 x 24 jam hanya berlaku bagi Penyidik BNN.
Lalu berapa lama kewenangan masa penangkapan yang
dimiliki Penyidik Polri? Yang membuat rancu, adanya Pasal
81 UU Narkotika yang menyebutkan: “Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang
melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
berdasarkan Undang-Undang ini”. Sedangkan UU ini tidak
mengatur kewenangan Penyidik Polri. Terhadap Pasal 81 di
atas, apakah serta merta segala kewenangan yang diberikan
kepada Penyidik BNN juga berlaku terhadap Penyidik Polri?
Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diperhatikan
apakah UU Narkotika, secara khusus/tegas mengatur
kewenangan Penyidik Polri, tidak diaturnya kewenangan
Penyidik Polri dalam UU Narkotika yang merupakan “lex
specialis de rogat lege generalie” mengenai kejahatan narkotika
maka kewenangan penyidik Polri terkait narkotika hanyalah

63



MEMBONGKAR KEBIJAKAN NARKOTIKA

mengacu aturan lain yang ada pada semisal KUHAP dan
Undang-Undang Kepolisian.

Kewenangan Penyidik BNN diatur secara eksplisit sehingga
terdapat beberapa hal yang secara khusus mengeliminasi
kewenangan Penyidik Polri setelah berlakunya UU Narkotika.
Salah satunya yakni masa penangkapan maksimal 6 x 24 jam
hanya berlaku bagi Penyidik BNN. Sedangkan masa
penangkapan Penyidik Kepolisian kembali kepada Pasal 19
ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam**.

Lalu berapa lama kewenangan masa penangkapan oleh
Penyidik PNS tertentu?*® Terhadap hal ini tentunya mengacu
pula pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam.
Perlu diketahui, kendati Penyidik PNS tertentu berwenang
melakukan tindakan penangkapan, namun dalam pelaksanaan
tugas penangkapannya dilakukan oleh aparat kepolisian
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.
Sedangkan UU Narkotika tidak mengatur apakah tugas
pelaksanaan penangkapan harus melalui aparat kepolisian,
ataukah Penyidik PNS tersebut sendiri dapat langsung
melakukannya.  Hendaknya yang  melakukan tugas
pelaksanaan penangkapan adalah aparat kepolisian atau BNN,
sebagaimana hal ini dapat dimungkinkan bagi ketiga penyidik
untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan
narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo Pasal 85 UU
Narkotika.

Adanya disparitas kewenangan masa penangkapan antara
ketiga penyidik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan
melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Bagi para

22 Mengingat pula bahwa kewenangan penangkapan Polri paling lama 72 jam dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dicabut.

2 Lihat Pasal 82 ayat (2) huruf h bahwa penyidik PNS tertentu juga berwenang untuk
melakukan penangkapan.
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tersangka akan lebih menguntungkan jika penangkapan
dilakukan oleh Penyidik Polri atau PNS tertentu ketimbang
penyidik BNN. Masa waktu yang lebih singkat, akan membuat
Penyidik  Polri atau PNS lebih  bergegas dalam
mengembangkan proses pemeriksaan, pengujian tes air seni,
serta penyegelan jenis narkotika berdasarkan hasil
laboratorium. Di samping itu, waktu penangkapan yang
singkat lebih meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan
aparat. Selama masa penangkapan tersangka belum
mendapatkan kepastian hukum apakah dirinya dilanjutkan
kepada proses penahanan atau tidak, sehingga masa
penangkapan oleh penyidik BNN yang lebih lama
menimbulkan beban psikologis yang lebih berat.

Telah kita ketahui bahwa BNN berwenang untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kejahatan
narkotika, namun apakah BNN juga berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana
psikotropika yang diatur dalam UU Psikotropika? Perlu
diketahui golongan III dan golongan IV psikotropika melekat
pada UU Psikotropika, yang sampai sekarang masih berlaku.
Oleh karena unsur-unsur tindak pidana dan pemidanaan UU
Psikotropika berlaku secara khusus, maka penyidiknyapun
harus disesuaikan dengan UU tersebut. UU Psikotropika
mengatur sebagai penyidik hanyalah Penyidik Polri dan
Penyidik PNS tertentu. Penyidik PNS tertentu sebagaimana
dimaksud dalam UU Psikotropika berbeda dengan Penyidik
BNN yang kini telah menjadi lembaga tersendiri. Konsekuensi
logisnya adalah BNN tidak berwenang untuk melakukan
penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana
psikotropika golongan III dan golongan IV.

Hal ini dalam prakteknya akan menimbulkan “kekosongan”
kewenangan BNN dalam proses penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana psikotropika. Yang jadi persoalan, dari mana
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penyidik tahu mengenai jenis golongan narkotika atau
psikotropika jika belum dilakukan penangkapan, penyitaan
dan hasil wuji laboratorium? Hal ini berpeluang besar
menimbulkan terjadinya salah tangkap orang oleh penyidik
BNN karena “error in objecto”, bila barang bukti yang
disangkakan ternyata adalah psikotropika golongan III dan
golongan IV.

Selanjutnya, dalam praktek juga memungkinkan terjadi
tumpang tindih masa penangkapan antara ketiga penyidik. Hal
ini bisa terjadi karena tidak diaturnya secara jelas mengenai
sistem operasional prosedur dan koordinasi di antara ketiga
penyidik tersebut. Sebagai contoh misalnya terhadap
seseorang dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian,
dan telah diperiksa selama hampir 24 jam. Kemudian
Penyidik Polri tersebut mengalihkan kepada Penyidik BNN
sehingga proses penangkapan dan pemeriksaan diulangi dari
awal lagi, dan BNN berwenang kembali memeriksa selama 6 x
24 jam. Atau seorang tersangka yang telah ditangkap oleh
Penyidik BNN selama lebih dari 24 jam ternyata hasil uji
laboratorium menyatakan barang bukti adalah jenis
psikotropika golongan III dan IV, sehingga harus dialihkan
kepada Penyidik Polri dan ditahan kembali selama 24 jam
oleh Penyidik Polri. Hal ini tentunya akan merugikan
tersangka, yang seharusnya hanya boleh dilakukan
penangkapan oleh Penyidik Polri paling lama 24 jam.

Penyidik dituntut cermat dalam melakukan penyelidikan
dan penyidikan. Oleh karena itu sebaiknya perlu ada aturan
jelas, bila mana yang melakukan penangkapan sejak awal
adalah Penyidik Polri maka tidak dapat dialihkan kepada
penyidik BNN. Begitu pula sebaliknya, kecuali telah berlanjut
dalam proses penahanan. Selain itu perlu diatur secara jelas
bahwa jika terjadi pengalihan penyidik, penghitungan masa

66



BAB IV » MASALAH HUKUM PIDANA & ACARA PIDANA

penangkapan harus bersifat kumulatif (masa penangkapan
terhitung sejak awal siapapun penyidiknya).

Selain hal-hal di atas, berikut ini beberapa kelemahan UU

Narkotika yang memberikan masa penangkapan yang terlalu
lama kepada penyidik BNN:

1.

Masa penangkapan yang lama, dapat dipergunakan aparat
untuk menangkap pelaku lain sebanyak-banyaknya tetapi
justru dengan motif untuk mendapatkan uang yang lebih
besar atau untuk mencapai target laporan dalam bertugas,
padahal belum tentu tersangka benar-benar melakukan
tindak pidana. Terlalu naif bila terhadap adanya
“penghargaan”  bagi  penyidik yang  berprestasi
sebagaimana Pasal 109 UU Narkotika, justru menjadi
motif untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya tanpa
memandang proses hukum vyang adil, hanya demi
mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi;

Masa penangkapan yang lama, justru membuka ruang
terjadinya praktek pemerasan atau penyuapan dan
negosiasi antara aparat dengan tersangka yang berhasil
ditangkap. Pada beberapa kasus, sering terjadi tawar-
menawar mengenai jumlah uang yang harus diserahkan
kepada aparat agar tersangka dapat dilepas;

Dalam kasus tertangkap tangan, biasanya tersangka tidak
membawa uang yang banyak. Maka masa waktu
penangkapan dipergunakan oleh aparat agar tersangka
mencari sejumlah uang yang diminta. Atau jika tidak
memiliki uang, tersangka disuruh sebagai umpan (tukar
kepala) untuk mencari pengedar-pengedar atau pelaku
lain;

Ada pula jika kasus tersangka tidak dihentikan (diproses
lebih lanjut), terjadi tawar-menawar mengenai golongan
narkotika, jumlah/berat narkotika, unsur tindak pidana
apakah termasuk unsur memiliki, menyimpan, membawa,
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menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara dan
lain-lain. Hal ini berguna bagi tersangka karena untuk
proses kelanjutan dakwaan dan pembuktian oleh
penuntut umum di pengadilan tentu mengikuti hal-hal
yang bermula sejak penyelidikan dan penyidikan. Sejak
awal uraian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-
bukti telah di-setting (direncanakan) oleh penyidik agar
pemidanaan terhadap tersangka bisa lebih ringan;

Waktu penangkapan yang lama, juga dapat membuka
peluang bagi aparat untuk menggelapkan barang bukti
narkotika untuk justru menyimpan dan kemudian
menjualnya kembali. Selain itu masa penangkapan yang
terlalu lama, membuka peluang aparat untuk melakukan
“abuse of power”, penyiksaan atau tekanan fisik maupun
psikis selama proses interogasi, memaksa tersangka untuk
mengaku. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat
hukum acara pidana untuk memberikan proses hukum
yang adil (due process of law) serta penghormatan
terhadap prinsip praduga tidak bersalah seorang
tersangka;

Dalam prakteknya selama ini, penyidik seringkali tidak
fair dalam membuat surat penangkapan yakni dengan
menulis waktu atau tanggal mundur. Ketiadaan
administrasi formil secara dini dan kurang sadarnya
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aparat memenuhi hak asasi “Miranda Warning”**

tersangka memungkinkan terjadinya  penelantaran

tersangka hingga melebihi batas maksimal penangkapan

oleh aparat. Adanya masa penangkapan yang terlalu lama

membuat aparat lebih berlama-lama pula sehingga

tindakan unfair dari aparat lebih berpotensi terjadi.

Berdasarkan hal-hal di atas, UU Narkotika yang
memberikan masa kewenangan penangkapan oleh BNN
berikut perpanjangannya dengan total 6 x 24 jam, dinilai
terlalu lama sehingga rentan terjadinya kesewenang-wenangan
aparat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia,
sebagaimana hasil monitoring tempat-tempat penahanan di
Indonesia oleh Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan,
Manfred Nowak®® yang memberikan rekomendasi lamanya
penahanan oleh polisi harus dikurangi sesuai batas waktu
internasional, yakni maksimal 48 jam®°,

% Miranda Warning adalah suatu aturan yang mewajibkan penyidik untuk
memberitahukan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yang terdiri dari:
hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat
digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan; dan hak untuk
mendapatkan/menghubungi penasihat hukum, atau jika tidak mampu, berhak untuk
disediakan penasihat hukum oleh negara - terjemahan bebas dari, You have the right to
remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have
the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney,
one will be appointed for you.

2 Manfred Nowak melakukan kunjungan di Indonesia pada 10 — 23 November 2007 atas
dasar undangan pemerintah Indonesia, dalam kunjungannya ia mengunjungi penjara,
pos polisi, fasilitas penahanan militer, dan pusat rehabilitasi sosial. Laporan Manfred
Nowak seutuhnya bisa diunduh di http://www.komnasperempuan.or.id/wp-
content/uploads/2010/06/NOWAK.pdf

4T Contoh kesewenang-wenangan aparat dalam bertugas, kasus yang santer baru-baru ini
terjadi adalah korban salah tangkap disertai pemukulan yang menimpa JJ. Rizal,
Sejarawan alumnus Ul, Direktur Komunitas Bambu, oleh lima anggota satuan Polsek
Beji, Depok, sebagaimana uraian berikut: Pada 5 Desember 2009 sekitar pukul 23.45
WIB, saat berjalan mencari ojek di depan Depok Town Square, Rizal didatangi lima polisi
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D. Masalah Penyadapan

U Narkotika memberikan kewenangan penyadapan

secara khusus kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri.
Bila membaca Pasal 75 huruf i tanpa melihat penjelasannya,
kewenangan penyadapan hanyalah diberikan kepada BNN.
Akan tetapi menurut penjelasan pasal tersebut ternyata
penyadapan dapat dilakukan oleh Penyidik BNN atau
Penyidik Polri. Perbedaan isi Pasal 75 huruf i dengan isi
penjelasannya menimbulkan kerancuan. Namun untuk lebih
memperjelas, jikapun Penyidik Polri diberi kewenangan untuk
melakukan penyadapan, frasa “atau” dalam isi penjelasan
pasal tersebut bermakna bahwa dalam satu kasus penyidikan
tindak pidana narkotika, tidak boleh terdapat dua penyidik
yang berwenang melakukan penyadapan. Penambahan norma
baru dalam penjelasan pasal tersebut yang menimbulkan
kewenangan bagi Penyidik Polri untuk melakukan
penyadapan merupakan suatu hal yang tidak lazim dan tidak
sesuai dengan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelumnya dalam Pasal 66 UU Narkotika Lama mengatur
Penyidik Polri berwenang melakukan penyadapan untuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari atas izin Kapolri atau pejabat
yang ditunjuknya. Namun pasal tersebut tidak mengatur

berpakaian preman. Tanpa memberitahukan identitas dan disertai surat tugas, oknum
tersebut menodong pistol dan memukuli Rizal di depan Depok Town Square. Setelah
selama 15 menit diamankan di pelataran Depok Town Square dan tidak ditemukan
sebutirpun narkoba pada tas Rizal, petugas yang memukulinya baru mengeluarkan
identitas polisi mereka. Tidak lama kemudian, datang polisi berseragam dengan mobil
dinas dan membawa Rizal ke Polsek Beji. Rizal diperiksa dan tidak terbukti apa-apa
melakukan tindak pidana narkotika. Sehingga Polsek Beji meminta maaf dan mengakui
kesalahannya. Namun Rizal telah mendapat luka lebam yang cukup serius. Atas
peristiwa ini, Rizal melaporkan tindakan oknum tersebut kepada Propam Polda Metro
Jaya.
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secara eksplisit tentang kapan dimulainya penyadapan
tersebut. Penulis berkesimpulan waktunya adalah sejak
dikeluarkannya izin tertulis oleh Kapolri atau pejabat yang
ditunjuknya, dan tentu saja izin ini dapat diminta oleh
penyidik sejak dimulainya penyelidikan atau penyidikan.
Berbeda dengan kewenangan penyadapan yang diberikan
UU Narkotika kepada penyidik, maka dalam keadaan
mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa izin
tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu.
Sedangkan tolok ukur mengenai “keadaan yang mendesak”
tidak diatur secara rinci dan jelas oleh UU Narkotika. Hal ini,
selain merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap
kebebasan “privacy” seseorang, juga rentan menimbulkan
penyalahgunaan wewenang oleh aparat penyidik.

E. Masalah Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah
Pengawasan

alam rangka melakukan penyidikan, BNN berwenang

untuk melakukan teknik penyidikan pembelian
terselubung (under cover buying) dan penyerahan di bawah
pengawasan (controlled delivery) atas perintah tertulis dari
pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j jo Pasal
79 UU Narkotika. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak
dijelaskan secara eksplisit seperti apa bentuknya, cara, proses,
implementasi, bagaimana metode pelaksanaan serta
pengawasan dari teknik tersebut. Hal ini perlu diatur secara
lebih lanjut dan rinci, karena dikhawatirkan akan membentuk
asumsi dan pendapat yang selanjutnya akan berbeda dalam
pelaksanaannya.

Kekhususan kewenangan yang diberikan terkait teknik
pembelian terselubung dan penyerahan di bawah
pengawasan akan melegalkan cara penyidikan baru yang
sebelumnya tidak dikenal dalam KUHAP sehingga belum
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tentu sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia itu
sendiri. Di sisi lain, apakah Penyidik Polri berwenang untuk
melakukan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung
dan penyerahan akan diletakkan di bawah pengawasan yang
khusus? Tidak diaturnya kewenangan tersebut secara tegas
kepada Penyidik Polri menimbulkan kerancuan. Pasal 75
menyatakan  “Penyidik BNN  berwenang...”,  artinya
kewenangan secara khusus penggunaan teknik pembelian
terselubung dan penyerahaan di bawah pengawasan hanya
dimiliki Penyidik BNN.

Walaupun UU Psikotropika juga telah mengatur tentang
kewenangan Penyidik Polri melakukan teknik penyidikan
penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a UU Psikotropika,
namun UU Psikotropika tentunya tidak dapat menyentuh
ranah UU Narkotika. Sehingga secara a contrario” dapat
ditarik garis jelas bahwa hanya Penyidik Polri yang memiliki
kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan pembelian
terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan terhadap
bahan narkotika golongan III dan golongan IV. Begitu pula
sebaliknya, terkait penyidikan golongan III dan golongan IV
psikotropika, Penyidik BNN tidak berwenang untuk
melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di
bawah pengawasan.

Secara legal formil dalam proses penyidikan oleh
kepolisian sampai persidangan, tindak pidana narkotika atau
psikotropika hingga adanya putusan, tidak pernah selama ini
kita dengar dipergunakannya teknik pembelian terselubung
dan penyerahan di bawah pengawasan. Pada proses

27 Menurut Kamushukum.com, acontrario adalah penafsiran dengan cara melawankan
pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal
undang-undang

72



BAB IV » MASALAH HUKUM PIDANA & ACARA PIDANA

penyelidikan atau penyidikan, tidak pernah ada surat
pimpinan berupa surat tugas yang berisikan hal
dipergunakannya teknik pembelian terselubung dan
penyerahan di bawah pengawasan. Akan tetapi dalam
prakteknya di lapangan, guna menangkap pembeli dan
penjual, penyidik kerap kali menggunakan cara-cara seperti
ini untuk menangkap pelaku.

Cara yang sering dipakai adalah penyidik menyamar
sebagai pembeli dan berpura-pura melakukan transaksi. Selain
itu sering penyidik menggunakan “suruhan” (istilahnya cepu,
spion, mata-mata dengan imbalan) sebagai orang yang menjadi
umpan dan dapat memberikan informasi lokasi penjualan
barang terlarang tersebut dan informasi siapa saja yang sering
mempergunakan narkoba. Orang suruhan ini biasanya
menanyakan temannya di mana ada penjual dan berpura-pura
ingin memakai bersama. Namun setelah bersama-sama
mendatangi bandar atau pengedar, ketika teman si orang
suruhan tersebut melakukan transaksi, orang suruhan tersebut
beralasan ada keperluan dan secepat mungkin menjauh dari
lokasi transaksi yang akan digerebek. Pada saat itulah
penyidik melakukan penangkapan. Dengan cara demikian
maka yang berada di lokasi hanya si pembeli tersebut dengan
penjualnya, bahkan sering juga si penjual tidak ditangkap,
sehingga yang tertinggal hanya pembelinya saja yang
menjalani proses pidana. Hal ini juga patut dicurigai karena
bisa saja si penjual juga bagian penyamaran dari proses
penyidikan terselubung ini.

Contoh kasus dalam berbagai putusan sebagai berikut :

® MO seorang pelajar SMK, sebagai Terdakwa di
pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.
1018/Pid.B/2009/PN.JKT.PST, dengan dakwaan Pasal 82

28 Putusan perkara No 1018/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
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ayat (1) huruf a jo. Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22
Tahun 1997 tentang Narkotika. Kejadiannya pada 25
Januari 2009, di bawah jembatan fly over ]l Jatibaru,
Jakarta. MO hanya sedang berada di lokasi dan ada seorang
perempuan yang bernama VN ingin membeli ganja dan
menanyakannya kepada MO. Ketika penyidik mendekati
seorang perempuan yang bernama VN, tiba-tiba VN
melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Gudang
Garam Filter yang berisi ganja. Pada saat itu MO di tempat
kejadian karena MO Ilah yang menyuruh VN menunggu di
lokasi sebagai orang yang ingin membeli ganja. Dalam
berkas perkara kepolisian tidak terdapat hasil Berita Acara
Pemeriksaan yang bernama VN. VN dianggap penyidik
telah melarikan diri. Berkas perkara hanya mencantumkan
BAP dua orang saksi dari penyidik dan BAP Terdakwa
sendiri. Selama persidangan Vina tidak dapat dihadirkan
dalam persidangan. Yang dihadirkan dalam proses
pembuktian hanyalah saksi penyidik yang melakukan
penangkapan. Namun akhirnya Majelis Hakim memutus
terdakwa bersalah dengan pidana satu tahun dua bulan
penjara.

WRNS?, sebagai terdakwa di pengadilan negeri Jakarta
Pusat dalam nomor perkara 798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst,
didakwa Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 tahun 1997
tentang Narkotika. Kejadiannya Kamis, 22 Januari 2009, di
depan RS Thamrin JI. Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Dua
orang penyidik menangkap WRNS dan menggeledah tasnya
yang terdapat 0.2 gram dan 1 buah alat suntik. Pada saat
itut WRNS baru saja keluar dari sebuah rumah dan
memakai napza di rumah tersebut bersama seorang teman
perempuannya. Akan tetapi teman perempuannya tersebut
sampai kini tidak ditahan dan tidak diketahui
keberadaannya. Dalam proses pembuktian di pengadilan,
saksi yang dihadirkan hanya dua orang penyidik kepolisian

29 Putusan perkara No 798/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
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yang melakukan penangkapan. Majelis hakim menjatuhkan
putusan rehabilitasi dan perawatan bagi terdakwa
diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

® A% sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam perkara No. 1138/Pid.B/2009/PN.JKT.PST, dengan
dakwaan Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997. Terdakwa disuruh
membeli putaw oleh seseorang bernama FJ. Pada saat itu
terdakwa mendatangi F] bersama temannya bernama Sp.
Dan Fj menyuruh terdakwa untuk membeli putaw dengan
memberi uang Rp. 200.000. setelah menerima uang
terdakwa berjalan meninggalkan F] bersama SP. Ketika
terdakwa berjalan kira-kira lima meter, terdakwa ditangkap
oleh dua orang yang mengaku anggota polisi. Ketika
ditangkap, tangan terdakwa langsung ditarik ke belakang
punggungnya dan digeledah. Pada waktu itu selain
terdakwa yang digeledah, SP dan FJ yang berada tidak jauh
dari lokasi juga digeledah. Ketika menggeledah FJ, anggota
polisi seperti menggeledah asal-asalan. Setelah digeledah,
F] melarikan diri dan tidak dikejar oleh penyidik.
Sementara SP masih berdiri di dekat rel. Terdakwa belum
sempat berbuat apa-apa setelah menerima uang Rp 200,000
dari F]. Uang tersebut masih berada di genggaman tangan
terdakwa. Terdakwa belum sempat melakukan transaksi
narkotika apapun, tiba-tiba ada shabu di tanah dekat rel,
dan anggota polisi itu memaksa terdakwa untuk mengambil
barang bukti tersebut dengan mulut, karena tangannya
sudah dalam keadaan terborgol. Namun, akhirnya Majelis
Hakim memutus terdakwa bersalah dengan pidana penjara
selama 1 tahun 4 bulan.

® “Pada saat itu saya ditangkap di jalan, saya ingin membeli
putaw, tapi tidak jadi karena tidak ketemu dengan
bandarnya. Saya ditangkap tanpa alasan yang jelas.
Setelah ditangkap, dipukul dan ditendang pada bagian kaki

30 Putusan perkara No 1138/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
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sehingga mengakibatkan bengkak, pemukulan tersebut juga
disertai dengan hardikan seperti ’Diam kamu, ngelawan
malah saya gebukin nanti I” Mata dipukul dengan tangan
kosong sehingga merah. Karena tidak ditemukan barang
bukti akhirnya saya dibujuk untuk menjadi SP. Udah deh
biar cepat selesai, ‘kalau tukar kepala aja mau nggak?”’
lanjutnya. Tapi saya tetap tidak mau dan saya tetap
dipukulin di depan umum. Akhirnya saya dibawa ke kantor
polisi. Saya mengalami luka di bagian muka. Meskipun
mengalami luka tetapi saya tidak pernah diberi obat. ™"

® “Saya ditangkap setelah ada bandar yang ketangkap.
Anehnya, padahal saya gak kenal sama bandar itu. Dari
lokasi penangkapan saya dibawa ke parkiran Polda Metro
Jayva. Sepanjang perjalanan itu, kira-kira 3 jam saya
dipukuli 6-7 orang di dada dan kepala. Mereka anggota
LSM tetapi punya pistol. Saya dipermalukan, disuruh
nyanyi keras-keras, handphone dirampas. Saya gak bisa
melawan. Salah satu anggota LSM itu saya kenal, meskipun
tidak dekat sekali dan dia juga seorang pecandu.

Berdasarkan contoh kasus-kasus di atas, teknik penyidikan
pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
faktanya sering dilakukan oleh penyidik untuk menangkap
pelaku-pelaku kejahatan narkotika, akan tetapi secara yuridis
formil, hampir bisa dibilang tidak pernah penyidik mengakui
telah mempergunakan teknik tersebut dalam suatu bentuk
tertulis semacam surat perintah, surat tugas atau berita
acaranya.

Terhadap perilaku ini, dapat dikatakan penyidik melanggar
prosedur dan melakukan teknik pembelian terselubung yang
ilegal. Akibat dari teknik pembelian terselubung ini, akan

31 Responden anggota JANGKAR, dalam wawancara hari Selasa tanggal 9 November 2010
di Jakarta

32 |bid.
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berpengaruh terhadap proses pembuktian di pengadilan yang
akan menjadi “unfair trial”. Bila mau adil, seharusnya
penyidik menghadirkan ke pengadilan sebagai saksi orang-
orang suruhan penyidik yang dijadikan umpan untuk
menangkap pelaku. Dan bila mau adil pula, seyogyanya
majelis hakim tidak menghukum terdakwa bersalah, bilamana
dengan adanya teknik pembelian terselubung ini namun
penuntut umum tidak menghadirkan saksi “cepu” tersebut,
maka saksi yang dihadirkan ke persidangan menjadi kurang
lengkap dan terjadi “missing [link”. Padahal dalam
menjatuhkan putusan, hakim terikat dengan bukti-bukti yang
dihadirkan = dalam  persidangan setelah  berdasarkan
keyakinannya dengan jelas terdapat unsur kesalahan pada
terdakwa sebagaimana yang didakwakan dengan alat bukti
yang diajukan ke persidangan. Sebagaimana sistem
pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP menganut “sistem
pembuktian negatif”, yakni keberadaan jenis-jenis alat bukti
yang sah yang diatur dalam undang-undang, meskipun
jumlahnya lebih dari cukup, tidak dapat mewajibkan kepada
hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila
alat-alat bukti yang sah tersebut tidak dapat meyakinkan atau
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah
benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya. Dalam hukum pidana ada azas: in
dubio proreo yang artinya dalam hal ragu-ragu sebaiknya
hakim membebaskan seribu orang bersalah daripada
menghukum seorang yang tidak bersalah.

F. Masalah Surat Tertulis Dimulainya Penyidikan
ejak saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan,
maka hal yang lazim dan seharusnya dilakukan adalah
fungsi koordinasi maupun pengawasan (control) antara
penyidik yang bersangkutan dengan penuntut umum, dengan
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mana penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan
tersebut. Alasannya adalah tindakan penyidikan itu mencakup
pula serangkaian tindakan dan upaya paksa, antara lain
dimulai dari tindakan pemanggilan saksi-saksi, tersangka,
ahli, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
dan lain-lain. Maka sudah seharusnya sejak saat penyidik
mulai melakukan salah satu tindakan upaya paksa tersebut,
penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. Dengan
diterimanya SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri segera
menunjuk Jaksa untuk bertindak selaku Penuntut Umum guna
mengikuti  perkembangan kegiatan penyidikan yang
bersangkutan. Dengan demikian mulailah terjadi hubungan
koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut
umum, antara lain dilakukan dalam bentuk komunikasi dan
konsultasi.

Dalam praktek penegakkan hukum selama ini, terutama
dalam kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara penting
yang mendapatkan sorotan masyarakat luas, atau mempunyai
dampak nasional atau internasional, atau yang pembuktiannya
sangat sulit, maka pihak penuntut umum biasanya secara
proaktif dan berinisiatif sejak awal untuk membantu atau
mendampingi langkah-langkah kegiatan penyidikan. Hal ini
terutama ditujukan untuk melakukan proses pengolahan dan
penilaian terhadap keberadaan alat-alat bukti yang sah. Juga
dilakukan tanpa mencampuri atau mengambil alih
kewenangan penyidikan. Tujuannya semata-mata untuk
mempercepat proses penyelesaian penyidikan dan mencegah
terjadinya pengiriman berkas perkara dari penyidik ke
penuntut umum secara berulang-ulang dan sebaliknya (bolak-
balik perkara), yang bertentangan dengan asas penyelesaian
perkara secara cepat, sederhana dan, biaya ringan.
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Namun sungguh berbeda dengan ketentuan SPDP yang
lazim, yaitu dari penyidik ke penuntut umum, Pasal 84 UU
Narkotika memerintahkan pemberitahuan penyidikan dari
Penyidik Polri ke Penyidik BNN atau sebaliknya. Hal ini dapat
mengakibatkan penyidikan terhadap seorang tersangka
menjadi terkatung-katung/lama di tingkat penyidik tanpa
diketahui sejak awal oleh penuntut umum, bahkan terkesan
penuntut umum penegakkan keadilan dalam sidang kasus
narkotika sengaja tidak dilibatkan atau dihilangkan perannya.

Pengaturan mengenai SPDP yang tidak lazim ini,
memungkinkan terjadinya pengiriman berulang berkas
perkara sehingga proses penyidikan tidak efektif, memakan
waktu. Misalnya, karena Penyidik Polri beranggapan bahwa
kewajiban SPDP hanya kepada BNN dan sebaliknya, maka
penuntut umum akan kebingungan dan kewalahan ketika
menerima berkas penyidikan yang telah lengkap (ditandai
oleh diterimanya surat pemberitahuan dengan kode P21)
tanpa adanya SPDP sebelumnya yang dapat dipelajari.
Sehingga menjadi semakin besar kemungkinan berkas
dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi.

Tidak diberitahukannya SPDP kepada penuntut umum
dalam prakteknya bertujuan agar sewaktu-waktu laporan yang
diterima penyidik dapat ditutup atau dipetieskan oleh
penyidik. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik lebih memilih
untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (istilah 86).
Tujuan tercapainya damai bagi penyidik, tidak lain adalah
motif mendapatkan imbalan dari salah satu pihak (biasanya
yang memiliki kedekatan personal dengan penyidik), bahkan
tidak jarang mendapatkan imbalan dari kedua belah pihak.
Praktek- ini merupakan salah satu bentuk mafia hukum yang
wajib diperangi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, SPDP antara Penyidik
BNN atau Polri dengan Kejaksaan sebagai penuntut umum
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sejak awal hendaknya merupakan keharusan. Selain dapat
sebagai fungsi pengawasan oleh penuntut umum, juga
menghindari terjadinya tindakan mafia hukum aparat dalam
bertugas.

G. Masalah Penyitaan dan Pemusnahan

enyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidikan guna

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaan barang atau benda-benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Pasal 38 KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat
izin dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan.
Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat
perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan
tindakan segera. Itupun, setelah penyitaan karena alasan
darurat tersebut dilakukan, penyidik tetap wajib segera
melaporkan kepada ketua pengadilan.

Berbeda dengan KUHAP, UU Narkotika tidak mewajibkan
penyidik untuk mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan
negeri setempat untuk melakukan penyitaan, kewajibannya
kepada yang lazimnya memberikan izin untuk rangkaian
tindakan  tersebut hanya berupa surat tembusan
pemberitahuan penyitaan.

Kewajiban bagi Penyidik Polri atau BNN ketika menyita,
yakni melakukan penyegelan dan membuat berita acara
penyitaan, serta dalam waktu 3 x 24 jam mengirim surat
pemberitahuan kepada kepala kejaksaan negeri setempat
dengan ditembuskan kepada ketua pengadilan negeri
setempat, menteri, dan kepala badan pengawas obat dan
makanan (Badan POM).

Sedangkan bagi Penyidik PNS tertentu, wajib menyerahkan
barang sitaan beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN
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atau Penyidik Polri dalam waktu 3 x 24 jam, dan mengirim
tembusan berita acaranya kepada kepala kejaksaan negeri
setempat, ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan
Kepala Badan POM. .

Kewenangan penyimpanan dan penguasaan barang sitaan
hanya dimiliki oleh Penyidik BNN atau Polri, sedangkan
Penyidik PNS tertentu tidak diberikan kewenangan. Setelah
kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan
tentang penyitaan, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus
menentukan status barang sitaan tersebut apakah untuk
kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan
pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Jika status barang sitaan
tersebut untuk dimusnahkan, maka penyidik yang
menyimpan barang sitaan tersebut wajib memusnahkannya
paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan kepala kejaksaan
negeri setempat, serta membuat berita acara pemusnahannya.

Selain kepala kejaksaan negeri yang diberikan kewenangan
untuk memusnahkan, Penyidik BNN dan Polri diwajibkan
untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan di
ladang, atau tempat tertentu yang ditanami narkotika,
termasuk dalam bentuk lainnya yang ditemukan secara
bersamaan di tempat tersebut. Pertimbangan pembuat undang-
undang mewajibkan penyidik untuk memusnahkan tanaman
narkotika yang ditemukan, karena perkembangbiakan
tanaman narkotika yang begitu cepat pada tanaman semacam
ganja atau opium. Selain itu bila tidak ditemukan pemilik
tanaman narkotika tersebut, memang sudah seharusnya
tanaman tersebut dimusnahkan karena merupakan barang
terlarang. Apabila tidak dimusnahkan dengan segera,
ditakutkan dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak
berwenang. Yang jadi persoalan adalah bila pemilik atau
pengurus ladang tanaman narkotika tersebut telah diketahui
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serta menjadi tersangka, dan merupakan bagian dari proses
penyidikan, pada saat penggerebekan tidak dapat ditemui
sehingga tanaman beserta bentuk narkotika lainnya yang
ditemukan pada saat bersamaan wajib dimusnahkan.
Sementara tentunya tanaman dan bentuk lain narkotika yang
ditemukan saat penggerebekan akan menjadi barang bukti
untuk proses pengadilannya.

Kewenangan kepala kejaksaan negeri dan penyidik untuk
memusnahkan barang sitaan narkotika dan prekursor
narkotika sebelum adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, dinilai bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum. Hukum acara pidana umumnya
menentukan suatu barang sitaan seharusnya tetap berada
dalam keadaan yang tidak berubah sejak mulai disita sampai
dengan ditentukan statusnya melalui putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut juga menyimpangi Pasal 194 KUHAP,
serta dinilai bertentangan dengan prinsip hukum dan norma-
norma yang berlaku. Penyitaan barang dalam perkara pidana
tujuannya untuk diajukan sebagai barang bukti di pengadilan
karena ada hubungan dengan pembuktian perkara.
Kewenangan kepala kejaksaan negeri melakukan pemusnahan
tanpa melalui proses pengadilan, bersifat internal dan tertutup
sehingga orang/badan hukum yang merasa dirugikan atau
ingin melakukan upaya hukum terhadap penyitaan karena
merasa secara sah memiliki narkotika tersebut, menjadi tidak
dapat berbuat apa-apa.

Perbuatan hukum terhadap barang sitaan, terutama dalam
hal dilakukan pemusnahan hanya dapat dilakukan dalam
kerangka pelaksanaan putusan pengadilan oleh majelis hakim,
yang ditindaklanjuti pelaksanaan eksekutorial oleh pejabat
kejaksaan. Oleh karenanya ketentuan Pasal 91 dinilai
melangkahi kewenangan pengadilan sebagai pemutus dalam
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persoalan hukum hingga adanya putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) dan asas
praduga tidak bersalah.

UU Narkotika kemudian juga mencantumkan Pasal 96
sebagai konsekuensi akibat adanya salah memusnahkan
barang sitaan yang ternyata sah/legal. Kepada pemilik barang
tersebut, diberikan ganti kerugian oleh Pemerintah. Namun,
adanya pasal ini justru memperlihatkan suatu bentuk
pengakuan adanya pelanggaran terhadap asas hukum praduga
tak bersalah (presumption of innocence) .

UU Narkotika tidak menyebutkan mengenai tempat
penyimpanan benda sitaan. Namun Indonesia telah mengatur
hal ini melalui pasal 44 KUHAP, bahwa benda-benda sitaan
disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
(Rupbasan). Rupbasan merupakan satu-satunya tempat
penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Pengaturan
benda sitaan yang dirampas untuk negara atau untuk
dimusnahkan, diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP jo. Pasal 11 Peraturan Menteri
Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Berkaitan dengan
pengeluaran benda sitaan yang dirampas untuk negara atau
untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat
dipakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rupbasan
berdasarkan Putusan Pengadilan. Hanya pengadilan yang
berwenang menentukannya dalam putusannya.

Adanya kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk
memusnahkan barang sitaan yang mendahului putusan
pengadilan terdapat dalam UU Narkotika. Hal senada
sebelumnya juga terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP.
Akan tetapi adanya ketidaksesuaian antara pasal dan ayat
tersebut dengan prinsip-prinsip hukum telah ditengahi dalam
angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-
PW.07.03/1983 yang menegaskan, “Perintah pemusnahan atau
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perusakan itu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri”, sehingga dengan demikian ada jaminan yang
mengikat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang
senada dengan pemusnahan benda sitaan. Tidak mungkin
putusan pengadilan akan berbeda dengan persetujuan izin
pemusnahan yang diberikannya kepada penyidik atau
penuntut umum.

Selain itu kewenangan untuk menyita dan memusnahkan
barang bukti, justru dipergunakan oleh aparat untuk
melakukan penggelapan barang bukti narkoba. Berikut
beberapa contoh kasus yang pernah terjadi dan terlaporkan:

® Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menonaktifkan Kepala
Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pandeglang terkait
lepasnya tersangka dan hilangnya barang bukti dalam
kasus narkotika yang ditangani Kepolisian Resor
Pandeglang®.

® Hendra Ruhendra, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri
Cibinong, tertangkap dalam kasus kepemilikan 217 gram
shabu dan beberapa butir ekstasi. Berdasarkan rilis yang
ditandatangani Kepala Satuan III Obat Berbahaya, pada
saat pemeriksaan diketahui Ruhendra mengambil
sebagian barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan
Negeri Cibinong - meskipun rilis itu dibantah oleh Kepala
Satuan III Kejahatan Terorganisir Direktorat Narkoba
Polda Metro Jaya®*.

® Jaksa Ester Thanak dan Dara Veranita, serta Polisi Aiptu
Irfan, sebagai terdakwa dalam kasus penjualan barang
bukti berupa ekstasi sebanyak 343 butir. Putusan
dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Utara pada Rabu 2 Desember 2009 yang memutuskan
Jaksa Ester dihukum 1 tahun pidana penjara. Terdakwa

33 Kompas, 19 Juli 2005.
34Tempo Interaktif, 30 Agustus 2005.
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Dara dinyatakan bebas, karena tidak ada kesaksian yang
memberatkan. Dara hanya dianggap mengetahui
penjualan barang haram itu, namun tutup mulut karena
diberi HP Blackberry. Terhadap terdakwa Aiptu Irfan,
anggota Polsek Pademangan yang dianggap sebagai aktor
intelektualnya, hakim menjatuhkan hukuman satu tahun
enam bulan penjara. Sedangkan Jaenanto, seorang
pesuruh, mendapat hukuman sama dengan Ester yakni 1
tahun®.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan kelemahan aturan
hukum terkait pengamanan barang sitaan narkoba.
Terbukanya celah penggelapan barang bukti narkoba ini
kemungkinannya disebabkan ketertutupan setelah tindakan
penyitaan dilakukan. Ruang yang tersedia bagi pihak lain di
luar penyidik untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait
barang hasil sitaan begitu terbatas. Karena keterbatasan ruang
itu, hasil penyitaan barang bukti amat terbuka untuk
disalahgunakan. Kemungkinan penyalahgunaan kian terbuka
karena demi kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang
memerintahkan orang yang menguasai benda untuk
menyerahkan benda itu kepada penyidik. Salah satu
kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat
secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Misalnya:
Penyidik sering mengumumkan, mereka berhasil menangkap
bandar pengedar narkoba kelas kakap dengan bukti sekian
kilogram shabu dan sekian ribu butir pil ekstasi; Atau,
pengumuman keberhasilan penyidik menyita sekian ribu botol
minuman keras. Karena tidak mudah dan hampir tidak
mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan
penyidik, penyalahgunaan barang bukti menjadi mudah
dilakukan. Dengan kesulitan mengecek kebenaran jumlah data
yang dikemukakan penyidik, penyalahgunaan barang bukti

3> www.detiknews.com
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sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah
penyitaan. Artinya, semua barang bukti yang tidak dicatat
dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan segera usai
penyitaan.

Begitu juga terbukanya peluang penggelapan justru pada
saat pemusnahan barang bukti. Dalam pelbagai kesempatan,
penyidik sering mempertontonkan pemusnahan barang bukti
narkotika, namun sebagaimana halnya dengan penyitaan
barang-barang lainnya dalam jumlah banyak, pemusnahan
tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengontrol
kebenaran data yang diumumkan penyidik dalam
pemusnahan barang bukti.

Salah  satu  upaya penting untuk mengurangi
penyalahgunaan barang bukti adalah dengan membuat aturan
hukum yang lebih jelas dan rinci. Meski tidak menafikan
upaya itu, cara cepat yang harus dilakukan adalah memberi
ruang kepada pihak lain di luar penyidik untuk mengecek
kebenaran akurasi data tentang penyitaan dan pemusnahan
barang bukti. Selain itu, harus ada jaminan misalnya, bagi
tersangka untuk mengklarifikasi kebenaran data yang
dikemukakan penyidik. Hal ini tidak diatur secara jelas.
Bukan tidak mungkin, jika langkah-langkah cepat tidak
dilakukan, penyitaan dan pemusnahan barang bukti hanya
menjadi cara lain untuk memindahkan bandar pengedar
narkoba atau lokasi penjualan narkoba ke tempat lain. Dan,
pelakunya bisa saja mereka yang diberi amanat untuk
menegakkan hukum.

H. Masalah Pembalikan beban pembuktiaan Aset Harta Benda
asal 97 dan Pasal 98 UU Narkotika memberlakukan asas
pembalikan beban pembuktian Pembalikan beban

pembuktiaanterkait harta benda tersangka atau terdakwa.

Tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan
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tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami,
anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau
yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana
narkotika demi kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di
sidang pengadilan. Hakim berwenang meminta terdakwa
membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda
istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan
berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan
terdakwa.

Ketentuan ini dinilai sangatlah berlebihan. Berbeda dengan
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga
menerapkan Pembalikan beban pembuktiaan asas pembalikan
beban pembuktian, wajar dan patut diduga bila harta benda
hasil korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat
merugikan tidak saja sebagian kecil masyarakat, akan tetapi
juga merugikan negara yang berdampak bagi seluruh lapisan
masyarakat berupa terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya
tingkat kesejahteraan masyarakat.

Merupakan hal yang aneh jika Pembalikan beban
pembuktiaan asas pembalikan beban pembuktian diterapkan
dalam tindak pidana narkotika. Karena hasil kekayaan,
keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika
bersifat personal bagi para pelaku atau penyalahguna. Yang
berdampak meluas pada kejahatan narkotika adalah sifat
perilaku dan kemerosotan nilai nilai-nilai kemasyarakatan.
Apa urgensi dari pemberlakuan Pasal 97 dan Pasal 98 UU
Narkotika di atas? UU ini tidak memberikan penjelasan untuk
itu.

Di samping itu, perkara narkotika tidak seperti perkara
korupsi, di mana terdakwa dapat dijatuhi hukuman selain
denda juga membayar ganti rugi kepada negara. Harta benda
terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi dapat
dilakukan sita eksekusi guna kepentingan pembayaran ganti
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rugi tersebut. Berbeda dengan perkara narkotika, undang-
undang tidak mengatur hukuman membayar ganti rugi kepada
negara, sehingga kalau di persidangan terungkap harta
kekayaan terdakwa dan keluarganya berasal dari hasil
kejahatan narkotika, akan dikemanakan harta tersebut?
Sedangkan apabila perkaranya sudah diputus pengadilan dan
berkekuatan hukum tetap, sudah selesai seluruhnya. Dan lagi
perangkat hukum lainnya seperti lembaga negara untuk
penanganan pencucian uang sampai sekarang masih belum
ada.

I. Masalah Penetapan Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang
Tidak Terbukti Bersalah

asal 103 UU Narkotika mencantumkan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu
Narkotika dapat:

a.  Memutus untuk memerintahkan yang bersngkutan
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b.  Menetapkan untuk memerintahkan yang
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana narkotika.

Pembuat undang-undang keliru dengan memberlakukan
Pasal 103 ayat (1) huruf b di atas karena ketentuan tersebut
sangat rancu dan dinilai bertentangan dengan asas-asas
hukum pidana maupun konstitusi kita. Hal yang aneh dan
tidak lazim adalah jika terhadap suatu proses pemeriksaan
persidangan pidana yang telah menghadirkan seseorang
terdakwa, di mana sebelumnya telah dilalui proses
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penyidikan, proses penangkapan dan penahanan, kemudian
dilakukan penuntutan dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah
dan diputus bebas oleh majelis hakim, namun tetap
diperintahkan untuk melakukan sesuatu berdasarkan
penetapan hakim tersebut.

Pada substansi pasal tersebut terdapat pertentangan dan
ketidaksesuaian (inkonsistensi) dalam penerapannya. Di satu
sisi ada frasa “tidak terbukti bersalah”, namun di sisi lain ada
frasa “memerintahkan” yang mana hal ini ditafsirkan sebagai
pernyataan yang menjelaskan adanya kesalahan dan berupa
hukuman bagi si terdakwa.

Dalam hukum pidana pada umumnya hanya mengenal:
putusan bebas atau dinyatakan bebas (vrijspraak)’®; putusan
pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht
vervolging)’’; dan putusan pemidanaan. Hanya terhadap
terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhkan putusan
pemidanaan, maka sanksi yang dapat diberikan kepadanya
adalah: pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang
tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Lalu dimanakah
letak eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf b UU Narkotika di
atas dalam hukum pidana?

Makna seseorang yang terbukti tidak bersalah dan
dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa harus
dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tegasnya tidak ada

36 Putusan bebas atau dinyatakan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
sebagaimana diatur dalam Pasal 191 (1) KUHAP

37 Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika pengadilan berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu
bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala
tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 (2) KUHAP
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hukuman apapun atau perintah yang dapat dijatuhkan
kepadanya. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
juga memiliki kesamaan, yakni walaupun apa yang
didakwakan kepadanya terbukti, namun bukanlah merupakan
tindak pidana, maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana
terhadapnya. Sedangkan putusan pemidanaan, yakni
menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa
yang dinyatakan bersalah, berisi perintah untuk menghukum
terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam
pasal pidana yang didakwakan, sebagaimana sanksinya telah
disebutkan di atas.

Adanya putusan berupa perintah dalam proses persidangan
pidana hanyalah dapat diterapkan kepada terdakwa yang
dinyatakan bersalah. Sehingga asas praduga tidak bersalah
yang sebelumnya disandang selama menjadi terdakwa, dengan
adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,
berganti menjadi “bersalah” atau disebut juga terpidana.

Penafsiran frasa “tidak terbukti bersalah” pada Pasal 103
ayat (1) huruf b UU Narkotika, artinya terdakwa yang
dituduhkan sebagai pecandu bukanlah seorang pecandu dan
tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Maka
status praduga tidak bersalah berubah menjadi “tidak
bersalah” setelah dijatuhkannya putusan berdasarkan
ketentuan  tersebut. Persoalannya, ketentuan tersebut
mencantumkan perintah rehabilitasi yang merupakan
penjabaran dari orang yang “bersalah”. Pasal tersebut
melanggar asas kepastian hukum, asas persamaan di muka
hukum, asas kepatutan dalam norma-norma hukum, serta asas
“praduga tidak bersalah” itu sendiri.

J. Masalah Sanksi Pidana Minimal
engenai ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam
UU Narkotika jauh lebih berat ketimbang UU Narkotika
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Lama. Hampir pada setiap pasal ketentuan pidananya
mencantumkan ancaman pidana minimal, sedangkan UU
Narkotika Lama tidak menerapkan ancaman pidana minimal
kecuali UU Psikotropika yang juga menerapkan ancaman
pidana minimal 4 tahun pada jenis golongan psikotropika
golongan I pada saat masih berlaku.

Mungkin pembuat undang-undang menganggap dampak
yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat
serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun
pelanggaran undang-undang narkotika tidak dapat ditolerir
dan diancam pidana minimal yang berat. Pembuat undang-
undang berkehendak memberikan efek jera yang tinggi bagi
para pelaku kejahatan narkotika sehingga visi “Indonesia
Bebas Narkoba 2015” dapat tercapai.

Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  memiliki
independensi. Hakim tidak boleh dipengaruhi siapapun
selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya hakim
memperoleh kebenaran suatu perkara dan dapat memberikan
keadilan dalam putusannya. Akan tetapi di sisi lain, hakim
juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada surat dakwaan
penuntut umum, karena putusannya harus didasarkan pada
surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan ruang lingkup
perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam
putusan hakim. Hakim juga terikat dengan alat-alat bukti yang
sah di persidangan, sebagai bahan untuk menilai surat
dakwaan. Kemudian hakim terikat pada pertimbangan-
pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan-
alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara. Dengan
adanya ancaman pidana minimal maupun maksimal, hakim
terikat pada pasal-pasal tersebut sehingga wajib menjatuhkan
hukuman tidak boleh melampaui batas minimal atau
maksimalnya.
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Namun yang jadi persoalan, ancaman pidana minimal yang
tinggi tersebut justru kemudian menjadi mempidanakan /
mengkriminalisasi masyarakat. Contoh kasusnya adalah
seorang pelaku yang baru mengenal narkotika dan hanya
memiliki satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan
oleh temannya, atau ditawari dari seseorang yang tidak
dikenal dikatakan untuk dicoba dulu. Kemudian pelaku hanya
orang golongan ekonomi lemah. Ternyata dari hasil
laboratorium jenis narkotika yang dimilikinya adalah golongan
I. Akan terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman berat
minimal 4 tahun sedangkan perbuatan pidananya tergolong
sederhana dan pelaku tergolong ekonomi lemah.

Pada saat berlakunya ancaman minimal 4 tahun dalam UU
Psikotropika, dalam suatu acara pelatihan aparat penegak
hukum Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di
Jakarta tanggal 25-31 Januari 2000, Prof. Dr. Barda Nawawi
Arief mengatakan, “Undang-Undang Psikotropika tidak
memberikan petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana
menerapkan ancaman pidana minimal ini. Berbeda dengan
KUHP, di dalamnya terdapat petunjuk pelaksanaan ancaman
pidana maksimal, di mana pidana penjara yang dapat
dijatuhkan tidak boleh melampaui ancaman maksimal dan
minimal pidana penjara satu hari. Ancaman pidana minimal
dapat disimpangi manakala hukuman yang dijatuhkan benar-
benar memberikan rasa keadilan.”

Walaupun undang-undang tersebut menentukan batas
minimal hukuman, namun batasan itu bukan harga mati.
Hakim dalam tugasnya mengadili suatu perkara bukan sebagai
corong dari undang-undang yang hanya menyuarakan bunyi
ketentuan undang-undang. Di lain pihak hakim harus
memeriksa kebenaran suatu perkara, dan putusan harus
mencerminkan rasa keadilan. Kalau menurut kebenaran dan
keadilan kasus tindak pidana narkotika hukumannya di
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bawah minimal yang ditetapkan undang-undang, maka hakim
harus berani menerobos ketentuan undang-undang.

Adanya ancaman pidana minimal yang berat dalam tindak
pidana narkotika dirasakan tidak adil terhadap kasus tertentu.
Hal ini tidak sesuai pula dengan prinsip “ultimum remidium”
yakni bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir untuk
memperbaiki kelakuan manusia. Hendaknya penerapan
sanksi-sanksi pidana dalam undang-undang juga dibatasi agar
tidak begitu saja diberlakukan.

Sanksi pidana harus pula dilihat dari keuntungan dan
kerugiannya agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya
penyembuh dan bukan justru membuat “penyakit” yang lebih
parah dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum selain
untuk kepastian dan keadilan, adalah juga untuk
“kegunaan/kemanfaatannya”. Sebagaimana dalam hukum
pidana dikenal teori relatif (relative theorieen) atau teori
tujuan, bahwa “pidana itu bukanlah untuk melakukan
pembalasan  kepada  pembuat  kejahatan  melainkan
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.

Rapat Kerja Nasional (rakernas) Mahkamah Agung (MA)
dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding pada Oktober
2009 membahas permasalahan hukum yang terjadi di dalam
praktek. Salah satu yang disamakan persepsinya adalah
dibolehkannya penjatuhan vonis di bawah syarat pidana
minimal. Dalam beberapa UU, memang kerap disebut adanya
pidana minimal yang harus dijatuhkan kepada terpidana
untuk kasus tertentu yang mendapat perhatian publik, seperti
kasus korupsi. Rakernas tersebut akhirnya menyepakati
bahwa penjatuhan hukuman di bawah empat tahun
dibolehkan, tetapi harus memenuhi syarat tertentu. "Hakim
dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan
didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum sistematis,
jelas, dan logis. Harus diingat bahwa penerapan hal tersebut
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bersifat kasuistis, tidak berlaku umum," demikian bunyi salah
satu kesimpulan dalam rakernas itu. Ketua MA, Harifin A
Tumpa menjelaskan pada prinsipnya hakim memang wajib
melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UU, termasuk
ketentuan pidana minimal dalam kasus korupsi, namun
prinsip itu tak berlaku secara rigid. "Tentu hakim itu bukan
hanya corong dari undang-undang, tapi dia juga harus
mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat".
Salah satu yurisprudensi adalah perkara yang baru saja
diputuskan oleh Harifin Tumpa, yakni, perkara korupsi yang
yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Uang yang
dikorupsi tidak terlalu banyak, yaitu sebesar Rp 4.5 juta. Di
Pengadilan Negeri (PN), terdakwa dihukum satu tahun
penjara. Di Pengadilan Tinggi (PT), hukumannya naik menjadi
tiga tahun penjara. "Di MA dikembalikan satu tahun lagi
karena memang ada rasa keadilan yang harus dikedepankan".
Menurutnya, “Meski secara prinsip undang-undang menyebut
syarat minimal, hakim bisa menyimpanginya. Ada
eksepsional-eksepsional yang dimungkinkan untuk
menerapkan rasa keadilan itu"”.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka ancaman pidana
minimal dalam undang-undang narkotika sudah seharusnya
pula dapat disimpangi jika hakim menilai putusan yang akan
dijatuhkannya memenuhi rasa keadilan, secara kasuistis.

K. Masalah Gramatur Narkotika
ramatur adalah ketentuan jumlah narkotika yang
ditemukan di tangan pelaku sebagai barang bukti diukur
dengan satuan berat (gram). Dengan UU Narkotika, walaupun

Bhttp://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:310uNFh2mIwJ:www.lexregis.
com/%3Fmenu%3Dnews%26idn%3D411+Di+MA-+dikembalikan+satu+tahun+lagi+karen
a+memang+ada-+rasa+keadilan+yang+harus+dikede pankan&cd=1&hl=id&ct=cInk&gl=id
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kebijakan narkotika ini baru mengalami perubahan, aparat
penegak hukum tentu saja tetap kesulitan untuk menentukan
seorang pelaku yang tertangkap tangan; sejak awal
pemeriksaan disangkakan sebagai pengguna atau pengedar,
untuk selanjutnya terhadap pelaku tersebut diproses pidana
atau tidak. Ditambah lagi definisi pecandu, pengguna, ataupun
penyalahguna memiliki kerancuan tersendiri akibat belum ada
pembedaan yang tegas oleh pembuat undang-undang. Ada
pecandu/pengguna yang tidak melawan hukum, namun ada
pula pecandu/pengguna yang melawan hukum. Pembuat
undang-undang belum secara tegas menempatkan pecandu
sebagai korban. Untuk menengahi masalah pengkategorian ini,
seharusnya pengaturan mengenai gramatur bisa menjadi
sebuah solusi. Namun sayangnya UU Narkotika tidak
mengaturnya.

Di beberapa negara, pembedaan status pecandu, pengguna,
penyalah guna, dan/atau pengedar sudah dapat ditentukan
sejak awal tanpa harus menempuh proses hukum pidana
terlebih dahulu. Keterlibatan lembaga medis sudah dapat
menentukan status seseorang apakah ditetapkan sebagai
tersangka atau tidak, sehingga penerapan aturan hukumnya
bisa dibedakan sejak awal.

Dampak positif dalam membedakan/menentukan status
pecandu, penyalahguna, atau pengedar sejak dini adalah
berkurangnya jumlah pecandu yang harus ditempatkan atau
dihukum penjara. Karena penjara dan hukuman berat
bukanlah solusi bagi para pecandu narkotika, serta belum
tentu menekan angka pecandu narkotika. Sebagai bahan
pertimbangan, perhatikan konsiderans Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 tahun 2009 tentang
Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan
Rehabilitasi yang menyebutkan:
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“Memperhatikan bahwa sebagian besar dari narapidana
dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori
pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari
aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang
menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang
bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah
mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.”
Selain itu, faktanya di dalam penjara justru kemungkinan
penularan HIV menjadi semakin besar akibat sulitnya
mendapatkan peralatan suntik steril untuk mengkonsumsi
narkotika yang bahkan di dalam penjara sekalipun masih juga
dapat diperjualbelikan®®. Di Indonesia penularan HIV yang
dilaporkan melalui penggunaan peralatan suntik narkoba
secara bergiliran mengalami peningkatan sangat drastis selama
periode 2000-2006 dan hingga saat ini jumlah yang dilaporkan
tertular HIV dari kelompok ini masih di atas 1,000 kasus tiap
tahunnya®.

Dengan adanya Pasal 103 UU Narkotika yang memberi
kewenangan pada hakim untuk memutus atau menetapkan
seorang terdakwa tindak pidana narkotika wajib menjalani
rehabilitasi baik terbukti bersalah ataupun tidak, maka suatu
perkara tindak pidana narkotika akan sepintas dimaknai oleh
aparat penegak hukum sebagai harus dibawa ke pengadilan.
Namun di sisi lain, ternyata dalam undang-undang tersebut
terdapat pasal yang mengatur penghapusan penuntutan
pidana jika pecandu sejak awal melaporkan dirinya kepada
lembaga yang berwenang.

39 Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT
Pemasyarakatan di Indonesia Tahun 2010-2014 - Ditjen Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan HAM RI

40 Laporan Triwulan Situasi Perkembangan HIV & AIDS di Indonesia hingga Desember 2009
- Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan RI, 2010
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Persoalannya kemudian adalah undang-undang masih
menempatkan seorang pecandu sebagai subjek
kriminal/pelaku kejahatan, bukan sebagai korban (objek). Jika
undang-undang telah memposisikan secara tegas (memiliki
perspektif) dan tidak parsial bahwa penggguna dan pecandu
merupakan korban peredaran gelap narkotika, maka tentang
kewajiban melapor bagi pecandu akan terasa tidak perlu
diatur dalam undang-undang. Hal tersebut lebih disebabkan
karena tidak terdapat pembedaan antara pecandu yang
melaporkan diri ataupun tidak, keduanya adalah sama-sama
pecandu.

Ketikapun aparat mengalami kesulitan membedakan mana
pecandu (korban) yang bukan pula pengedar (pelaku), maka
gramatur pada saat penangkapan dapat menjadi indikator
yang membedakannya. Misalnya yang dapat dinyatakan
sebagai “kepemilikan untuk pemakaian pribadi” adalah saat
tertangkap memiliki/menguasai narkotika kurang dari 5 gram,
sementara yang memiliki lebih dari itu dinyatakan sebagai
“kepemilikan untuk diedarkan”.

Dengan pengutamaan wajib lapor serta perspektif
pengkriminalan pengguna dan pecandu narkotika yang masih
dimiliki UU Narkotika yang saat ini berlaku, para aparat
dapat dengan leluasa memproses seseorang pecandu atau
pengguna agar dibawa ke pengadilan. Seharusnya jika
terdapat pengaturan gramatur dan definisi yang jelas
mengenai status seorang pengguna, maka terhadap pengguna
yang dapat menunjukkan dirinya sebagai pecandu, dengan
hanya memiliki narkotika sebatas pemenuhan kebutuhan
ketagihannya sendiri, walaupun tidak melaporkan dirinya,
sejak awal tidak dapat dijadikan tersangka.

Kekurangan UU Narkotika adalah tidak mengatur gramatur
yang dapat mengkategorikan seseorang memiliki narkotika
untuk konsumsi pribadi atau untuk (juga) diedarkan, serta
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tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud sebagai
pengguna yang tidak melawan hukum. Ketentuan Umum UU
Narkotika hanya memberikan definisi mengenai Pecandu dan
Penyalahguna.

UU Narkotika mengatur tentang Pengobatan dan
Rehabilitasi pada Bab IX. Terhadap seseorang yang telah
melaporkan dirinya sebagai pecandu sehingga menjalani
pengobatan, maka dapat memiliki, menyimpan, dan/atau
membawa narkotika golongan II atau golongan III sesuai resep
dokter. Dengan adanya pasal-pasal pada Bab IX UU ini,
kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai
tersangka dan melakukan penuntutan terhadapnya menjadi
gugur, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengguna
yang Tidak Melawan Hukum adalah seseorang yang
memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal-pasal pada Bab IX
UU ini, dengan keutamaan wajib lapor.

Lalu bagaimana dengan seorang pecandu yang tidak
melaporkan dirinya sebagaimana Pasal 55? Bukankah tidak
terdapat perbedaan bagi pecandu yang melaporkan maupun
tidak sebagai sama-sama pecandu dan mengalami
ketergantungan terhadap narkotika? Bagaimana seseorang
dapat dikategorikan sebagai seorang pecandu yang tidak
melawan hukum agar ia tidak takut melaporkan dirinya?
Seberapa besar frekuensi mengkonsumsi narkotika sehingga
dapat dikategorikan sebagai pecandu?

Selain kurang tersosialisasikannya pengaturan tentang
wajib lapor, secara psikologis seseorang akan takut untuk
melaporkan diri kepada sebuah lembaga resmi dengan petugas
berseragamnya, karena kebanyakan orang sejak pertama
mencoba pakai narkotika hingga akhirnya menjadi pecandu,
tidak pernah melalui perizinan dokter atau siapapun,
mendapatkan zat-zat tersebut pun dari pasar gelap, tidak
resmi, bawah tanah, dan sembunyi-sembunyi.
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Pasal 128 UU Narkotika menghapuskan tuntutan pidana
bagi seseorang yang belum atau telah cukup umur ketika telah
melaporkan dirinya sebagai pecandu sesuai Pasal 55. Pecandu
yang demikian dikategorikan sebagai tidak melawan hukum.
Tuntutan pidana juga terhapuskan saat pecandu yang telah
cukup umur sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali
masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga
rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.Sedangkan
berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika, walaupun tidak
melaporkan diri (pelanggaran Pasal 55 UU Narkotika),
pecandu dapat diputus, ditetapkan, dan diperintahkan hakim
untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti maupun tidak
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Tentu sangatlah melelahkan bagi seseorang untuk
menjalani proses pidana, menimbulkan beban psikiologis
yang berat, belum lagi kemungkinan mengalami kerugian baik
materil maupun immateril dalam menghadapi suatu perkara.
Bagi seorang pecandu, proses hukum acara pidana yang dapat
memakan waktu berbulan-bulan sejak dijadikan tersangka
atau terdakwa hingga adanya putusan pengadilan dirasakan
tidak efektif ketika pada akhirnya dirinya dinyatakan sebagai
pecandu dan diperintahkan hakim untuk menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Lalu apakah dengan adanya pasal 128 tersebut di atas
efektif untuk membuat seorang pecandu sadar untuk segera
melaporkan dirinya kepada pihak terkait? Serta apakah
ketentuan wajib lapor tersebut adalah konstitusional? Lalu apa
kaitannya seorang pecandu dengan adanya gramatur? Dari
hasil riset BNN ketika melakukan sosialisasi terhadap RUU
yang baru, bahwa selama berlakunya undang-undang No. 22
tahun 1997 tentang Narkotika yang juga menerapkan
ketentuan wajib lapor, di beberapa daerah seperti Bandung,
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Padang, Medan, Semarang Solo, Yogyakarta, dan Bengkulu,
diperoleh informasi bahwa Dinas Kesehatan maupun Polda,
Polres maupun Polsek setempat, selama ini belum pernah
mendata adanya pecandu narkoba di wilayahnya. Data
pecandu yang ada, masih terbatas pada data pecandu yang
telah  teridentifikasi di rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, maupun panti-panti rehabilitasi baik yang
dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan
data riil pecandu secara nasional yang diperoleh melalui
lembaga wajib lapor sampai saat ini belum pernah ada. Selain
itu dari hasil wawancara dengan pejabat atau direktur tempat
rehabilitasi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta,
diperoleh keterangan bahwa sebagian besar mereka datang
bukan karena perintah undang-undang tentang wajib lapor
tersebut, namun pada umumnya mereka datang hanya ingin
berobat dan sebagian besar atas inisiatif orang tuanya. Dan
menurut keterangan sebagian besar pecandu yang sedang
direhabilitasi di Kampus Unitra (selanjutnya disebut Lido)*,
bahwa pada umumnya mereka tidak mengetahui adanya
ketentuan wajib lapor tersebut, termasuk mereka belum
mengetahui adanya sanksi hukum bagi mereka yang tidak
melapor®.

Tidak diaturnya gramatur yang akan menegaskan apakah
seseorang adalah pecandu atau tidak, menjadi kekurangan dan
kelemahan di dalam UU Narkotika ini. Padahal sebelum
keluarnya UU ini, telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung

41 Merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika
Nasional yang berlokasi di Daerah Lido, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor

42 Laporan Hasil Studi Banding Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Pada
Central Narcotics Bureau (CNB) dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) tanggal 27-
30 Oktober 2008.

100



BAB IV » MASALAH HUKUM PIDANA & ACARA PIDANA

(SEMA) No. 07 tahun 2009 tentang : Menempatkan Pemakai
Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Seharusnya
filosofi SEMA tersebut tinggal diadopsi dan dimasukkan ke
dalam UU Narkotika sehingga menghilangkan tuntutan pidana
terhadap pecandu sejak awal.

Berdasarkan SEMA tersebut, para hakim mendapat amanat
agar sedapat mungkin menerapkan putusan perkara bagi
terdakwa pengguna narkoba yang menderita sindroma
ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau
perawatan. Sedangkan pengklasifikasian bagi hakim untuk
menjatuhkan vonis rehabilitasi adalah bila memenuhi syarat-
syarat berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam
kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas,
ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contoh:
- Heroin/putaw: maksimal 0,15 gram;
- Kokain: maksimal 0,15 gram;
- Morphin: maksimal 0, 15 gram;
- Ganja: maksimal 1 linting rokok dan/atau 0,05 gram;
- Ekstasi: maksimal 1 butir/tablet;
- Shabu: maksimal 0,25 gram;
- Dan lain-lain termasuk dalam narkotika golongan I s/d
III dan psikotropika Golongan I s/d IV;
- Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan
narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- Bukan residivis kasus narkoba;
- Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater
(Pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan
merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Dengan keluarnya UU Narkotika, Mahkamah Agung

kemudiaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010
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tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,
Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Mahkamah Agung memberikan panduan bagi hakim yang
memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat
memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang
bersangkutan terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur
dalam Pasal 103 UU Narkotika bila memenuhi syarat-syarat
berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau
Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas
ditemukan barang bukti pemakaiaan 1 (satu) hari dengan
perincian yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010;

c. Adanya surat uji laboratorium berdasarkan permintaan
penyidik yang menunjukan terdakwa positif menggunakan
narkotika;

d. Adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater
pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam
peredaran gelap narkotika.

UU Narkotika tidak secara mutlak menempatkan seorang
pecandu sebagai korban. Masih adanya ketentuan wajib lapor
bagi pecandu mengakibatkannya dapat ditempatkan sebagai
kriminal. Mengenai adanya pengaturan gramatur dalam UU
ini yang hanyalah untuk memberikan sanksi pemberatan bagi
seorang pelaku tindak pidana narkotika, namun bukan untuk
menentukan seseorang sebagai pecandu atau bukan sejak
awal, menandakan pembuat undang-undang kurang
memahami mengenai fungsi gramatur. Lihat pasal-pasal yang
ada gramaturnya di bawah ini:
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PASAL

Pasal
111 ayat

(2)

Pasal
112 ayat
(2)

Pasal
113 ayat
2)

Pasal
114 ayat
2)

Pasal
114 ayat
(2)

GRAMATUR

1kg <
atau 5 batang
pohon

50r<

1kg <

atau 5 batang
pohon

1kg <

atau 5 batang
pohon

50r<
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UNSUR TINDAK
PIDANA

Menanam,
memelihara,
memiliki,
menyimpan,
menguasai,
menyediakan
Narkotika Golongan
| dalam bentuk
tanaman.

Memiliki,
menyimpan,
menguasai,
menyediakan
Narkotika Golongan
| bukan tanaman.

Memproduksi,
mengimpor,
mengekspor, atau
menyalurkan
Narkotika Golongan
| dalam bentuk
tanaman atau
bukan tanaman.

Menawarkan untuk
dijual, menjual,
membeli, menjadi
perantara dalam
jual beli, menukar,
menyerahkan, atau
menerima
Narkotika Golongan
| dalam bentuk
tanaman

Menawarkan untuk
dijual, menjual,
membeli, menjadi

SANKSI PIDANA

5-20 tahun atau
seumur hidup dan
pidana denda
maksimum

Rp 8,000,000,000
ditambah sepertiga.

5-20 tahun atau
seumur hidup dan
pidana denda
maksimum Rp
8,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana mati, pidana
penjara seumur
hidup, atau pidana
penjara 5-20 tahun
dan pidana denda
maksimum Rp
10,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana mati, pidana
penjara seumur
hidup, atau pidana
penjara 6-20 tahun
dan pidana denda
maksimum Rp
10,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana mati, pidana
penjara seumur
hidup, atau pidana
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Pasal
115 ayat
(2)

Pasal
117 ayat
(2)

Pasal
118 ayat

(2)

Pasal
119 ayat
2)

Pasal

104

1kg <

atau 5 batang
pohon beratnya
melebihi 5 gr

50r<

50r<

50r<

50r<

perantara dalam
jual beli, menukar,
menyerahkan, atau
menerima
Narkotika Golongan
| dalam bentuk
bukan tanaman

Membawa,
mengirim,
mengangkut, atau
mentransito
Narkotika Golongan
| dalam bentuk
tanaman.

Memiliki,
menyimpan,
menguasai, atau
menyediakan
Narkotika Golongan
Il.

Memproduksi,
mengimpor,
mengekspor, atau
menyalurkan
Narkotika Golongan
Il.

Menawarkan untuk
dijual, menjual,
membeli, menerika
menjadi perantara
dalam jual beli,
menukar, atau
menyerahkan
Narkotika Golongan
Il.

Membawa,

penjara 6-20 tahun
dan pidana denda
maksimum
10,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana penjara
seumur hidup atau
pidana penjara 5-20
tahun dan pidana
denda maksimum
Rp 8,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana penjara 5-15
tahun dan pidana
denda maksimum
Rp 5,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana mati, pidana
penjara seumur
hidup, atau pidana
penjara 5-20 tahun
dan pidana denda
maksimum Rp
8,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana mati, pidana
penjara seumur
hidup atau pidana
penjara 5-20 tahun
dan pidana denda
maksimum Rp.
8,000,000,000
ditambah sepertiga.

Pidana penjara 5-15
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120 ayat mengirim, tahun dan pidana

(2) mengangkut, atau denda maksimum
mentransito Rp 5,000,000,000
Narkotika Golongan | ditambah sepertiga.
Il.

Pasal 5gr< Memiliki, Pidana penjara 3-10

122 ayat menyimpan, tahun dan pidana

(2) menguasai, atau denda maksimum
menyediakan Rp 3,000,000,000
Narkotika Golongan | ditambah sepertiga.
Il

Pasal 5gr< Memproduksi, Pidana penjara 5-15

123 ayat mengimpor, tahun dan pidana

(2) mengekspor, atau denda maksimum
menyalurkan Rp 5,000,000,000,-
Narkotika golongan | ditambah sepertiga.
Il

Pasal 5gr< Menawarkan untuk | Pidana penjara 5-15

124 ayat dijual, menjual, tahun dan pidana

(2) membeli, menjadi denda maksimum
perantara dalam Rp 5,000,000,000
jual beli, menukar, ditambah sepertiga.
atau menyerahkan
Narkotika golongan
Il

Pasal 5gr< Membawa, Pidana penjara 3-10

125 ayat mengirim, tahun dan pidana

(2)

Konsep gramatur
pemberatan

yang hanya
sanksi

mengangkut, atau
mentransito
Narkotika Golongan
Il

denda maksimum
Rp 3,000,000,000
ditambah sepertiga.

dipergunakan untuk
pidana justru akan menimbulkan

ketidakadilan dan diskriminasi. Apa yang menjadi ukuran
pembuat undang-undang menetapkan berat 5 gramlah yang
menjadi batasan dalam UU Narkotika? Misalnya terjadi dalam
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praktek, tersangka tindak pidana narkotika yang kedapatan
membawa narkotika hanya 6 gram saja, maka pemberatan
sebagaimana pasal undang-undang tersebut menjadi berlaku
terhadap dirinya. Sedangkan pelaku yang kedapatan
membawa semisal 1 ton, maka menurut tabel di atas akan
mendapat sanksi yang sama. Hal ini dirasakan tidak adil.
Namun, untuk menentukan berat ringannya hukuman, hakim
dapat menyesuaikan gramatur sebagai barang bukti tindak
pidana yang terdapat dalam UU Narkotika dalam
pertimbangan putusannya.

Namun pengaturan gramatur bisa juga merugikan
seseorang manakala seorang pecandu tertangkap tangan®
membawa melebihi gramatur yang ditetapkan untuk konsumsi
pribadi (tidak untuk diedarkan), padahal dia sama seperti
pecandu yang lainnya yang seharusnya tidak mendapatkan
hukuman dan tidak diposisikan sebagai kriminal. Untuk lebih
mendapatkan kepastian apakah gramatur perlu diatur dalam
undang-undang narkotika, sebaiknya pembuat undang-undang
terlebih dahulu meletakkan pandangannya melalui sebuah
definisi yang tegas dan jelas bahwa pecandu merupakan
korban dan bukanlah pelaku tindak kejahatan (kriminal)..

L. Masalah Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Narkotika
antan pecandu narkotika masih tetap riskan apabila
sewaktu-waktu terhadap dirinya dilakukan proses

pidana, padahal sudah tidak lagi mengkonsumsi dan telah

menjauhi narkoba tersebut. Kejadian-kejadian lampau bagi
para pecandu narkotika ilegal, apakah terhadap dirinya dapat

4 Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan
tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,
atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang (Pasal 1 angka
19 KUHAP)
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diproses pidana? Misalkan saja mantan pecandu yang kini
bekerja di bidang pengurangan dampak buruk pemakaian
narkotika, sewaktu-waktu dalam suatu diskusi di depan
publik  menceritakan  pengalaman-pengalamannya dan
pengakuannya ketika memakai narkotika ilegal secara
mendetail dengan menyebutkan pula dari mana dia mendapat
barang tersebut, uraian peristiwa, dan hal-hal lain yang
menimbulkan dugaan awal yang jelas mengenai tindak pidana
narkotika yang dia lakukan. Ada aparat yang mendengar
informasi tersebut, lalu memprosesnya, hal ini mungkin saja
terjadi.

Pengakuan bukanlah alat bukti dalam hukum acara pidana.
Kalaupun adanya suatu pengakuan oleh seorang pelaku
kejahatan, hal itu dapat dijadikan sebagai bukti keterangan
terdakwa (pen: bukan keterangan tersangka ketika di-BAP).
Keterangan tersebut haruslah pula keterangan yang diucapkan
di muka persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh
majelis hakim. Namun jarang sekali seorang pelaku kejahatan
yang memberikan  keterangan-keterangan yang akan
merugikan dirinya sendiri. Ketika diperiksa oleh penyidik
sekalipun, menyitir asas “non self incrimination”, maka
seorang tersangka yang diperiksa berhak untuk memberikan
keterangan yang tidak merugikan dirinya.

Pengakuan “bersalah” sekalipun dari seorang terdakwa,
sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum
dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan
pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat
bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun
dengan alat bukti petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan
penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP:
“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus
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disertai dengan alat bukti yang lain.” Apa yang tersirat pada

pasal ini, mempunyai makna pengakuan menurut KUHAP

bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan
pembuktian “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht.

Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan”

atau bukan beslissende bewijs kracht**.

Suatu hal yang lazim, pada aparat yang bertugas
memberantas tindak pidana narkotika, dalam pengembangan
penyidikannya menemukan pelaku dan target-target operasi
lain. Bahkan banyak nama-nama yang tersebutkan pada berita
acara pemeriksaan saksi atau tersangka, dicatat dan terdaftar
menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) karena memang alamat
dan keberadaannya tidak jelas dan tidak diketahui oleh aparat
penyidik. Namun jika sekalipun daftar nama-nama yang
tercatat tersebut sewaktu-waktu diketahui keberadaannya,
perlu digarisbawahi bahwa tidak otomatis terhadap seseorang
dengan mudah dikenakan status tersangka apabila tanpa
melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan didasari
ditemukannya bukti permulaan yang cukup.

KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang
dimaksud “bukti permulaan yang cukup”. Padahal hal inilah
sebagai dasar untuk menentukan status tersangka. Berikut ini
mengenai penafsiran “bukti permulaan” dari doktrin,
yurisprudensi dan sumber-sumber lain di luar undang-
undang;:

e Menurut Lamintang, dalam bukunya Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, bukti permulaan yang
cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus
diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat
bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP
yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi

44 Yahya Harahap, Op.Cit., him. 275.
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terpaksa untuk menghentikan seseorang yang disangka
melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut
dilakukan penangkapan.

Menurut Yahya Harahap, yang paling rasional adalah bila
perkataan “permulaan” dibuang, sehingga akan didapat
pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam
Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan
bahwa untuk melakukan tindak penangkapan atau
penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony,
yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.
Jika ditelaah lebih lanjut uraian di atas, bukti permulaan
yang cukup menurut Hukum Acara Pidana Amerika
Serikat, mempunyai kemiripan pengertian dengan
rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menganut
prinsip batas minimal pembuktian, yaitu sekurangnya 2
(dua) alat bukti, bisa terdiri dari 2 orang saksi, dan bukti
lain.

Menurut Pengadilan Negeri Sidikalang, Sumatera Utara,
melalui penetapan No. 4/Pred-Sdk/1982 tanggal 14
Desember 1982, bukti permulaan yang cukup haruslah
mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat
1 KUHAP, bukan yang lain-lainnya seperti laporan polisi
dan lainnya. Menurut yurisprudensi ini, untuk
menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup tidak
merupakan dan tidak termasuk salah satu alat bukti yang
disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun lebih
merupakan informasi untuk mengusut daripada sebagai
alat bukti yang memberi dugaan keras telah melakukan
tindak pidana.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam
Surat Keputusan No. Pol. SKEP/04/1/1982 tanggal 18
Februari 1982, bahwa bukti permulaan yang cukup adalah
bukti yang merupakan keterangan dan data yang
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terkandung di dalam 2 (dua) di antara laporan polisi,

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian

Perkara (TKP), laporan hasil penyelidikan, keterangan

saksi/saksi ahli dan barang bukti, yang setelah

disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana
kejahatan.

e Menurut Rapat Kerja Mahkamah Agung, Kehakiman,
Kejaksaan, dan Kepolisian (MAKEHJAPOL) I tanggal 21
Maret 1984, bahwa bukti permulaan yang cukup
seyogyanya minimal laporan polisi ditambah salah satu
alat bukti lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas, bukti permulaan menurut
hasil keputusan Forum MAKEHJAPOL adalah yang sering
dipakai sebagai dasar pengertian oleh Polri dalam menetapkan
status tersangka. Ketidakpastian pengertian mengenai bukti
permulaan ini melahirkan berbagai penafsiran yang berbeda-
beda, dan ini menjadi berbahaya terutama jika penafsiran
digunakan untuk melindungi suatu kepentingan pihak
tertentu, sehingga lebih lanjut menyebabkan ketidakpastian
hukum. Untuk memperoleh pengertian yang paling mendekati
kebenaran, atau setidaknya tidak berpihak pada kepentingan
pihak-pihak tertentu, maka dapat dilakukan bermacam bentuk
penafsiran seperti yang terdapat dalam teori hukum pidana.
Dalam hal ini, untuk memperoleh pengertian tentang bukti
permulaan, dapat dicari pengertian melalui penafsiran logis
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang
tersebut. Penulis melihat bahwa pengertian bukti permulaan
yang lebih banyak dipakai dan cukup mempunyai dasar
pemikiran yang kuat berdasarkan penafsiran logis,
sebagaimana penafsiran logis yang dilakukan oleh Yahya
Harahap yang telah diuraikan di atas., Maka dapat diambil
pengertian bahwa bukti permulaan merupakan batas
minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka
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persidangan sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan alat

bukti seperti ditentukan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Jika syarat untuk menentukan status tersangka adalah
minimal adanya 2 (dua) alat bukti, terhadap para mantan
pecandu narkotika untuk dapat dibuka kasusnya kembali,
penyidik akan kesulitan dan terbentur terkait pengumpulan
alat bukti. Namun bukan mutlak terhadap mantan pecandu
tersebut tidak dapat diproses kembali. Yang bersifat mutlak
dasar-dasar peniadaan penuntutan terdapat dalam Bab VIII
KUHP yakni sebagai berikut:

e Asas Ne Bis In Idem. Terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang
menyatakan bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali
karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah
diadili dengan keputusan yang bersifat tetap;

e Lewat Waktu (verjaring). Tuntutan penuntut umum juga
tidak dapat diterima, jikalau terjadi lewat waktu sesuai
dengan pasal 78 KUHP;

e Afdoening Buiten Proces atau penyelesaian perkara di luar
proses peradilan. Salah satu cara hilangnya wewenang
menuntut seseorang supaya dijatuhi pidana adalah dengan
penebusan (afkoop) sesuai dalam Pasal 82 KUHP;

e Kematian terdakwa atau terpidana;

e Tidak adanya pengaduan, pencabutan pengaduan dan
keterlambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang
dirugikan dalam hal terjadinya delik aduan.

Berdasarkan alasan peniadaan penuntutan di atas, yang
memungkinkan ditiadakannya penuntutan bagi orang yang
diduga melakukan tindak pidana narkotika adalah adanya ne
bis in idem, lewat waktu, dan kematian terdakwa. Sedangkan
pencabutan pengaduan tidak dapat diberlakukan karena
tindak pidana narkotika bukanlah delik aduan, selain itu tidak
mengandung unsur keperdataan sebagaimana tidak dapat
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ditebus dengan sejumlah uang dan denda sehingga tidak dapat
diselesaikan di luar proses peradilan. Namun yang perlu
diingat terdapat ketentuan secara khusus di dalam UU
Narkotika bahwa ada alasan peniadaan penuntutan apabila
pecandu yang belum cukup umur dilaporkan orang tuanya
kepada lembaga rehabilitasi sebagai seorang pecandu, dan
pecandu yang sudah cukup umur yang sedang menjalani
rehabilitasi medis (2) dua kali masa perawatan dokter di
lembaga rehabilitasi medis dan/atau rumah sakit.

Mengenai lewat waktu (verjaring), diatur dalam Pasal 78
ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Kewenangan menuntut
pidana hapus karena daluwarsa”:

Ke-1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang
dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda,
kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun,
sesudah enam tahun;

Ke-3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan
belas tahun;

Dasar penghapusan hak penuntutan pidana itu adalah
bahwa dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan
kejadian yang telah ada telah hilang sehingga kemungkinan
pembuktiannya  menjadi rumit bahkan alat bukt
kemungkinan telah lenyap.

Mulai diperhitungkannya daluwarsa penuntutan pidana
mulai berlaku pada keesokan hari setelah terjadinya perbuatan
kecuali sebagaimana hal-hal yang dijelaskan dalam Pasal 79
KUHP. Akan tetapi, ada penghentian (stuiting) terhadap
daluwarsa, yakni berdasarkan Pasal 80 KUHP, jika telah
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dilakukan tindakan penuntutan (daad van vervolging), masa
daluwarsa mulai dihitung sejak berakhirnya stuiting.*

M. Masalah Wajib Melapor atas Tindak Pidana Narkotika
U Narkotika memasukkan jenis tindak pidana terkait
"delik omisi" atau "morma keharusan/gebod" bagi orang-
orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika
apabila tidak melaporkan maka diancam hukuman pidana.
Norma ini terdapat dalam beberapa pasal antara lain: Pasal
128, Pasal 131, dan Pasal 134 UU Narkotika .

Delik omisi adalah tindak pidana karena tidak
melaksanakan keharusan di dalam undang-undang. Ketentuan
semacam ini, terdapat pada undang-undang lain misalnya
Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP berupa keharusan melaporkan
kepada yang berwajib terkait kejahatan terhadap keamanan
negara, serta adanya orang yang ingin menimbulkan
kebakaran, ledakan dan banjir. Selain itu terdapat pula dalam
Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.

Dalam hukum pidana, jenis tindak pidana seperti ini
merupakan unsur objektif (unsur yang terdapat di luar diri si
pelaku tindak pidana) dan termasuk “unsur tambahan”. Dalam
tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan,
apabila tidak ada unsur tambahan di luar diri si pelaku, maka
tindak pidana itu tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila
unsur-unsur tambahan itu tidak ada dan tidak terbukti,
terhadap orang yang memiliki keharusan untuk melapor
berdasarkan undang-undang namun tidak melaporkan
tersebut tentunya tidak dapat dituntut pidana.

4> Leden Marpaung. “Asas Teori Praktek Hukum Pidana”. Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal. 102.
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Coba perhatikan bunyi Pasal 131 UU Narkotika, di sana
terdapat ketentuan bagi setiap orang yang dengan sengaja
mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna
sebagaimana Pasal 127, maka orang yang mengetahui tersebut
terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

Semisal seorang penyalahguna memiliki teman yang tidak
melaporkan berdasarkan Pasal 131 tersebut telah diproses
hukum menjadi terdakwa ataupun dinyatakan bersalah, akan
tetapi dalam uraian dakwaan si penyalahguna tersebut tidak
ada mengaitkan nama temannya yang mengetahuinya adalah
seorang penyalahguna, apakah terhadap teman si
penyalahguna yang tidak melaporkan tersebut dapat dituntut
pidana? Kewenangan penuntutan menjadi hilang mana kala
tidak tercantum dalam uraian dakwaan dan putusan subjek
pidana lain (si penyalah guna) yang tidak menyebutkan
keterkaitan temannya yang tidak melapor tersebut.

Untuk dapat memberlakukan jenis pidana seperti ini,
haruslah diatur secara ketat dan jelas, agar jangan sampai
melanggar prinsip praduga tidak bersalah. Orang yang terkena
pasal ini haruslah dibuktikan dahulu adanya tindak pidana
yang dilakukan orang lain (misalnya si tersangka/terdakwa
penyalah guna) tersebut. Hal ini demi menjaga prinsip
seseorang tidak boleh dianggap bersalah hingga adanya
kekuatan hukum tetap. Bagaimana bila orang yang tidak
melapor tersebut sudah diproses hukum dan dinyatakan
bersalah, sedangkan ternyata tindak pidana yang dilakukan
orang lain (misalnya si terdakwa penyalah guna) yang
membawa-bawa orang yang tidak melapor tersebut tidak
terbukti bersalah? Hal ini tentunya menimbulkan kerugian
bagi tertuduh.
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Selain itu, untuk dapat membuktikan terpenuhinya unsur
"mengetahui" pada orang tua yang tidak melapor anaknya yang
pecandu, sangatlah sulit dalam prakteknya. Untuk dapat
menerapkan jenis pidana seperti ini, penegak hukum tidak
bisa menafsirkan secara sempit*® dengan dalih “seorang anak
yang menjadi pecandu sudah pasti orang tuanya
mengetahuinya karena tinggal serumah”. Padahal dalam
praktek lazimnya seorang pecandu/penyalahguna narkotika
melakukan tindakan tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Terkait wajib melaporkan apabila mengetahui adanya
tindak pidana narkotika tidaklah tepat. Tindak pidana seperti
ini hanyalah dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu
yang apabila tidak dicegah secara dini menyebabkan huru-
hara dan kerugiannya bersifat meluas semacam kejahatan
terhadap negara dan terorisme. Sedangkan pada tindak pidana
narkotika, terutama bagi pecandu atau penyalahguna, yang
mengalami kerugian adalah dirinya sendiri selain kerugian
uang, kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Pasal ini juga berpotensi menghambat aktifitas pegiat-
pegiat HAM di bidang pendampingan dan pengurangan
dampak buruk (harm reduction) pecandu  dari
ketergantungannya terhadap narkotika. Pemberlakuan pasal
tersebut merupakan hal krusial  yang tidak didahului
penelitian secara mendalam oleh pembuat undang-undang.

N. Masalah Unsur Pasal yang Dapat Diterapkan Secara
Tumpang Tindih
ang paling sering terjadi dan hampir pada semua kasus
tersangka pengguna narkotika yang tertangkap/diproses
pidana, pasal yang dikenakan oleh penyidik adalah terkait

46 Penafsiran secara sempit: menafsirkan bahwa kewajiban hukum itu timbul dari status,
pekerjaan, atau jabatan seseorang dan hukum.
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unsur “menggunakan” secara melawan hukum (disebut
sebagai penyalah guna), namun juga termasuk/include/juncto
dikenakan unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau
“membawa” secara melawan hukum. Penyidik tidak secara
dini menerapkan batasan yang jelas atas unsur-unsur tersebut
karena memang pembuat undang-undang tidak memberikan
penafsiran dan batasan yang jelas terhadap disparitas dari
kesemua unsur-unsur tersebut di dalam undang-undang
narkotika.

Kalaulah penyidik dalam bertugas sifatnya adalah untuk
dapat menjerat pelaku kejahatan narkotika agar tidak dapat
lepas dengan pengenaan pasal subsideritas atau alternatif
sejak awal, namun bila ada pengertian dan batasan yang jelas
antara unsur “menggunakan” dengan unsur “memiliki”,
“menyimpan”, “menguasai”’, atau “membawa” yang diatur
secara jelas dalam wundang-undang, tentunya terhadap
tersangka yang terbukti sebagai pengguna atau penyalah guna
narkotika, kerugiannya dapat diminimalisir. Karena sanksi
sebagai “penyalahguna” lebih ringan dibandingkan dengan
sanksi bila terbukti terkena pasal unsur “memiliki”,
“menyimpan”, “menguasai”’, atau “membawa”. Hal ini demi
mendasarkan prinsip “lex certa”™’ dan prinsip “in dubio pro
reo”*® dalam hukum pidana.

Perlu kiranya disadari bahwa suatu penafsiran yang baik
dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam suatu
undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha
manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada hak-hak asasi manusia, justru karena suatu

47 Pasal dalam perundang-undangan harus ditulis secara lugas dan tegas sehingga
mempunyai suatu pengertian dan makna yang tidak ambigu.

“8 Dalam keadaan yang meragukan, hukum yang diambil adalah yang menguntungkan
bagi tersangka/terdakwa.
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penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan

yang terdapat di dalam undang-undang pidana tersebut akan

membuat hak-hak atas kebebasan pribadi dan atas
kepemilikan harta milik itu tanpa suatu dasar hukum dapat
menjadi dirampas atau dibatasi secara sewenang-wenang.

Untuk keperluan tersebut para penegak hukum, perlu

memiliki suatu pengetahuan yang cukup tentang cara-cara

menafsirkan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan
dengan cara-cara yang dapat dibenarkan di dalam undang-
undang yang bersangkutan.*

Ancaman pidana terhadap penyalah gunanarkotika

sebagaimana bunyi pasal 127 adalah sebagai berikut:

(1) Setiap Penyalahguna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan
Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4 Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997,
him. 39.
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Sedangkan ancaman pidana dengan unsur “memiliki”,
“menyimpan”, “menguasai”’, atau “membawa” adalah:

- Pasal 111 : paling singkat 4 tahun dan paling lama 12
tahun dan denda. Sedangkan bila di atas 1 Kg atau 5
batang pohon ancamannya pidana penjara seumur hidup
atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan
denda;

- Selanjutnya sebagaimana ancaman pidana yang terdapat
dalam Pasal 112, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 120, Pasal 122
dan Pasal 125.

Dari uraian pasal tersebut di atas, terlihat perbedaan yang
cukup besar, antara sanksi terhadap “penyalahguna” dengan
sanksi yang dikenakan unsur “memiliki”, “menyimpan”,
“menguasai”, atau “membawa” narkotika.

Selain itu kerugian bagi tersangka penyalahguna dengan
adanya tumpang tindih unsur/pasal-pasal tersebut, dilihat dari
ancaman terhadap “penyalahguna” yang seharusnya paling
lama adalah 4 (empat) tahun dan terhadap tersangka tersebut
seharusnya tidak dapat dilakukan penahanan. Hal ini sesuai
dengan pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa penahanan hanya
dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang
ancaman pidananya lima tahun atau lebih, atau tindak pidana
yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b. Namun
dalam pelaksanaan kasus-kasus narkotika selama ini,
kenyataannya penyidik selalu menambahkan pasal-pasal yang
mengandung  unsur-unsur  “memiliki”,  “menyimpan”,
“menguasai”, atau “membawa” terhadap para pengguna, agar
dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana
narkotika, walaupun cukup bukti bahwa tersangka hanyalah
pengguna/penyalah guna. Untuk menghindari tumpang tindih
ini kiranya perlu pembahasan yang mendalam serta dibuat
aturan pelaksanaan yang jelas bagi para penegak hukum.
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Tinjauan Konstitusionalitas Atas
Pasal 28 ayat (1) dan (3); dan Pasal
75 Jo 76 UU No 35 tahun 2009
tentang Narkotika

A. Pengantar

eberapa rumusan dalam UU Narkotika memiliki norma-

norma baru yang secara umum berpotensi melanggar
berbagai  norma-norma  dalam  konstitusi. = Beberapa
pelanggaran tersebut dapat dilihat baik dalam ketentuan-
ketentuan terkait dengan pasal rehabilitasi termasuk pula
ketentuan mengenai beberapa kewenangan Badan Narkotika
Nasional.

Sedangkan norma konstitusi yang berpotensi di langgar
berdasarkan pemetaan terhadap UU narkotika adalah (1)
mengenai prinsip-prinsip Negara hukum (2) kepastian hukum
dan (3) mengenai hak asasi manusia. Ketentuan yang
berpotensi menyalahi norma konstitusi tersebut berada dalam
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75 dan 76 UU Narkotika.
Sedangkan norma Kontitusi yang berpotensi dilanggar termuat
dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 28 D dan 28 G UUD 1945.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa pokok-pokok
pikiran di bawah ini.
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B. Kewenangan BNN yang Berlebihan
asal 75 UU Narkotika
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN

berwenang:

g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

Pasal 76 UU Narkotika

Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3
x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat
penangkapan diterima penyidik. (2) Penangkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 76 dan Pasal 75 huruf g UU Narkotika mengatur
mengenai masa penangkapan, dan penyidik BNN berwenang
menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika untuk paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat
penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang
paling lama 3 x 24 jam. Ketentuan di atas hanya berlaku bagi
penyidik BNN, sedangkan bagi Penyidik Polri masa
penahanan berlaku ketentuan dalam KUHAP. Pasal 81 UU
Narkotika yang menyebutkan : “Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan
penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-
Undang ini”. Sedangkan undang-undang ini tidak mengatur
kewenangan penyidik Polri.

Kewenangan penyidik BNN diatur secara eksplisit sehingga
terdapat beberapa hal yang secara khusus mengeliminasi
kewenangan penyidik Polri sebelum berlakunya UU
Narkotika. Salah satunya yakni masa penangkapan maksimal
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6 x 24 jam hanya berlaku bagi penyidik BNN, sedangkan masa
penangkapan penyidik kepolisian kembali kepada Pasal 19
ayat (1) KUHAP yakni paling lama 24 jam. Terhadap hal ini
tentunya mengacu pula pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yakni
paling lama 24 jam. Perlu diketahui, kendati penyidik PNS
tertentu berwenang melakukan tindakan penangkapan, namun
dalam pelaksanaan tugas penangkapannya dilakukan oleh
aparat kepolisian, sedangkan UU Narkotika tidak mengatur
apakah tugas pelaksanaan penangkapan harus melalui aparat
kepolisian, ataukah Penyidik PNS tersebut sendiri dapat
langsung melakukannya.

Adanya disparitas kewenangan masa penangkapan antara
ketiga penyidik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan
melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Bagi para
tersangka akan lebih menguntungkan jika penangkapan
dilakukan oleh penyidik Polri atau PNS tertentu ketimbang
penyidik BNN. Sebab masa waktu yang lebih singkat, akan
membuat penyidik Polri atau PNS lebih bergegas dalam
mengembangkan proses pemeriksaan, pengujian tes urin, serta
penyegelan jenis narkotika berdasarkan hasil laboratorium.
Disamping itu, waktu penangkapan yang singkat lebih
meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat.
Selama masa penangkapan tersangka belum mendapatkan
kepastian hukum apakah dirinya dilanjutkan kepada proses
penahanan atau tidak, sehingga masa penangkapan oleh
penyidik BNN vyang lebih lama, menimbulkan beban
psikologis yang lebih berat.

Masa penangkapan yang lama, dapat dipergunakan aparat
untuk menangkap pelaku lain sebanyak-banyaknya tetapi
justru dengan motif untuk mendapatkan uang yang lebih besar
atau untuk mencapai target laporan dalam bertugas, padahal
belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak pidana.
Terlalu naif bila terhadap adanya “penghargaan” bagi penyidik
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yang berprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU
Narkotika, justru menjadi motif untuk menangkap orang
sebanyak-banyaknya tanpa memandang proses hukum yang
adil, hanya demi mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi.

Masa penangkapan yang lama, justru membuka ruang
terjadinya praktek pemerasan atau penyuapan dan negosiasi
antara aparat dengan tersangka yang berhasil ditangkap. Pada
beberapa kasus sering terjadi tawar-menawar mengenai
jumlah uang yang harus diserahkan kepada aparat agar
tersangka dapat dilepas. Dalam kasus tertangkap tangan
biasanya tersangka tidak membawa uang yang banyak. Maka
masa waktu penangkapan dipergunakan oleh aparat agar
tersangka mencari sejumlah uang yang diminta. Atau jika
tidak memiliki uang, tersangka disuruh sebagai umpan (tukar
kepala) untuk mencari bandar-bandar atau pelaku lain.

Ada pula jika kasus tersangka tidak dihentikan (diproses
lebih lanjut), terjadi tawar-menawar mengenai golongan
narkotika, jumlah/berat narkotika, unsur tindak pidana apakah
termasuk  unsur  memiliki, menyimpan, membawa,
menggunakan, menjual, membeli, menjadi perantara dan lain-
lain Hal ini berguna bagi tersangka karena untuk proses
kelanjutan dakwaan dan pembuktian oleh penuntut umum di
pengadilan tentu mengikuti hal-hal yang bermula sejak awal.
Sejak awal uraian Berita Acara Pemeriksaan dan bukti-bukti
telah disetting oleh penyidik agar pemidanaan terhadap
tersangka bisa lebih meringankan.

Masa penangkapan yang terlalu lama, membuka peluang
aparat untuk melakukan “abuse of power”, penyiksaan atau
tekanan fisik maupun psikis oleh aparat dalam proses
interogasi memaksa tersangka untuk mengaku. Hal ini
tentunya bertentangan dengan semangat dalam hukum acara
pidana untuk memberikan proses hukum yang adil (due
process of law) serta penghormatan terhadap prinsip praduga
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tidak bersalah seorang tersangka. Berdasarkan hal-hal di atas
UU Narkotika yang memberikan masa kewenangan
penangkapan oleh BNN berikut perpanjangannya dengan total
6 X 24 jam, dinilai terlalu lama sehingga rentan terjadinya
kesewenang-wenangan aparat dan berpotensi melanggar hak
asasi manusia.

C. Masalah Ketentuan Wajib Lapor, Sanksi Pidananya
asal 128 UU Narkotika
(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup

umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)

yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

UU Narkotika ini telah mengatur bahwa orangtua, atau
wali pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotikan di
bawah umur wajib lapor untuk memperoleh pengobatan atau
perawatan. Demikian pula Pecandu Narkotika yang sudah
cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh
keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Seperti yang diatur Dalam Bagian Kedua
tentang Rehabilitasi dikatakan bahwa Pecandu Narkotika dan
korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum
cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur
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dalam Pasal 55 ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan yang
dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini
adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun Sedangkan bagi Pecandu Narkotika yang sudah
cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh
keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.

Munculnya Ketentuan pidana bagi pengguna narkotika
dengan di sisi lain mewajibkan untuk melaporkan diri
merupakan sebenarnya membuka peluang pelanggaran atas
asas non self discrimination yang dianut dalam ilmu hukum
pidana. Hak untuk tidak menjerumuskan diri sendiri melarang
negara atau pemerintah untuk  memaksa orang untuk
memberikan kesaksian yang dapat menjerumuskan dirinya di
dlam suatu kasus tindak pidana. Hak ini membolehkan
seorang tersangka untuk menolak memberikan
keterangan/kesaksisan dalam proses pidana dan “hak istimewa
untuk tidak menjawab pertanyaan resmi yang diajukan
kepadanya di dalam proses hukum lain, baik perdata maupun
pidana, resmi ataupun tidak resmi dimana jawabannya dapat
menjerumuskan ke dalam proses pidana di masa mendatang.
Di Indonesia hak tersebut diatur dalam ketentuan pasal 66
KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa
tidak dibebani kewajiban pembuktian

Disamping itu kriminalisasi yang dinyatakan dalam pasal
tersebut jika kita kaitkan dengan prinsip-prinsip dilakukannya
kriminalisasi yang dianut belum memenuhi prinsip-prinsip
kriminalisasi khususnya prinsip “ultimum remedium”.
Pengancaman sanksi pidana kurungan dan denda terhadap
pelanggaran kewajiban untuk melapor yang dilakukan oleh
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orang tua atau keluarga Pecandu dapat dikatakan tidak
proporsional dan hendaknya digunakan cara lain untuk
memotivasi peran serta orang tua dan keluarga. Sisi lain yang
juga harus dipertimbangkan adalah akibat konkrit dari
pemidanaan  orang-orang  terdekat Pecandu. Dapat
dibayangkan akibat yang mungkin terjadi apabila orangtua
dari Pecandu yang masih anak-anak harus menjalani pidana
kurungan, sedangkan si anak tersebut dapat dipastikan
membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orangtuanya di
saat dia harus berjuang melawan ketergantungannya.

D. Kewajiban Rehabilitasi dan Tuntutan Pidana

asal 128 ayat (3) UU Narkotika:

Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani
rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di
rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang
ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Dalam pasal sebelumnya di nyatakan bahwa bagi Pecandu
Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu
Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya
penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu
Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali,
masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan
dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Pelaporan ini dalam
UU nantinya akan di kompensasi dengan dilepaskannya
tuntutan pidana bagi pecandu yang bersangkutan. bagi
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Pecandu Narkotika yang telah cukup umur,(telah berumur 18
tahun)yang telah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh
orang tuanya tidak akan dituntut pidana. Dengan syarat
sedang menjalani rehabilitasi medis maksimal 2 (dua) kali
masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga
rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

Persyaratan maksimal dua kali perawatan ini menjadi
krusial karena menjadi ambang batas tidak dituntutnya para
pengguna narkotika. Artinya bagi Pecandu Narkotika yang
telah cukup umur, yang sudah menjalani rehabilitasi medis
lebih dari 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit
dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh
pemerintah, menjadi terbuka atau berpotensi untuk dituntut
pidana bila melaporkan dirinya. ini mengakibatkan para
pecandu narkotika tidak memiliki alternatif selain menerima
tuntutan hukum. ada beberapa hal yang hasrus di perjelas
misalnya mengenai apa yang dimaksud dengan masa
perawatan dokter dalam UU ini, kemudian standar Rumah
sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana
dimaksud harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan
oleh Menteri.kapan penetapan ini akan dilakukan ? dan lain
sebagainya.

E. Melanggar Prinsip Negara Negara Hukum, Kepastian
Hukum yang adil dan HAM
etentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UU narkotika
diatas dapat berpotensi melanggar norma konstitusional
yang diatur dalam UUD 1945 yakni:
Pasal 1
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
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Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum vang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang dibawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi

Karena Konsep Negara hukum didasarkan pada suatu

keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas
dasar hukum yang baik dan adil, maka hukum seharusnya
menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum
itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena
maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat
alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan
dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian
hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi
demokratis, dan (4) tuntutan akal budi®®. Dalam hal ini,
dapatlah kita jadikan acuan sebuah konsep negara hukum
yang dipaparkan oleh Julius F. Sthal yakni (1) perlindungan
HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan
berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata
Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (the Rule of Law)
yaitu (1) Supremacy of law, (2) Equality of law, (3) due process
of law. The International Commission of Jurist, menambahkan

%0 Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
Jakarta Gramedia, Hal 295

127



MEMBONGKAR KEBIJAKAN NARKOTIKA

prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk
pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak
individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak®".

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan
yang tercipta haruslah berisi nilai-nilai keadilan bagi semua
orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman
dalam bukunya “Law in a Changing Society” membedakan
antara organized public power (the rule of law dalam arti
formil) dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti
materiel). Negara hukum dalam arti formil (klasik) ini
menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam
arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu
menjamin keadilan substanstif’”. Sedangkan Negara hukum
dalam arti materiel (modern) atau the rule of just law
merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang
menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi
esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-
undangan dalam arti sempit. rule of law juga dapat dimaknai
sebagai “a legal system in which rules are clear, well-
understood, and fairly enforced” dan salah satu ciri negara
hukum adalah adanya kepastian hukum yang mengandung
asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi®;

Menurut Jimly Assidigie dalam bukunya “Konstitusi dan
Konstitualisme Indonesia” memaparkan bahwa paling tidak
terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di
zaman sekarang ini yang merupakan pilar utama yang
menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat

51 Jimly Asshidigie, 2006, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta, Setjen dan
Kepaniteraan MK, Halaman 152

52 ibid
33 Parliament of New South Wales, Legesaltion Review Committee, Annual Review July
2004 - June 2005, halaman 9
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disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya.
Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah :
supremasi hukum (supremasi of law);
persamaan dalam hukum (equality before the law);
asas legalitas (due process of law);
pembatasan kekuasaan;
organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and
independent judiciary);
7. peradilan tata usaha negara (administrative court);
8. peradilan tata negara (constitusional court);
9. perlindungan hak asasi manusia;
10. bersifat demokratis (democratische rechstaat);
11. berfungsi  sebagai sarana mewujudkan  tujuan
kesejahteraan (welfare rechtsstaat);
12. transparansi dan kontrol sosial.
Terkait hal itu, di dalam negara hukum, salah satu pilar
yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan
terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak

RN o

asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam
rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting
suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak
kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban
yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan
demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak
boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak
asasi kemanusiaan itu. Perlindungan hak asasi manusia
sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut
di Indonesia dinyatakan dalam Bab XA (pasal 28A sampai 28
J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus
penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara
hukum yang demokratis tertuang dalam pasal 28I ayat (5)
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UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan”.

Oleh karena itulah maka terkait dengan norma-norma
diatas maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dalam
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75 dan 76 UU Narkotika

dapatlah kita

coba untuk

Kontitusi dengan fokus pada;

130

diujikan dalam Mahkamah

Pasal UU Fokus UUD 1945

Narkotika
Pasal 75
Dalam rangka Perbedaan Pasal 1 ayat (3).
melakukan ketentuan “Negara
penyidikan, antara UU Indonesia adalah
penyidik BNN Narkotika negara hukum”
berwenang: g. dengan
menangkap dan KUHAP
menahan orang Perbedaan Pasal 28D ayat (1)
yang diduga perlakuan “Setiap orang
melakukan yang berhak atas
penyalahgunaan digantungkan pengakuaan,
dan peredaran kepada jaminan,
gelap Narkotika kewenangan perlindungan
dan Prc?kursor lembaga, dan kepastian .
Narkotika; padahal objek hukum yang adil

hukumnya serta perlakuaan
yang sama

Pasal 76 >ama ) didepan hukum”
Pelaksanaan Berpotensi
kewenangan diskriminatif
penangkapan bagi orang Pasal 28G ayat (2)
sebagaimana yang akan di “Setiap orang
dimaksud dalam tangkap. berhak untuk
Pasal 75 huruf g Norma hukum | bebas dari



dilakukan paling
lama 3 x 24 (tiga
kali dua puluh
empat) jam
terhitung sejak
surat penangkapan
diterima penyidik.
(2) Penangkapan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) dapat
diperpanjang
paling lama 3 x 24
(tiga kali dua puluh

empat) jam.

Pasal 128

(1) Orang tua
atau wali dari

pecandu yang
belum cukup
umur,
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 55

ayat (1) yang
sengaja__tidak

melapor,
dipidana
dengan pidana
kurungan
paling lama 6
(enam) bulan
atau  pidana
denda paling
banyak
Rp1.000.000,00
(satu juta

yang kurang
memeiliki
kepastian
hukum

Melanggar
azas non-self
incrimination

Takut untuk
berbuat dan
tidak berbuat

Kurangnya
perlindungan
hukum bagi
anak dan
orangtuanya
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penyiksaan atau
perlakuaan yang
merendahkan
deraajat
martabat
manusia ...”

Pasal 28G ayat (2)

“Setiap orang
berhak untuk
bebas dari
penyiksaan atau
perlakuaan yang
merendahkan
deraajat
martabat
manusia ...”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang
berhak atas
pengakuaan,
jaminan,
perlindungan
dan kepastian
hukum yang adil
serta perlakuaan
yang sama
didepan hukum”
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rupiah).

Pasal 128 ayat (3):

Pecandu Narkotika
yang telah cukup
umur sebagaimana
dimaksud  dalam
Pasal 55 ayat (2)

yang sedang
menjalani

rehabilitasi medis 2
(dua) kali masa
perawatan dokter
di_ rumah  sakit
dan/atau lembaga
rehabilitasi _medis
yang ditunjuk oleh
pemerintah  tidak

dituntut pidana.

Norma hukum
yang tidak jelas
Mengurangi
kepastian
hukum dan
keadilan  bagi
korban
narkotika

Menutup akses
hak atas
kesehatan
dalam HAM

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang
berhak atas
pengakuaan,

jaminan,

perlindungan
dan kepastian
hukum yang adil
serta perlakuaan
yang sama
didepan hukum”

Pasal 28G ayat (2)

“Setiap orang
berhak untuk
bebas dari
penyiksaan atau
perlakuaan yang
merendahkan
deraajat
martabat
manusia ...”



Bab VI
Penutup dan Rekomendasi

A. Penutup

erlindungan  HAM  merupakan  perwujudan  dari

pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-
hak kodrati. Walaupun Pemerintah melakukan berbagai upaya
dalam menanggulangi dampak buruk peredaran narkotika
khususnya melalui penegakan hukum, maka dalam proses
penegakan  hukum  pidananya di  samping harus
memperhatikan penegakan hukum, juga mengedepankan
penegakan HAM serta due process of law.

Pemberlakuaan UU Narkotika yang menggantikan aturan
sebelumnya (UU No 22 Tahun 1997) dengan memasukan
golongan I dan golongan II psikotropika, sebagaimana diatur
dalam UU No 9 Tahun 1997, menimbulkan pertanyaan besar
apakah UU Narkotika baru lebih mengedepankan HAM serta
due process of law. Berdasarkan hasil kajiaan oleh tim
penyusun kertas posisi ditemukan beberapa permasalahan
yang akan menimbulkan pelanggaran HAM serta due proces of
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law terhadap korban Napza dan penanggulangan dampak
buruk narkotika, hal ini dapat terlihat dari:

134

Masih rancunya perbedaan pengertian antara
pengguna narkotika, pecandu narkotika dan
penyalahguna narkotika, keberagaman istilah ini
juga menimbulkan ketidakjelasan baik dalam
rumusan ketentuan-ketentuan yang lain dalam UU
ini dan dalam pelaksanaannya;

Ketentuan wajib lapor yang dihubungkan dengan
lepasnya tuntutan pidana dalam prateknya akan
membingungkan dan berpotensi akan membuka
celah deskresi yang berlebihan;

Masih minimnya dukungan terhadap pendekatan
pengurangan  dampak  buruk  penggunaan
narkotika dalam UU Narkotika;

Politik memasukan Psikotropika golongan I dan
golongan II kedalam menjadi narkotika, tidak
memiliki dasar argumentasi ilmiah yang jelas,
penggabungan tersebut hanya bertujuaan untuk
memudahkan regulasi dan pengawasan terhadap
psikotropika yang marak beredar di Indonesia, hal
ini menimbulkan ketidakpastian baik secara
ilmiaah dan praktek penanggulangan korban
psikotropika, karena antara narkotika dan
psikotropika tidak bisa dipersamakan;

UU Narkotika seharusnya lebih  bersifat
adminstratif untuk mengatur tentang ketersediaan,
peredaran, penyimpanan dan penggunaan.
Pengaturan hukum pidana dan hukum acara
pidana dalam UU Narkotika sebagai lex specialis
dari KUHP dan KUHAP akan banyak
menimbulkan potensi pelanggaran HAM ketika
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korban Napza memasuki permasalahan hukum
yakni dalam hal: Ketidakadanya lembaga
pengawas atas kekuasaan yang besar dari
(penyidik) BNN, masa penangkapan yang tidak
rasional dan berpotensi menimbulkan penyiksaan
dan pemerasan, ancaman akan penyadapan yang
berlebihan, ketidakjelasan mengenai kapan status
korban Napza menjadi tersangka, beban
membuktikan aset-aset kekayaan, penetapan
rehabiltasi bagi korban Napza yang tidak terbukti
bersalah, independensi hakim dalam menjatuhkan
pidana karena adanya pembatasan hukuman
minimal yang harus diberikan, tidak diakuinya
penghitungan gramatur sebagai alat pembeda
antara pengguna degan produsen atau penyalur,
pembatasan  pihak-pihak  yang  melakukan
pendampingan terhadap korban Napza dengan
adanya ketentuan wajib lapor atas tindak pidana
narkotika, ketidajelasan bagi mantan korban
Napza karena tidak jelasnya batas daluwarsa
tindak pidana narkotika dan masalah penggunaan
pasal karet bagi korban Napza yang hanya
menekankan unsur memiliki dan menguasai
narkotika;

Unsur-unsur  pasal mengenai kewenangan
penyidik BNN khususnya mengenai jangka waktu
penangkapan, kewajiban bagi orang tua/wali
untuk melapor dan pembatasan menjalankan
rehabilitasi hanya 2 kali secara normatif
bertentangan dengan kepastian hukum (Pasal 1
ayat (3) UUD 1945), Hak Korban Napza dalam
proses hukum (Pasal 28 ayat (1) UUD 1945) dan
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bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam (
Pasal 29 G ayat (2) UUD 1945);

B. Rekomendasi
erdasarkan hasil penelusuran permasalahan dan tinjauaan
konstitusional UU Narkotika terhadap korban Napza dan
penanggulangan dampak buruk Narkotika sebagaimana yang
dijelaskan dalam Bab II s/d Bab V maka dapat kami susun
rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyebarluasan permasalahan yang
terdapat dalam UU Narkotika, sehingga mengurangi
potensi pelanggaran HAM khususnya bagi Pengguna
Narkotika dan pihak pemangku kepentingan;

2. Pentingnya  melakukan = pengawasan  terhadap
pembuatan dan penerapan peraturan pelaksanaan UU
Narkotika khususnya yang bersinggungan dengan
korban Narkotika dan penanggulangan peredaran
gelap narkotika;

3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan UU
Narkotika, khususnya mengenai wajib lapor dan
rehabilitasi serta penggunaan kewenangan oleh BNN;

4. Melakukan konstitusional review atas kerugiaan yang
ditimbulkan atas permasalahan penangkapan yang
berlebihan, kewajiban lapor bagi orang tua dan wali
serta pembatasan rehabilitasi bagi korban narkotika ;

5. Perlunya gerakan bersama untuk melakukan
pengawasan dan advokasi terhadap penanggulangan
dampak buruk peredaran gelap narkotika agar tidak
menimbulkan pelanggaran HAM bagi korban-korban
Narkotika;
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MAHKAMAH AGUNG Jakarta, 7  April 2010.

REPUBLIK INDONESIA

Nomor  : 04/Bua.6/Hs/Sp/1V/2010
Lampiran :
Kepada Yth.
1. 8dr KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr KETUA PENGADILAN NEGERI
di -
SELURUH INDONESIA.

SURAT EDARAN
Nomor : g4 Tahun 20iC

TENTANG
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN
DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS
DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk
mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009
tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi
dan Rehabilitasi.

2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya
dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi
tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian
1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) :1  gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2.4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja :5 gram
6. Daun Koka :5 gram
7. Meskalin :5  gram
8. Kelompok Psilosybin :3  gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide 12 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) 13 gram
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2
11.Kelompok Fentanil :1 gram
12. Kelompok Metadon 10,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein 172 gram
16.Kelompok Bufrenorfin 132 mg

Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan
permintaan penyidik.

. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk

oleh Hakim.

Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap
Narkotika.

3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan
tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus
menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar
putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

a.

Lembaga rehabiltasi medis dan ‘sosial yang dikelola dan/atau dibina dan
diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).

Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD).

Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau
Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-
sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib
diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan
rehabilitasi adalah sebagai berikut :

a.
b.
c.

Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.
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5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaanya.

AAHKAMAH AGUNG - RI,

FIN A. TUMPA, SH, MH.

Tembusan :

Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung — RIL.

Yth. Jaksa Agung — RI.

Yth. Kepala Kepolisian Negara RI.

Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung — RI.
Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agng - RI
Yth. Panitera Mahkamah Agung — RI. '
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RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Waijib Lapor Pecandu Narkotika

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB
LAPOR PECANDU NARKOTIKA
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.
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Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang diwajibkan bagi
pecandu Narkotika atau keluarga, orang tua atau walinya, kepada pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau
melawan hukum

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja
menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan
untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang
meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila
penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Gangguan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
(Napza) adalah pola penggunaan Napza yang menimbulkan hendaya
yang berarti secara klinis dan/atau sosial, seperti kesulitan untuk
menunaikan kewajiban utama dalam pekerjaan/rumah tangga/sekolah,
berada dalam keadaan intoksikasi yang dapat membahayakan fisik ketika
menjalankan kendaraan, melanggar aturan atau cekcok dengan
pasangan. lIstilah Gangguan penggunaan Napza digunakan untuk
menggambarkan kondisi penyalahgunaan / ketergantungan zat yang lebih
luas, tidak semata hanya Narkotika.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan
penyakit terkait (komplikasi) lainnya, dengan maksud untuk memulihkan
dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita
yang bersangkutan.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika
dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
bermasyarakat.



10.

11.

12.

LAMPIRAN

Keluarga adalah orang yang bermakna dalam proses tumbuh kembang
seseorang dan memiliki hubungan darah, terdiri dari orangtua kandung /
tiri, saudara kandung / tiri, suami / istri, anak

Wali adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan,
pengawasan dan pengasuhan pecandu, termasuk memberikan
pernyataan kesediaan (informed consent) menjalani wajib lapor bagi
pecandu Narkotika yang belum cukup umur

Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan
sebagai pecandu dan belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun)
dan atau belum menikah, serta tetap menjadi tanggungjawab orangtua
atau walinya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan

Pasal 2

Pengaturan wajib lapor pecandu Narkotika bertujuan untuk:

pemenuhan hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
sebagai bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan
kebijakan di bidang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika
mengikutsertakan orang tua, wali, dan keluarga dalam meningkatkan

tanggung jawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah
pengawasan dan bimbingannya

BAB I
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Waijib lapor dilakukan oleh :

a.
b.

pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya
orang tua atau wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur;
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Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 4

Wajib lapor pecandu Narkotika dilakukan di pusat kesehatan masyarakat,
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.
Institusi penerima waijib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
institusi milik pemerintah yang memenuhi persyaratan ketenagaan yang
memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Gangguan penggunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (Napza)

Persyaratan minimal ketenagaan pada institusi penerima wajib lapor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a). 1 (satu) orang dokter sebagai penanggung jawab proses wajib

lapor;

b). 1 (satu) orang tenaga rekam medis atau pencatatan; dan
c). 1 (satu) orang perawat atau pekerja sosial

Tenaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus yang telah
terlatih dalam hal berikut ini:

1. Pengetahuan dasar Gangguan penggunaan Napza

2. Asesmen Gangguan penggunaan Napza

3. Konseling dasar Gangguan penggunaan Napza

4. Pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi

berdasarkan jenis Napza yang digunakan

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai institusi penerima waijib lapor
ditetapkan oleh menteri
Fasilitas Rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib lapor
ditetapkan oleh menteri sosial
Petugas penerima waijib lapor sebagaimana ayat (3) dan (4) ditetapkan
oleh Pimpinan Institusi Wajib Lapor

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Wajib Lapor
Pasal 5

Wajib lapor dilaksanakan oleh pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau
keluarga dengan mendatangi institusi penerima wajib lapor yang telah
ditetapkan.



(2)

(3)

LAMPIRAN

Petugas penerima wajib lapor pada institusi sebagaimana ayat (1)
wajib melakukan asesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi
pecandu Narkotika.

Hasil asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib
dicatat pada catatan atau rekam medis pecandu Narkotika.

Pasal 6

Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) meliputi
wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu
Narkotika

Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi riwayat
kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat perawatan,
riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan
sosial serta riwayat psikiatris, sebagaimana yang tercantum dalam
formulir Waijib Lapor

Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi observasi
atas perilaku pecandu, baik verbal maupun non-verbal. (penjelasan
verbal dan non verbal)

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
pemeriksaan keadaan umum dan tanda-tanda vital (penjelasan
keadaan umum dan tanda vital)

Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia
dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu
Narkotika yang bersangkutan.

Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disepakati bersama antara pecandu Narkotika, keluarganya, dan
petugas yang melakukan asesmen dan ditandatangani oleh pecandu
atau keluarganya dan pimpinan Institusi penerima wajib lapor.
Formulir wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5)
harus mengikuti contoh formulir yang tercantum dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Identifikasi wajib lapor dilakukan dengan pemberian nomor

identifikasi yang dicantumkan pada catatan atau rekam medis

pecandu Narkotika, serta kartu lapor diri

Nomor identifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari 12 (duabelas) digit mengikuti prosedur sebagai berikut:

a). Empat (4) digit pertama adalah kode wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang mengikuti kodefikasi wilayah dari
Badan Pusat Statistik (BPS).
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b). Dua (2) digit kedua adalah kode institusi penerima waijib lapor
yang ditentukan oleh Menteri atau Menteri Sosial berdasarkan
masukan dari Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial

c). Enam (6) digit terakhir adalah nomor registrasi pecandu Narkotika
yang ditentukan berdasarkan urutan wajib lapor pada institusi
penerima waijib lapor

Administrasi penomoran wajib lapor sebagaimana yang dimaksud
ayat (2) butir c) dilakukan oleh petugas pencatatan / rekam medis
yang ditunjuk oleh Pimpinan Institusi Wajib Lapor

Pasal 8

Institusi penerima wajib lapor melakukan rangkaian pengobatan
dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu Narkotika
berdasarkan rencana rehabilitasi yang telah tersusun.

Apabila institusi penerima wajib lapor tidak memiliki kemampuan
untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan sesuai rencana
rehabilitasi yang telah tersusun atau atas permintaan pecandu
Narkotika dan/atau keluarganya, institusi wajib lapor melakukan
rujukan.

Proses rujukan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti
mekanisme sebagai berikut:

a). Institusi penerima wajib lapor melakukan kontak komunikasi
terlebih dahulu dengan institusi rehabilitasi medis atau rehabilitasi
sosial yang dimaksud guna kesiapan penerimaan

b). Institusi penerima wajib lapor membuat surat rujukan kepada
institusi rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial tersebut

c). Institusi rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dituju
memberi konfirmasi penerimaan pasien / klien kepada institusi
penerima wajib lapor

Pasal 9

Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau
perawatan di rumah sakit, klinik, dokter praktek swasta, lembaga
rehabilitasi medis dan sosial, lembaga pemasyarakatan, rumah
tahanan, therapeutic community, tradisional dan agama tetap harus



(5)

LAMPIRAN

melakukan waijib lapor di institusi penerima waijib lapor baik oleh yang
bersangkutan atau diwakili oleh lembaga.

Proses wajib lapor pecandu Narkotika sebagaimana yang dimaksud
ayat (1) pada lembaga rehabilitasi yang sekaligus ditetapkan menjadi
institusi wajib lapor bersifat otomatis.

Dalam hal pecandu Narkotika sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
berada pada lembaga rehabilitasi yang bukan institusi wajib lapor,
maka proses wajib lapor harus dilakukan pada institusi wajib lapor
terdekat.

Dalam hal lembaga rehabilitasi mewakili pecandu untuk proses wajib
lapor, tetap harus dilakukan asesmen terhadap pecandu Narkotika
yang bersangkutan secara langsung oleh petugas penerima wajib
lapor

Proses asesmen wajib lapor bagi pecandu yang sedang menjalani
pengobatan dan/atau perawatan pada lembaga pemasyarakatan dan
rumah tahanan dapat dilakukan di lembaga tersebut oleh petugas
penerima wajib lapor

Pasal 10

Lembaga wajib lapor wajib memberikan kartu lapor diri bagi pecandu
Narkotika setelah selesai menjalani asesmen.

Contoh Kartu Lapor Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Kartu Lapor Diri berlaku sepanjang pecandu Narkotika mengikuti
rencana rehabilitasi yang telah disusun untuk 2 (dua) kali masa
perawatan. (penjelasan lamanya masa perawatan)

Bagian Keempat

Pelaksanaan Rehabilitasi

Setiap warga negara Indonesia korban penyalahgunaan atau pecandu
Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis ataupun sosial.

Pasal 11
Rehabilitasi pecandu Narkotika dilaksanakan sesuai rencana
rehabilitasi yang disusun berdasarkan hasil asesmen wajib lapor dan

tertulis pada formulir waijib lapor

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi diatur
dengan Peraturan Menteri atau Menteri Sosial.
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Pasal 12

Setiap lembaga rehabilitasi wajib mempertahankan dan
meningkatkan kualitas layanan

Pembinaan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan, dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan
Narkotika Nasional

Pasal 13

Lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika harus
memenuhi standar layanan terapi rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh
Menteri atau Menteri Sosial

148

Pasal 14

Lembaga rehabilitasi wajib melakukan pencatatan pelaksanaan
rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dalam catatan atau rekam
medik masing-masing pecandu Narkotika.

Catatan dan dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang.

Pengungkapan isi catatan dan dokumen rekam medis dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

Institusi penerima wajib lapor bagi pecandu Narkotika dan/atau
lembaga rehabilitasi medis atau sosial wajib melakukan pelaporan
kepada Kementerian terkait melalui suatu mekanisme sistem
pelaporan nasional



(2)

(3)
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Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
bulan dengan contoh formulir pelaporan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

Pelaporan wajib lapor meliputi rekapitulasi data-data sebagai berikut:
Jenis kelamin

Usia

Status perkawinan

Latar belakang pendidikan

Latar belakang pekerjaan

Jenis zat Narkotika yang disalahgunakan

Lama pemakaian

Cara pakai zat

Diagnosa

Jenis pengobatan / perawatan yang saat ini dijalani
RekapltuIaS| data yang telah dilaporkan dapat diakses oleh pihak
yang berkepentingan dalam pengembangan kebijakan dan program
(dibutuhkan penjelasan)

Penjelasan: rekapitulasi data yang telah diverifikasi oleh Gudang
Data Kementerian masing-masing Kesehatan dan Kementerian
Sosial akan diunggah pada situs resmi kementerian masing-masing
dan BNN, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang
membutuhkannya.

T S@mea0Tw

Pasal 16

Pecandu Narkotika yang sudah selesai menjalani program rehabilitasi, tetap
dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh petugas terapi rehabilitasi dan
melibatkan peran masyarakat. Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan
pengawasan pasca rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan wajib lapor dilakukan monitoring dan
evaluasi oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal terkait dan
Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan
Badan Narkotika pada tiap Provinsi/Kabupaten/Kota

Monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) meliputi hal-hal
sebagai berikut:

a). Penerapan prosedur waijib lapor

b). Cakupan proses waijib lapor

c). Tantangan dan hambatan proses wajib lapor
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Pasal 18
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara periodik

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan waijib lapor dan rehabilitasi pada
suatu wilayah

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 19
(1) Biaya penyelenggaraan ketentuan wajib lapor dibebankan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
(2) Biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika yang tidak

mampu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pasal 21
Ketentuan Peralihan
Penetapan institusi wajib lapor akan dilaksanakan secara bertahap, mengikuti
kesiapan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sosial yang potensial untuk
ditetapkan sebagai institusi wajib lapor.
BAB VIIi
PENUTUP
Pasal 21
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIAS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
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a. Formulir Wajib Lapor

Logo Lembaga

Nomor Wajib Lapor
Nama Wajib Lapor

Tanggal Wajib Lapor

Kementerian Kesehatan / Kementerian Sosial

FORMULIR WAJIE LAPOR

5.

Rujukan Waijib Lapor : diri sendiri / orangtua / keluarga / wali (coret salah satu)
Nama Petugas :
Data Demografis 1. Alamat tempat tinggal:
2. Telp/HP:
3. Status perkawinan:
4. Riwayat pendidikan:
Informasi Medis 1. Riwayat rawat inap non Napza:
2. Riwayat penyakit kronis:
3. Saatini sedang menjalani terapi medis? Jenis .....
4. Pernah menjalani VCT HIV? Hasil....
5. Pernah tes Hepatitis? Hasil...
Status Pekerjaan / 1. Status pekerjaan: Tidak bekerja / Bekerja
Dukungan Hidup 2. Pola pekerjaan: purna waktu / paruh waktu / tidak tentu (coret salah satu)
3. Jenis pekerjaan:

(1) Eksekutif lebih tinggi, profesional utama, pemilik perusahaaan
besar.

(2) Manajer bisnis jika bisnis ukuran menengah, profesi: misalnya,
dokter, perawat, ahli kaca mata, ahli farmasi, pekerja sosial, guru,
psikolog.

(3) Tenaga administratif, manajer, profesional minor, pemilik
perusahaan kecil, misalnya, roti, penjualan mobil, bisnis barang
ukiran, dekorator, aktor, reporter, agen perjalanan.

(4) Klerk dan sales, tekhnisi, bisnis kecil (kasir bank/teller, petugas
pembukuan, klerk, juru gambar, pencatat waktu, sekretaris).

(5) Manual terlatih - biasanya mempunyai pelatihan (tukang rofi,
tukang cukur, montir, kepala juru masak/koki, montir listrik, anggota
pemadam kebakaran, tukang kawat, masinis, tukang cat, tukang
reparasi, penjahit, tukang las, polisi, tukang patri).

(6) Semi-terlatih (pembantu rumah sakit, tukang cat, pelayan,
pengemudi bus, tukang potong, koki, drill press, penjaga garasi,
pemeriksa, pelayan, tukang las, operator mesin).

(7) Tidak terlatih (pembantu/pelayan, penjaga, konstruksi, penolong,
tenaga kerja/buruh, pengantar barang/penjaga pintu, termasuk
penganggur).

(8) Ibu rumah tangga.

(9) Mahasiswa, cacat, tidak ada pekerjaan.

4. Keterampilan teknis yang dimiliki:

Adakah yang memberi dukungan hidup bagi anda? Siapakah? Dalam
bentuk apakah? (finansial, tempat tinggal, makan, pengobatan /
perawatan?)
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Riwayat penggunaan
Narkotika

Jenis Cara Penggunaan:
1. Oral 2. Nasal/Sublingual/Suppositoria 3. Merokok
4. Injeksi Non-IV 5.1V
« Catat cara penggunaan yang biasa alau paling akhir. Kalau lebih dari satu cara,
piliniah yang paling parah. Cara penggunaan ditulis dari kurang parah ke paling
parah.
30 Hari  Sepanjang Cara
Terakhir Hidup (tahun)  Pakai

D1 Alkohol (penggunaan bbg bentuk) [ 0o |
D2 Alkohol (sampai intoksikasi) 0o 0Oa |
D3 Heroin 0o 0Oa O
D4 Metadon / Subutex 0o O O
D5 Opiat lain/analgesik | 0o [
D6 Barbiturat oo Ood a
D7 SedatiffHipnotik/ [ 0o |
D8 Kokain 0O Oa O
D9 Amfetamin Oa 0o Oa
D10 Kanabis OO Ooa O
D11 Halusinogen 0o 0o O
D12 Inhalan 0o O O
D13 Lebih dari1 zat per hari [ 0o ||

(termasuk alkohol)

Jenis zat utama yang disalahgunakan:

Pernahkah menjalani terapi rehabilitasi?

Jenis terapi rehabilitasi yang dijalani........ kapan...... berapa lama.......
Pernahkah mengalami overdosis? Kapan....

Penanggulangan OD: Rumah Sakit/Puskesmas/Sendiri

Can e iy

Status Legal

Pernahkah anda terlibat pada urusan pengadilan terkait narkoba?
Berapa kali anda ditahan terkait poin 1 di atas?
Berapa lama vonis pengadilan terlama terkait poin 1 di atas?

Lo

4. Berapa kalikah dalam hidup anda ditangkap dan dituntut dengan hal
berikut:

1+ Mencuri di toko/vandalisme (1C] 8 + Penyerangan (1]

2 * Bebas bersyarat/ 9 + Pembakaran rumah (IO
Masa percobaan (JCJ

3 * Masalah zat (1] 10 + Perkosaan (1]

4+ Pemalsuan [ 11 *+ Pembunuhan OJCJ

5+ Penyerangan 12 * Pelacuran (1]
Bersenjata (IC]

6+ Pembobolan dan 13 * Melecehkan
Pencurian (JC] pengadilan CJCJ

7 * Perampokkan (JCJ 14 * Lain:

» Masukkan jumlah total pengadilan, tidak hanya vonis hukuman.
Jangan masukkan kejahatan anak-anak (sebelum usia 18),
kecuali kalau mereka dituntut sebagai orang dewasa.

e Termasuk tuntutan formal.

5 Berapa kali tuntutan diatas berakibat vonis hukuman?

LAMPIRAN
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Riwayat Keluarga

1. Dalam situasi seperti apakah anda tinggal 3 tahun belakangan ini?:

1-Dg pasangan & anak 6-Dg teman I:I
2-Dg pasangan saja 7-Sendiri

3-Dg anak saja 8-Lingkungan terkontrol

4-Dg orangtua 9-Kondisi yg tidak stabil
5-Dg keluarga

e Pilihlah situasi yang paling menggambarkan 3 tahun terakhir.
Jika terdapat situasi yang berganti-ganti maka pilihlah situasi yang
paling terakhir.

. Apakah anda hidup dengan seseorang yang mempunyai masalah

penyalahgunaan zat sekarang ini?: I:l
0-Tidak 1-Ya

. Siapakah ia / mereka?

1. Saudara kandung / tiri

2. Ayah/ibu

3. Pasangan

4. Oom / tante

5. Teman

6. Lainnya
._Apakah anda memiliki konflik serius dalam berhubungan dengan:

0-Tidak 1-Ya
30 Hari Sepanjang
Terakhir Hidup

1. Ibu O O
2. Ayah O O
3. Adik/Kakak O O
4. Pasangan O O
5. Anak-anak

6. Keluarga Lain yg berarti

(jelaskan ...........cccceo....t) O O

7. Teman akrab O O
8. Tetangga O O
9. Teman sekerja O O

Status Psikiatris

1. Apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut ini (yang tidak
merupakan akibat langsung dari penggunaan zat):

0 -Tidak 1-Ya 2 :
30 Hari  Sepanjang
Terakhir hidup

1. Mengalami depresi serius (kesedihan,
putus asa, kehilangan minat, kesukaran

konsentrasi sehari-hari?) O O
2. Mengalamirasa cemas serius /

ketegangan, gelisah,merasa khawatir berlebihan? O O
3. Mengalami halusinasi (melihat atau mendengar

sesuatu yang tidak ada obyeknya) O O
4. Mengalami kesulitan berkonsentrasi

atau mengingat? | O
5. Mengalami kesukaran mengontrol perilaku kasar,

termasuk kemarahan atau kekerasan
6. Mengalami pikiran serius utk bunuh diri? O O
7. Berusaha utk bunuh diri? O O

8. Menerima pengobatan dari psikiater?
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Diagnosa kerja

Klien memenubhi kriteria diagnosis:

F 10: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol

F 11: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioid

F 12: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis

F 13: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Sedatif Hipnotik

F 14: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain

F 15: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya

F 16: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Halosinogenik

F 17: Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau

F 18, F19:  Gangguan mental dan perilaku akibat zat pelarut yang mudah
menguap, atau zat multipel dan zat psiko aktif lainnya

Rencana Rehabilitasi

1.  Asesmen lanjutan / mendalam
2. Evaluasi Psikologis

3. Program detoksifikasi

4. Wawancara Motivasional

5. Intervensi Singkat

6. Terapi rumatan

7. Rehabilitasi rawat inap

T

Persetujuan wajib
lapor / keluarga / wali

anda tangan / Nama jelas

Mengetahui petugas

Tanda tangan / Nama jelas

b. Kartu Lapor Diri

Nama
Tanggal Lahir
Umur

No. Reg. Lapor Diri_ /[ [

Tanggal lapor diri : .

KARTU LAPOR DIRI
NAMA LEMBAGA
ALAMAT LEMBAGA
TELPON/FAX/EMAIL

Jenis kelamin:

Dikeluarkan di.........
Tanggal ..................

(cree )

Penanggungjawab lembaga
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c. Formulir Pelaporan Wajib Lapor

Jenis kelamin

Usia

Status perkawinan

Latar belakang pendidikan

Latar belakang pekerjaan

Jenis zat Narkotika yang disalahgunakan

Lama pemakaian (usia pertama kali pakai)
Diagnosa

Cara pakai zat

Jenis pengobatan / perawatan yang saat ini dijalani

e N

d. Sistem Pelaporan Rekapitulasi Data Wajib Lapor

ALUR PELAPORAN REKAPITULASI DATA WAJIB LAPOR

Kordinasi
L y vy E
BADAN NARKOTIKA KEMENTERIAN KEMENTERIAN | !
NASIONAL KESEHATAN | SOSIAL 5
A A 4 6
DINSOS
DINKES €= = = = = = =|= = = = = = =% PROVINSI
PROVINSI
-
A
T RS VERTIKAL / RSU
| DINKES KABKOTA |[#= = = = = = = = = = = DINSOS KAB/KOTA |
| RsUD/PUSKESMAS | | PANTI REHABILITASI SOSIAL |
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